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BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pembaharuan hukum terutama hukum tentang
perserocan mutlak diperlukan guna mengikuti serta
menyesuaikan dengan perkembangan di bidang ekonomi
yang bergerak begitu cepat. Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya
disebut “UUPT-2007") yang disahkan pada tanggal 16
Agustus 2007 dan diumumkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia {(LNRI) Tahun 2007 No. 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
{(TLNRI} No. 4756, merupakan penyempurnaan Undang-
undang tentang Persercan Terbatas yang berlaku
sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1895
(LNRT Tahun 1995 No. 13, TLNRI No. 3587;
selanjutnya disebut “U0UPT-19957).

Penyempurnaan undang-undang yvang mengatur
tentang Persercan Terbatas ini dimaksudkan untuk

memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan
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I PENDAHULUAN

masyarakat yang telah berkembang pesat dalam era
gleobalisasi dewasa ini, khususnya di bidang
pelayanan administrasi hukum yang cepat, kepastian
hukum dan pengembangan dunia usaha vyang sesuai
dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
(good corporate governance). Sedangkan tujuan
penyempurnaan undang-undang ini, antara lain
adalah untuk dapat lebih memberikan kepastian
hukum bagi dunia usaha, guna menjamin iklim dunia
usaha yang kondusif.

Dalam rangka antisipasi konfliik-kenflik
kepentingan yang berpotensi timbul dalam suatu
Perserocan Terbatas (seperti konflik kepentingan
antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham
minoritas, atau antara pemegang saham dan
Perseroan), di dalam UUPT-2007 telah dilakukan
penyempurnaan ketentuan tentang pemberian hak
khusus kepada pemegang saham dengan kriteria
tertentu untuk dapat menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPQ”)
berdasarkan 1izin vyang ditetapkan o©leh Ketua
Pengadilan Negeri yand berwenang, dengan
menambahkan ketentuan tentang upaya hukum kasasi
vang dapat dilakukan oleh pemegang saham vyang
bersangkutan, apabila permchonan izin
penyelenggaraan RUPS tersebut ditolak cleh
Pengadilan Negeri {selanjutnya disebut “PN")

2
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terkait, vyang mana upaya hukum ini tidak secara
tegas diatur dalam UUPT-1995.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT-
2007, Perseroan Terbatas {selanjutnya disebut
“Perseroan”) didefinisikan sebagai badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar uang seluruhnya terbagi dalam
saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam UUPT-2007 serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi Perseroan sebagaimana tersebut
di atas, dapat dipahami bahwa salah satu unsur
penting yang merupakan alas pijak berdirinya suatu
Persercan adalah perjanjian yang disepakati oleh
para pendirinya vyang kemudian menjadi pemegang
saham dalam Perseroan tersebut. Perjanjian ini
diformulasikan dalam bentuk suatu anggaran dasar
(selanjutnya disebut “AD) yang merupakan
ketentuan-ketentuan dasar yang mengikat seluruh
pemangku kepentingan di dalam Perseroan itu.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UUPT-
2007, dinyatakan bahwa organ Perseroan terdiri
dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.
Selanjutnya dalam ©pasal vyang sama angka 4
ditentukan bahwa RUPS adalah organ Persercan yang
mempunyal wewenang vyang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang

3
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ditentukan dalam UUPT-2007 dan/atau AD. Sehingga,
suatu keputusan RUPS merupakan wujud kewenangan
yang diberikan oleh undang-undang yang mengikat
tidak hanya organ Persercan lainnya (Direksi dan
Dewan Komisaris) ataupun Perseroan itu sendiri,
tetapi juga mengikat para pemegang saham.

Disamping itu, RUPS pada hakekatnya merupakan
juga forum dimana para pemegang saham dapat
menggunakan hak dan otoritasnya untuk menentukan
arah dan kebijakan Perseroan dalam bentuk suatu
keputusan. Sehingga, suatu keputusan RUPS sarat
dengan kepentingan masing-masing pemegang saham
dalam Perseroan.

UUPT-2007 mensyaratkan suatu keputusan RUPS
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
namun UupPT-2007 juga memperbolehkan suatu
keputusan RUPS diambil Dberdasarkan pemungutan
suara dalam hal keputusan secara musyawarah tidak
mencapai mufakat.

Dalam praktek, keputusan RUPS vyang diambil
berdasarkan pemungutan suara dengan menghitung
jumlah suara terbanyak berpotensi pula menimbulkan
sengketa di antara para pemegang saham. Dan UUPT-
2007 memberikan hak kepada pemegang saham vyang
dirugikan akibat suatu keputusan RUPS, untuk
mengajukan gugatan pembatalan keputusan  RUPS
tersebut melalui pengadilan.

4
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Dalam hal keputusan RUPS yang diajukan
pembatalan itu belum dilaksanakan atau tidak
menyangkut kepentingan pihak ketiga, maka sengketa
ini hanya berdampak @pada ©para pihak dalam
Perseroan. Akan tetapi, apabila berdasarkan
kKeputusan RUPS tersebut telah dilaksanakan
transaksi-transaksi hukum yang melibatkan pihak
ketiga, maka gugatan pembatalan itu berdampak
negatif pada perlindungan dan kepastian hukum bagi
pihak ketiga yang beritikad baik yang telah
melakukan transaksi dengan Perserocan berdasarkan
keputusan RUPS dimaksud.

Beberapa kasus tentang sengketa seperti ini
vang kasat mata, antara lain:

1} Gugatan Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut)
selaku pemegang saham PT Cipta Televisi
Pendidikan TIndcnesia ({PT.CTPI) vyang diajukan
pada  bulan Juni 2010 tentang pembatalan
keputusan RUPS-LB PT.CTPI tanggal 18 Maret 2005.

2) Gugatan PT Matahari Putra Prima Tbk selaku
pemegang saham PT Hero Supermarket Tbk
(PT.Hereo) vyang diajukan pada tahun 2005 melalui
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentang
pembatalan keputusan RUPS-LB PT.Hero tahun 1998.

3) Gugatan pemegang saham PT X yang diajukan pada
tahun 2000 melalui Pengadilan Negeri Bandung,
tentang pembatalan keputusan RUPS-LB PT X tahun

5
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1999,

Situasi seperti ini dapat dipastikan sangat
berdampak buruk pada iklim usaha dan investasi di
dalam negeri. Karena transaksi-transaksi dengan
Perseroan yang dilakukan atas dasar suatu
keputusan RUPS, dapat menjadi batal e¢leh suatu
putusan pengadilan yang dikeluarkan berdasarkan
gugatan pembatalan keputusan RUPS yang diajukan
oleh pemegang saham Persercan itu selama daluwarsa
pengajuan gugatan itu belum berakhir.

Hal ini tidak sejalan dengan sasaran
pengundangan  UUPT-2007, sebagaimana disebutkan
pada bagian Penjelasan Umum, vyakni untuk dapat
memberikan kepastian hukum dan menjamin iklim

dunia usaha yang kondusif.
POKOK PERMASALAHAN

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan

dua permasalahan sebagai berikut:

1) Berapa lamakah daluwarsa pengajuan gugatan
pembatalan suatu keputusan RUPS oleh pemegang

saham?
2) Upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan
oleh Perseroan untuk membatasi daluwarsa

gugatan pembatalan suatu keputusan RUPS oleh

pemegang sahamnya, dalam rangka memberikan
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kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan
transaksi hukum dengan Persercan berdasarkan

keputusan RUPS tersebut?

RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini
akan difokuskan pada analisa terhadap perkara yang
pernah terjadi di PN Bandung, sehubungan dengan
digugatnya keputusan RUPS vyang telah berlaku

efektif.
TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian 1ini pada pokoknya adalah

sebagal berikut:

1) Melakukan analisa terhadap jangka waktu
daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan pada
suatu keputusan RUPS Persercan yang dilakukan

oleh sebagian pemegang sahamnya.

2} Untuk memberikan solusi alternatif dalam rangka
antisipasi terhadap permasalahan yang

teridentifikasi pada tujuan pertama di atas.

KEGUNAAN PENELITIAN

Beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1) Sebagai bahan kajian tentang implementasi
7
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BAB I PENDAHULUAN

F.

beberapa ketentuan dalam UUPT-2007, dimana di

dalam praktek ketentuan-ketentuan ini perlu

diantisipasi lebih lanjut dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penerapannya;

2} Sebagai Dbahan informasi bagi pemegang saham
atau calon pemegang saham dalam suatu Persercan,
untuk mengantisipasi munriculnya konflik
kepentingan yang terjadi di antara para

pemegang saham didalam suatu Perseroan.

3) Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih
lanjut, khususnya di bidang gcod corporate

governance dalam Perseroan.

METCDE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif

mengenal gugatan pemegang saham dimana mereka
menolak pelaksanaan keputusan RUPS vyang telah
berlaku efektif. Bentuk dan sifat penelitian ini
adalah diagnostik-eksploratoris °2 dengan tujuan
melakukan identifikasi hambatan-hambatan yang
menimbulkan ketidak-pastian hukum dalam pelaksanaan

suatu keputusan RUPS. Kemudian dilanjutkan dengan

! sperjono Socekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum

Normatif, Cet. 6, (Jakarta: RajaGrafindo, 2001}.

2

Scerjonc Socekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3,
{Jakarta: Universitas Indconesia (UI-Press), 1986), hal. 9-10.
8
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BAB I PENDAHULUAN

eksplorasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku
untuk diterapkan guna antisipasi dan/atau solusi
terhadap hambatan-hambatan yang teridentifikasi
tersebut.

Data-data yang dipergunakan adalah bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, dengan perincian

sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer:
(1) UUPT-2007;
(2) Peraturan perundang-undangan lain vyang

mengikat Perseroan.

2) Bahan hukum sekunder:

(1) Putusan-putusan dan penetapan-penetapan
pengadilan terhadap perkara-perkara vyang
berhubungan dengan penelitian ini;

(2) Buku-buku hukum vyang membahas tentang

hukum Persercan.

Analisa dilakukan secara kwalitatif terhadap
eksistensi ketentuan-ketentuan yang telah diatur
dalam bahan hukum primer, baik yang berupa hak-hak
yang dimiliki pemegang saham maupun yang berupa
antisipasi faktor-faktor penghambat dalam
implementasi dan realisasi  hak-hak tersebut.
Analisa Jjuga dilakukan terhadap pertimbangan-
pertimbangan hukum hakim sehubungan dengan

ketentuan-ketentuan vyang ada dalam bahan hukum
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primer. Disamping itu, kajian dilakukan Jjuga
terhadap ketentuan dalam UUPT-2007 yang berkaitan
dengan antisipasi dan/atau solusi dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

keputusan RUPS Perserocan.

SISTIMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terbagai dalam 3 (tiga)

bab, dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar
belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup
pembahasan, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, metode penelitian dan sistimatika

penulisan.

BAB II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN
PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM

PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini akan diulas mengenai teori
tentang hakekat perjanjian, daluwarsa, Perseroan,
crgan Perseroan yaitu (RUPS, Direksi dan Dewan
Komisaris), hak dan kewajiban pemegang saham
dalam Perseroan, AD Persercan, tinjauan vyuridis

daluwarsa gugatan pembatalan keputusan RUPS oleh

10
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pemegang saham dalam Persercan, dan upaya hukum
apa saja yang dapat dilakukan Perserocan untuk
membatasi  panjangnya masa daluwarsa gugatan
pempatalan suatu keputusan RUPS. Dalam bab ini
akan dibahas mengenai teori Perseroan, syarat
pendirian, pemegang saham dalam Perseroan dan
perjanjian pemegang saham dalam Persercan serta
perubahan-perubahan atas perjanjian dasar dimana
menjadi dasar keputusan RUPS dan juga digambarkan
ringkasan kasus sengketa vyang berkaitan dengan
keputusan RUPS yang dijadikan dasar gugatan oleh
pemegang saham dimana mereka menolak hasil

keputusan RUPS tersebut

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini akan dirangkum beberapa simpulan
vang dapat ditarik dari identifikasi dan analisa
kasus vyang dibahas dalam bab sebelumnya, guna
menjawab permasalahan pokok pada Bab Pendahuluan.
Di samping itu, diberikan pula beberapa saran
dalam rangka peningkatan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan keputusan RUPS, sebagail
antisipasi dan/atau solusi alternatif terhadap
situasi sebagaimana yang terjadi pada kasus vyang

telah dibahas pada bab-kab sebelumnya

il
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BAB3 II TINJAURW YURIDIS DALUWARSZA GUGATAN PEMBATALAN KEFUTUSAN RAPAT UMUM

PEMEGANG S5SAHAM [(RUPS) OLER PEMEGARG 5ANAM DRLAM PERSERCAN TERBATARS

BAB ITI

TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN

PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG

1)

SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM
DATAM PERSEROAN TERBATAS

HARKEKAT PERJANJIAN

Latar Belakang Hukum Perjanjian

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) vyang kemudian
diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R.
Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata {selanjutnya disebut “KUHPer”) ° bahwa
mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III
tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan
memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak
dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau
pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu
hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum

tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal

? R. syubekti dan R. Tiitrosudinieo, “Kitab Undang-undang Hukum
srdata=Burgerlijk Wechoek f(terjemahen),” Cet. 28, ({(Jakarca: FT.
Pradnva Paramita, 1296}, hzi. 323

12
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BAB II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEFUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUFS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSERCAN TERBATAS

ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang
untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal
yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa
sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu
perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai
kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-
syarat mengenal sahnya suatu perjanjian/kontrak
sepertli vyang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer,

antara lain sebagai berikut:
(1) Sepakat mereka yvang mengikatkan dirinvya:
(2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
(3) suatu hal tertentu;
(4) suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya
perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi
sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang

membuatnya.

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan
terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract law,
sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan
istilah overeenscomsrecht.® Suatu perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

seorang lain atau dimana dua orang itu saling

* sSalim H.S, “Huokum Kaontrvak: Toori & Terpnilk Fenvu
t Cat. 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 29004, hal.
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BAB II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALBN REPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHRM DALAM PERSEROAN TERBATAS

* pari

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua
orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan
demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan
antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya,
perjanijian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang
mengandung janji—janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau ditulis. Pexrikatan adalah suatu
perhubungan hukum anatara dua orang atau dua pihak,
berdasarkan vyang mana pilhak vyang satu berhak
menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak
yvang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.®
Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian
adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.
Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum
adalah hubungan vyang menimbulkan akibat hukum.
Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan
kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan,

sedangkan kewajiban merupakan beban.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum
perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai

berikut:’
{1) Adanya Kaidah Hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi

menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak

® R. Svbekti, “Hukum Perjanjisn,” Cet. ¥II, (Jakarra: PT.
ntarmasa, 129¢0), hal. 1.

2. Subekti, owm.cit, hal. 1.

%alim H.S, op.cit, hal. 4.
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tertulis. Kaidah hukum perjanijian tertulis
adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di
dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan
yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian
tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum vyang
timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat,
seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan
lain sebagainya. Konsep—-konsep hukum ini berasal

dari hukum adat.

(2) Subyek Hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah
rechtperson. Rechtperscn diartikan sebagail
pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang
menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah
kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang
berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang

berutang.

{3} Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa vyang menjadi hak kreditur
dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya

terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

® Memberikan sesuatu;

® berbuat sesuatu:

15
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BAB II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN HREPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGRNG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG S5AHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

® tidak berbuat sesuatu;
® kata sepakat

Didalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat
sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana
salah satunya adalah kata sepakat (konsensus).
Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak

antara para pihak.

(4) Akibat Hukum

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak
akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum

adalah timbulnya hak dan kewajiban.

2) Pengertian Perikatan

Sekalipun dalam KUHPer definisi dari perikatan
tidak dipaparkan secara tegas, akan tetapi dalam
pasal 1233 KUHPer ditentukan bahwa sumber perikatan
adalah persetujuan dan undang~undang. Dapat
ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat
terjadi karena dikehendaki o¢leh pihak~pihak vang
terkait dalam perikatan vang sengaja dibuat oleh
mereka, atau karena ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang Dberlaku. Dengan demikian
berarti perikatan adalah hubungan hukum antara dua

atau lebih orang (pihak) dalam bidang atau lapangan

16
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harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah
satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa suatu perikatan, sekurangnya
mempunyal empat unsur yaitu:

(1) adanya hubungan hukum;

(2) melibatkan dua orang {pihak) atau
lebih;

{3) dalam bidang lapangan hukum  harta
kekayaan;

{4) hubungan hukum tersebut melahirkan
kewajiban pada salah satu pihak
dalam perikatan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 1233 KUHPer,
hubungan hukum dalam perikatan dapat lahir karena
kehendak para pihak, sebagai akibat dari persetujuan
vang dicapai oleh para pihak, dan sebagai akibat
perintah perundang-undangan. Dengan demilikian
berarti hubungan hukum ini dapat lahir sebagai akibat
perbuatan hukum yang disengaja ataupun tidak, serta
dari suatu peristiwa hukum, atau bahkan dari suatu
keadaan hukum. Peristiwa hukum vyang melahirkan
perikatan misalnya tampak dalam putusan pengadilan
yang bersifat menghukum atau kematian yang mewariskan
harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya.

Hubungan hukum dalam perikatan ini melibatkan dua
orang atau lebih, vyang merupakan para pihak dalam
perikatan. Pihak-pihak dalam perikatan sekurangnya

terdiri dari dua pihak yaitu pihak yang berkewajiban
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memenuhi sesuatu dan pihak vyang vyang berhak atas
pemenuhan kewajiban tersebut.

Hubungan hukum yang lahir adalah hubungan hukum di
bidang hukum harta kekayaan. Rumusan tersebut
memberikan arti bahwa dalam setiap perikatan terlibat
dua macam hal vyaitu hal yang menunjuk pada keadaan
wajib yang harus dipenuhi oleh pihak yang
berkewajiban dan hal yang berhubungan dengan
pemenuhan kewajiban tersebut, vyang dijamin dengan
harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut.

Pada ketentuan pasal 1234 KUHPer ditetapkan bahwa
tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,
untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat
sesuatu, maka dapat ditegaskan bahwa KUHPer sangat
menekankan pada kewajiban pemenuhan perikatan, yang
dikelompokan menjadi tiga macam yaitu dalam bentuk
kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu

dan atau tidak melakukan sesuatu.

3) Perbedaan Perikatan dan Perjanjian

Sebagai bahan perbandingan untuk membantu
memahami perbedaan dua istilah tersebut, perlu
dikutip pendapat Prof Subekti dalam bukunya Hukum
Perjanjian mengenai  perbedaan pengertian dari
perikatan dengan perjanjian. Beliau memberikan

definisi dari perikatan sebagai berikut:

“Suatu perikatan adalah suatu perbhubungan hukum
antara dua orang atau due pihak, berdasarkan mana
pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari

18
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pihak lain, dan pihak vang lain berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan itu.”®

Sedangkan perjanjian didefinisikan sebagai berikut:

“"Suatuy perjanjlan adalah suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana
dua crang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal.”’

Hakekat antara perikatan dan perjanjian pada
dasarnya sama, yaitu merupakan hubungan hukum
antara pihak-pihak yang diikat didalamnya, namun
pengertian perikatan lebih luas dari perjanjian,
sebab hubungan hukum vyang ada dalam perikatan
munculnya tidak hanya dari perjanjian tetapi juga
dari aturan perundang-undangan. Hal 1lain vyang
membedakan keduanya adalah bahwa perjanjian pada
hakekatnya merupakan hasil kesepakatan para pihak,
jadi sumbernya benar-benar kebebasan pihak-pihak
yang ada untuk diikat dengan perjanjian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1338 XKUHPer, dimana pasal
tersebut menetapkan bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya, perjanjian tidak dapat
ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan diantara
para pihak ataupun karena alasan lain vyang
ditentukan c¢leh undang-undang dan suatu perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad Dbaik. Sedangkan

perikatan selain mengikat karena adanva kesepakatan

¥ R. Zubekti, op.cit, hal., 1.
* R. Subekti, op.cit, hal. 1.
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juga mengikat karena diwajibkan oleh undang undang,
contchnya perikatan antara orangtua dengan anaknya

muncul bukan karena adanvya kesepakatan dalam

'perjanjian diantara ayah dan anak tetapi karena

perintah undang-undang.

Selain itu, perbedaan antara perikatan dan
perjanjian juga terletak pada konsekuensi hukumnya.
Pada perikatan masing-masing pihak mempunyai hak
hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari
masing-masing pihak yang telah terikat. Sementara
pada perjanjian tidak ditegaskan tentang hak hukum
yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang
berjanji apabila salah satu dari pihak vang
berjanji tersebut ternyata ingkar janji, terlebih
karena pengertian perjanjian dalam Pasal 1313-4
KUHPer dimana definisi dalam pasal tersebut
menggambarkan bahwa perjanjian adalah tindakan dari
satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih, tidak hanya
merupakan suvatu perbuatan hukum yang mengikat
tetapi dapat pula merupakan perbuatan tanpa
konsekuensi hukum.

Konsekuensi hukum lain yang muncul dari dua
pengertian itu adalah bahwa oleh karena dasar
perjanjian adalah kesepakatan para pihak, maka
tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian
menimbulkan ingkar Janji (wanprestasi), sedangkan

tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam perikatan
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menimbulkan konsekuensi hukum sebagai perbuatan
melawan hukum (PMH) .

Berdasarkan pemahaman tersebut jelaslah bahwa
adanya perbedaan pengertian antara perjanjian dan
perikatan hanyalah didasarkan karena lebih luasnya
pengertian perikatan dibandingkan perjanjian.
Artinya didalam hal pengertian perjanjian sebagai
bagian dari perikatan, maka perikatan akan
mempunyai arti sebagai hubungan hukum atau
perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau
lebih, vyang salah satu pihak mempunyai kewajiban
untuk memenuhi prestasi tersebut. Bila salah satu
pihak yang melakukan perikatan tersebut tidak
melaksanakan atau terlambat melaksanakan prestasi,
pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan melawan
hukum tersebut berhak untuk menuntut pemenuhan
prestasi atau penggantian kerugian dalam bentuk
biaya, ganti rugi dan bunga.

Uraian diatas memperlihatkan bahwa perikatan
dapat meliputi dua arti, yaitu pada satu sisi
sebagal perjanijian yang memang konsekuensi hukumnya
sangat tergantung pada pihak-pihak vyang terikat
didalamnya, dan pada sisi lain merupakan perikatan
yang mempunyai  konsekuensi  hukum yang Jjelas.
Sekalipun perjanjian sebagai suvatu perikatan muncul
bukan dari undang-udang tetapi memiliki kekuatan
hukum yang sama dengan perikatan yang nmuncul dari

undang-undang, vaitu berlaku sebagai undang-undang
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4}

bagi mereka yang diikat didalamnya.

Akibat Perjanjian

Sebagaimana telah dijelaskan diatas,
perjanjian bukanlah perikatan moral tetapi
perikatan hukum yang memiliki akibat hukum. Akibat
hukum dari perjanjian yang sah adalah berlakunva
perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Yang dimaksud dengan berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adalah
bahwa kesepakatan vyang dicapai oleh para pihak
dalam perjanjian mengikat para pihak sebagaimana
mengikatnya suatu undang-undang. Para pihak dalam
perjanjian tidak ©bolen keluar dari perjanjian
secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati
oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada
alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau
hal-hal yang disepakati dalam perjanjian.
Sekalipun dasar mengikatnya perjanjian berasal dari
kesepakatan dalam perjaniian, namun suatu
perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal vang
dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi Jjuga
mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian diharuskan cleh kepatutan, dan kebiasaan
atau undang-undang. Untuk itu setiap perjanjian
vang disepakati harus dilaksanakan dengan itikad

baik dan adil bagi semua pihak.
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5) Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjlian dinyatakan sah apabila

memenuhi beberapa syarat, vyaitu:

(1)

Berdasarkan kesepakatan para pihak;
Kesepakatan merupakan faktor esensial yang
menjiwal perjanijian, kesepakatan biasanya
diekspresikan dengan kata “setuju” disertail
pembubuhan tanda tangan sebagai bukti
persetujuan atas segala hal vyang tercantum
dalam perjanjian. Dalam perjanjian suatu
kesepakatan dinyatakan tidak sah, apabila
kesepakatan vyang dicapai tersebut terjadi
karena kekhilafan atau dibuat dengan suatu
tindakan pemaksaan atau penipuan.

Pihak-pihak dalam perjanjian harus cakap
untuk membuat perjanjian;

Setiap e¢rang dan badan hukum (lIegal entity)
adalah subjek hukum, namun KUHPerdata
membatasi subjek hukum yang dapat menjadi
pihak dalam perjanjian. Untuk itu kita perlu
mengetahul siapa saja yang menurut hukum
tidak cakap atau tidak mempunyail kedudukan
hukum untuk membuat perjanjian. Berikut
adalah pihak-pihak vyang tidak cakap secara

hukum untuk membuat perjanjian:

® QOrang vyang belum dewasa, yaitu

orang yang belum berumur 21 tahun
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6)

® Orang-orang Yyang ditaruh dibawah
pengampuan, misalnya: anak-anak,
orang yang pikirannya kurang sehat

atau mengalami gangguan mental.

® Semua pihak yang menurut undang-
undang vang berlaku tidak cakap
atau dibatasi kecakapannya untuk
membuat perjanjian, misalnya; istri
dalam melakukan perjanjian untuk
transaksi-transaksi tertentu harus

mendapatkan persetujuan suami.

(3) Perjanjian menyepakati suatu hal;

(4)

Hukum mewajibkan setiap perjanjian harus
mengenal sesuatu hal sebagai objek dari
perjanjian, misalnya tanah sebagai objek
perjanjlan jual beli.

Dibuat berdasarkan suatu sebab yang halal.
Perjanjian menuntut adanya itikad baik dari
para pihak dalam perjanjian, oleh karena itu
perjanjian yang disebabkan oleh sesuatu yang
tidak halal, misalnya karena paksaaan atau
tipu muslihat tidak memenuhi syarat sebagai

suatu perjanjian.

Sebab-Sebab Berakhirnya Perjanjian

Terpenuvhinya perikatan yang disepakati

(selanjutnya disebut "“Prestasi”) dan syarat-syarat

tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab
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berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya Jangka
waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau
dalam loan agreement, semua hutang dan bunga atau
denda jika ada telah dibavarkan. Secara keseluruhan,

KUHPer mengatur faktor-faktor lain yang dapat

menyebabkan berakhirnya perjanjian, diantaranya
karena:
{(l} Pembayaran

Pembayaran tidak selalu diartikan dalam
bentuk penyerahan uang semata, tetapi
terpenuhinya sejumlah prestasi yang

diperjanjikan juga memenuhi unsur pembayaran.

(2} Penawaran pembayaran, diikuti dengan
penyimpanan atau penitipan.
Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjilan
sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang
diperjanjikan termasuk waktu pemenuhannva,
namun tidak Jjarang prestasi tersebut dapat
dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan.
Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestas:i
sebelum waktunya dapat menjadi sebab
berakhirnya perjanjlan, misalnya perjanjian
pinjam meminjam vyang pembayarannya dilakukan
dengan cicilan, apakila pihak yang berhutang
dapat membayar semua jumlah  pinjamannya
sebelum Jjatuh tempeo, maka perjanijian dapat

berakhir sebelum waktunvya.
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(3} Pembaharuan hutang {Novasi)
Pembaharuan utang dapat menyebabkan
berakhirnya perjanjian, sebab munculnya
perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama
yang diperbaharui berakhir. Perjanjian baru
bisa muncul karena berubahnya pihak dalam
perjanjian, misalnya perjanjian novasi dimana
terjadi pergantian pihak debitur atau karena
berubahnya perjanjian pengikatan Jjual beli
menjadl perjanjian sewa, karena pihak pembeli

tidak mampu melunasi sisa pembavaran.

(4) Perjumpaan hutang (Kompensasi)
Perjumpaan hutang terjadi karena antara
kreditur dan debitur saling mengutang
terhadap vyang lain, sehingga utang keduanya
dianggap terbayar oleh piutang mereka masing-

masing.

{3) Percampuran hutang
Berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek
perjanjian Jjuga dapat menyebabkan terjadinya
percampuran hutang yang mengakhiri perjanjian,
contchnya penyewa rumah yang berubah menjadi
pemilik rumah karena dibelinya rumah sebelum
waktu sewa berakhir sementara masih ada

tunggakan sewa yang belum dilunasi,
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7)

(6) Pembebasan hutang
Pembebasan hutang dapat terjadi karena adanya
kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan
debitur dari kewajiban membayar  hutang,
sehingga dengan terbebasnya debitur dari
kewajiban pemenuhan hutang, maka hal yang
disepakati dalam perjanjian sebagai syarat
sahnya perjanjian menjadi tidak ada padahal
suatu perjanjian dan dengan demikian

berakhirlah perjanjian.

(7) Musnahnya barang yang terhutang
Musnahnyva barang vyang diperjanjikan juga
menyebabkan tidak terpenuhinya syarat
perjanjian karena barang sebagai hal ({(objek)
yang diperjanjikan tidak ada, sehingga
berimplikasi pada berakhirnya perjanjian yang

mengaturnya.

Kebatalan atau Pembatalan

Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat
menyebabkan perjanjian berakhir, misalnya karena
pihak vang melakukan perjanjian tidak memenuhi
syarat kecakapan hukum. Tata cara pembatalan yang
disepakati dalam perjanjian Jjuga dapat menjadi
dasar berakhirnya perjanjian. Terjadinya pembatalan

suatu perjanijian hanya dapat terjadi atas dasar
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kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam
Pasal 1338 KUHPer atau dengan putusan pengadilan

yvang didasarkan pada Pasal 1266 KUHPer.

8} Berlakunya Suatu Syarat Batal
Dalam Pasal 1265 KUHPer diatur kemungkinan
terjadinya pembatalan perjanjian oleh karena
terpenuhinya syarat batal yang disepakati dalam

perjanjian.

9) Lewatnya Waktu atau Daluwarsa
Berakhirnya perjanjian cdapat disebabkan oleh

lewatnya waktu (daluwarsa) perjanjian.

10} Cara Menafsirkan Perjanjian

Perjanjian tidak menimbulkan perselisihan
apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan-
kesepakatan yang dituangkan didalamnya. Akan tetapi,
kadangkala perbedaan penafsiran terhadap kesepakatan
dalam perjanjian dapat menimbulkan perselisihan
diantara para pihak yang terikat didalamnya sehingga
mengganggu pelaksanaannya. ©0leh karena itu KUHPer
telah mengatur tata cara penafsiran perjanjian
sebagai berikut:

(1) Jika kata-kata suatu perjanjian jelas,

tidaklah diperkenankan untuk menyimpang
dari pada perjanjian dengan cara
penafsiran;
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(2) Jjika kata-kata suatu perjanjian dapat
diberikan berbagai macam penafsiran, harus
dilakukan penyelidikan terhadap maksud
para pihak yang membuat perjanjian
tersebut daripada hanya berpatokan pada
kata-kata dalam perjanjian;

(3} Jjika terhadap suatu janji dapat diberikan
dua macam pengertian, maka haruslah
dipilih pengertian yang memungkinkan janji
dalam perjanjian dapat dilaksanakan
daripada memberikan pengertian yang tidak
mungkin terlaksana;

(4) jika terhadap kata-kata dalam perjanjian
dapat diberikan dua macam pengertian, maka
harus dipilih pengertian yvang . paling
selaras dengan sifat perjanjian;

(5) terhadap hal-hal yang menimbulkan keragu-
raguan atas pengertian dan pelaksanaan
perjanjian, maka hal yang meragukan
tersebut haruslah ditafsirkan menurut
kebiasaan dalam negara atau tempat dimana
perjanjilan dibuat;

(6} hal-hal wvang menurut kebiasaan selamanya
diperjanjikan atau dianggap secara diam-
diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun
tidak dengan tegas dinyatakan dalam
perjanjian;

(7) semua janji yang dibuat dalam suatu
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perjanjian harus diartikan dalam hubungan
satu sama lain, vyaitu tiap Jjanji harus
ditafsirkan berdasarkan kesepakatan dalam
perjanijian secara keseluruhan, artinya
tidak dapat ditafsirkan sendiri-sendiri
terlepas dari janji-janji lain dalam
perjanjian;

{8) Jjika terjadi keragu-raguan terhadap suatu
hal dalam perjanjian, maka suatu
perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian
orang yang telah meminta diperjanjikannya
sesuatu hal, dan untuk keuntungan o¢rang

yvang telah mengikatkan dirinya untuk itu.

11} Teknik Perancangan Perjanjian
Di dalam ketentuan pasal 1320 KUHPer,
disebutkan syarat sah suatu perjanjian vyang harus
dipenuhi, vyaitu:
{1) Sepakat yaitu adanya kesepakatan para
pihak yang mengadakan perjanjian;
(2} cakap vaitu para pihak yang mengadakan
perjanjian tersebut mempunyal kapasitas
{(juga kewenangan] hukum untuk melakukan
perjanjian;
{3) hal tertentu yaitu hal yang diperjanjikan
jelas; dan

(4) sebab perjanjian halal.
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Penegasan terhadap keberlakuan dari
perjanjlian yang telah memenuhi keempat unsur tersebut
sebagail suatu aturan hukum vang mengikat kedua belah
pihak, ditegaskan dalam 1338 KUHPer vyaitu suatu
perjanjian merupakan suatu undang-undang bagi para
pembuatnya. Keberlakuan perjanjian sebagai undang-
undang mengikat bagi para pihak dan memaksa para
pihak untuk melaksanakannya. Karena perjanjian
memiliki akibat vyang sangat besar terhadap para
pembuatnya, maka perjanjian sepatutnya dipersiapkan
dan dibuat sebaik mungkin untuk melindungi para pihak
dan menjamin terlaksananya hal-hal yang diperjanjikan

dalam perjanjian tersebut.

B. DALUWARSA

Menurut pasal 1946 KUHPer bahwa vyang
dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah suatu
upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya
suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang
ditentukan o¢leh undang-undang. Daluwarsa untuk
mempercoleh hak milik atas suatu barang dinamakan
daluwarsa acquisitiv, sedangkan daluwarsa untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan

daluwarsa extinctir. 1°

0 kartini Muljadi. Perikatan Pada Umumnya. Cet.2. Jakarta:

RajaGrafindc Persada, 2004.
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C.

Menurut pasal 1967 KUHPer, segala tuntutan hukum,
baik yang bersifat kebendaan, maupun yand
bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa
dengan lewatnya waktu selama tiga puluh tahun.
Dengan lewatnya waktu tersebut diatas maka

hapuslah setiap perikatan hukum.

PERSEROAN TEREATAS

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT-2007,
Perservan Terbatas atau Persercan didefinisikan
sebagai berikut:

Persercan Terbatas, yang selanjutnya disebut

Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan

persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Undang-Undang ini serta peraturan

pelaksanaannvya.

Dari ketentuan ini, unsur-—-unsur yang terdapat
dalam definisi Persercan meliputi: (1) badan hukum,
{(2) persekutuan modal, (3) didirikan berdasarkan
perjanjian, {4) melakukan kegiatan usaha, (5) modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan (6)

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT-2007

serta peraturan pelaksanaannya.
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1}

Badan Hukum

Perseroan sebagai suatu badan hukum (legal
entity) memiliki arti bahwa keberadaan suatu
Perseroan terjadi karena dilahirkan atau diciptakan
oleh hukum atau undang-undang (artificial perscn).
Secara hukum, Persercan diperlakukan seperti halnya
manusia pada umumnya (juristic person), yaitu
sebagal subyek hukum mandiri (persona standi in
judicio} vyang memiliki hak dan kewajiban dalam
hubungan hukum, serta mampu bertindak melakukan
perbuatan hukum melalui wakilnya. Oleh karena itu,
sebagal  badan hukum, Persercan dapat membuat
keputusan sendiri, melakukan perikatan, memiliki
kekayaan, digugat maupun menggugat di pengadilan,
dan lain-lain, seperti layaknya manusia Dbiasa.
Sedangkan, hak dan kewajiban terhadap perbuatan-
perbuatan hukum vyang dilakukan oleh badan hukum
Persercan tidak digantungkan pada pendiri atau
pemegang saham Perseroan, melainkan pada sesuatu
yang ditentukan oleh hukum.!!

Suatu Perseroan baru mempercleh status sebagai
badan hukum, terhitung sejak tanggal diterbitkannya
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
(selanjutnya disebut “Menhukham”) tentang pengesahan

12

badan hukum terhadap Persercan itu. Konsekwensi

" Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan
Perseroan, Cet. 2, ({(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 18.

2 Indonesia, op. cit., ps. 7 ayat (4).
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2)

penting dari berubahnya status Persercan menjadi
badan hukum adalah pemegang saham dalam Perseroan
tersebut tidak dibebani tanggung jawab secara
pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama
Perseroan, dan tidak pula dibebani tanggung jawab
atas kerugian Persercan melebihi nilai saham yang
telah diambil oleh pemnegang saham yang

bersangkutan.®’

Persekutuan Modal

Perseroan merupakan persekutuan modal
mengandung pengertian bahwa modal suatu Persercan
bersumber dari penyertaan modal dari beberapa sekutu
(orang ©perseorangan dan/atau badan hukum) yang
menjadi pemegang saham Persercan. Penyertaan mocdal
ini pada umumnya dalam bentuk wuwang, namun tidak
ditutup kemungkinan penyertaan modal ini dilakukan
dalam bentuk lain, bkaik berupa benda berwujud maupun
tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang.'’

Suatue persekutuan merupakan Jjuga perkumpulan
beberapa orang perseorangan dan/atau badan hukum
vang mempunyai kepentingan yang sama, - sehingga
tidak mungkin dibentuk oleh satu crang perseorangan

atau satu badan hukum saja. Atau dengan kata lain,

13 rbid., ps. 3 ayat (1).
Y rbid., ps. 34 ayat (1).

' H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang
Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan, Cet. 9, (Jakarta:

Djambatan, 199%), hal. 17
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3}

suatu persekutuan baru dapat dibentuk bilamana
terdapat dua atau lebih orang perseorangan dan/atau
badan hukum vyang menjadi sekutu dalam persekutuan
itu.

Begitu pula halnya dengan persekutuan modal,
dimana pemodal yang menjadi sekutu dalam persekutuan
itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang
perseorangan dan/atau badan hukum. Hal ini sejalan
dengan syarat pendirian Perseroan yang mewajibkan
adanya dua atau lebih orang perseorangan dan/atau
badan hukum yang menjadi pemegang saham dalam

Perseroan.

Perserocan Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Persercan didirikan berdasarkan perjanjian
mengandung pengertian bahwa alas pijak pendirian
suatu Perseroan tidak terlepas dari syarat-syarat
perjanjlian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan asas-asas
perjanjian lainnya.16

Salah satu syarat terciptanya suatu perjanjian
adalah adanya minimal dua orang atau pihak yang
bersepakat. Hal 1ini memberikan konsekwensi bahwa

perjanjian untuk mendirikan suatu Persercan hanya

dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya terdapat

¥ Gatot Supramono, Hukum Persercan Terbatas Yang Baru,
{Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 3.

35

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH Ul, 2010.



BAB II TINJRUARN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAMN KEPUTUSAN BRPAT UMM

PEMEGENG SRHAM {RUBS) OLER PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROBN TERBATRS

4)

5)

dua orang atau pihak yang menjadi pemegang saham.'’

Melakukan Kegiatan Usaha

Unsur ini memberikan pengertian bahwa pendirian
suatu Persercan dimaksudkan dan ditujukan untuk
melakukan kegiatan usaha tertentu. Sedangkan bentuk
kegiatan wusaha Perserocan diwajibkan untuk tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.!®

Modal Dasar Yang Seluruhnya Terbagi Dalam Saham

Unsur 1ini memberikan pengertian bahwa untuk
melakukan kegiatan usaha, Perserocan  diharuskan
memiliki sejumlah modal dasar. Mecdal dasar ini
terbagi atau harus dipecah menjadi beberapa atau
sejumlah saham dengan nilai nominal tertentu.
Pembagian atau pemecahan modal dasar menjadi
beberapa atau sejumlah saham, menunjukkan bahwa
modal dasar Persercan merupakan suatu persekutuan
modal . Persekutuan modal ini bersumber dari
penyertaan modal dalam bentuk penyetoran atas saham
oleh beberapa orang perseorangan dan/atau badan
hukum yang menjadi pemegang saham Persercan. Hal ini
sejalan dengan alas pijak pendirian Perseroan yang
berdasarkan perjanjian.

UUPT-2007 tidak mewajibkan seluruh modal dasar

Y Indonesia, op. cit., ps. 7 ayat (1).

18 rbid., ps. 2.
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6)

vang telah dipecah menjadi sejumlah saham itu, untuk
disetor penuh oleh para pemegang szaham Perseroan,
karena hal ini tergantung dari besarnya kebutuhan
modal untuk kegiatan usaha Perseroan yang
bersangkutan. Akan tetapi, pada saat pendirian,
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
modal dasar Perseroan harus ditempatkan dan disetor

penuh, **

atau dengan kata lain sekurang-kurangnya 25%
(dua puluh lima persen) dari seluruh saham Persercan
harus dikeluarkan untuk diambil dan disetor penuh

oleh para pemegang sahamnya.

Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam UUPT
Serta Peraturan Pelaksanaannya
Suatu Perserocan diwajibkan juga memenuhi
persyaratan- persyaratan lain yang telah ditetapkan
oleh UUPT-2007 dan peraturan pelaksanaannya.
Persyaratan-persyaratan tersebut, antara lain
sebagal berikut:
(1) Memiliki akta pendirian yang memuat AD;?°
(2) Memiliki tempat kedudukan dalam wilayah
negara Republik Indonesia;?!

(3) Memiliki modal dasar yang jumlahnya

ekuivalen atau melebihi jumlah minimum

" Ibid., ps. 33.
20 rhid., ps. B ayat (1}.

2 Thid., ps. 5 ayat (1}.
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yvang disyaratkan;??

{(4) Memiliki Direksi dan Dewan Kocmisaris yang
para anggotanya diangkat oleh RUPS;?®

(5) Memiliki kegiatan wusaha vyang dicantumkan

dalam AD;?*

D. RUPS, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI ORGAN
PERSEROCAN

Sebagaimana telah dibahas di atas, secara hukum,
Perseroan diperlakukan seperti halnya manusia pada
umumnya (natural person). Akan tetapi sebagai suatu
badan yang dilahirkan dan diciptakan e¢leh hukum
(juristic person atau artificial person), Perseroan
tidak memiliki kehendak, sehingga Jjuga Perseroan
tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Oleh
karenanya, diperlukan orang-orang vyang memiliki
kehendak untuk menggerakkan Persercgan agar badan
hukum itu dapat berjalan sesuai dengan maksud dan
tujuan pendiriannya. Kumpulan orang-orang yang
menjalankan, mengelola, mengurus dan mengawasi
jalannya pengeleoclaan dan pengurusan Perseroan,
dalam UUPT-2007 disebut dengan istilah organ

Perseroan. 2’

¥ rbid., ps. 32.
2} Ibid., ps. 92 jo. ps. 108.
¢ Ibid., ps. 18.

23 Gunawan Widjaja, op. cit., hal. 20.
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Organ Persercan terdiri dari tiga Jjenis, yaitu

26 Masing-masing

RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.
organ ini memiliki tugas, wewenang dan tanggung
jawab vyang berbeda-beda dalam pengelolaan dan
pengurusan Perseroan.?’ Sedangkan, kedudukan masing-
masing organ ini adalah sejajar, dimana yang satu
tidak berada di bawah yang lainnya. Disamping itu,
sebagai bagian dari Perseroan, Xketiga organ ini
memiliki juga kewajiban yang sama, yaitu mematuhi
UUPT-2007, A&D Perserocan dan peraturan perundang-
undangan lainnya vyang berkaitan dengan Persercan,
serta menaatil asas-asas dalam menjalankan Perseroan,
seperti asas itikad baik, asas kepantasan, asas
kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang

baik (good corporate governance) .®

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 UUPT-2007,

RUPS didefinisikan sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
disebut  RUPS, adalah Organ Perseroan yang
mempunyal wewenang yang tidak diberikan kepada

Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang

?® Indonesia, op. cit., ps. 1 angka 2.
2 Ibid., ps. 75 ayat (1} jis. ps. 92 ayat (1) jis. ps. 108
ayat (1}

®® rbid., ps. 4.
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ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau AD.

Pada hakekatnya, RUPS merupakan Jjuga forum
dimana para pemegang saham dapat menggunakan hak
dan otoritasnya terhadap Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.

RUPS dalam Perseroan terdiri dari RUPS tahunan
{selanjutnya disebut “RUPS-T”} dan RUPS lainnya
atau RUPS luar biasa {selanjutnya disebut “RUPS-
LB”). ¥® RUPS-T adalah RUPS vyang diselenggarakan
setiap tahun selambat-lambatnya enam bulan setelah
tahun buku pericde sebelumnya berakhir. ° ROUPS-T
pada umumnya difokuskan untuk membahas laporan
tahunan yang diajukan Direksi. ' Sedangkan RUPS-LB
merupakan RUPS yang dapat diselenggarkan kapan saja
sesuai dengan kebutuhan Perseroan. °° RUPS-T atau
RUPS-LB dapat pula diselenggarakan berdasarkan
permintaan Pemegang Saham Sepersepuluh®’atau Dewan
Komisaris.?*

Walaupun namanya RUPS, dan yang sangat

2 Ibid., ps. 78 ayat (1).
® Ibid., ps. 78 ayat (2}.
N Ipid., ps. 66.

3 rbid., ps. 78 ayat (4).

3 pemegang saham sepersepuluh: satu atau gabungan beberapa
pemegang Saham suatu Persercan yang secara bersama-sama
mewakili sepersepuluh bagian atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah di keluarkan
oleh Perseroan yang bersangkutan.

¥ rhid., ps. 79 ayat (2).
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berkepentingan terhadap rapat 1ini adalah pemegang
saham, namun pemegang saham sama sekali tidak
berwenang untuk menyelenggarakan rapat dimaksud.
UUPT-2007 memberikan wewenang kepada Direksi untuk
melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS, °
karena Direksi sebagai organ Perseroan yang
bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan
Perseroan, dalam hal ini termasuk Jjuga dalam

e Namun, dalam

pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS.
hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan
kepentingan antara Direksi dan Perseroan,

pemanggilan RUPS dapat pula dilakukan oleh Dewan
Komisaris.”’

Dalam praktek, ada kalanya pertentangan
kepentingan yang terjadi tidak hanya antara Direksi
dan Perseroan, tetapi Direksi bersama-sama Dewan
Komisaris di satu pihak dan Perseroan di lain pihak.
Situasi seperti 1ini dapat mengakibatkan Direksi
atau Dewan Keomisaris lalai untuk menyelenggarakan
RUPS-T pada waktu yang telah ditentukan, atau tidak
menyelenggarakan RUPS~LB sebagaimana yang diminta
oleh pemegang saham. Qleh karena itu, sebagail
antisipasi terhadap situasi seperti ini, UUPT-2007
memberikan solusi kepada Pemegang Saham

Sepersepuluh untuk dapat melakukan sendiri

¥ rbid., ps. 79 ayat (1) jo. ps. 81 ayat (1}.
3 Ibid., ps. 97 ayat (1)..
7 Ibid., ps. 81 ayat (2).
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pemanggilan RUPS atas izin Ketua PN yang
berwenang.>®

Tugas/wewenang dan kewajiban RUPS sebagai organ
Perserocan yang secara tegas diatur dalam UUPT-2007,

antara lain sebagai berikut:

{1) Tugas/Wewenang RUPS:

® Memberikan persetujuan dengan suara bulat
atau menolak untuk mengambil alih semua
hak dan kewajiban yang timbul dari
perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon
pendiri atau kuasanya sebelum Perseroan
memperoleh pengesahan sebagai badan

hukum; 3°
® Merubah AD;?

® Memberikan persetujuan atau penclakan
terhadap penyetoran modal saham dalam
bentuk kompensasi hak tagih yang dimiliki
pemegang saham atau kreditor lainnya

kepada Perseroan;®

¢ Memberikan persetujuan atau penoclakan
terhadap rencana Perseroan untuk

melakukan pembelian kembali saham vyang

3 Ibid., ps. 80 ayat (1).
* Ibid., ps. 13 ayat (1).
* Ibid., ps. 19 ayat (1).
1 Ibid., ps. 35 ayat (1).
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telah dikeluarkan Perseroan;*?

Memberikan persetujuan atau penclakan
terhadap rencana Perseroan untuk
melakukan penambahan atau pengurangan

modal Perserocan;?®?

Memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap laporan tahunan termasuk
pengesahan laporan keuangan yang diajukan
Direksi dan laporan tugas Pengawasan yang

diajukan Dewan Komisaris; a4

Menentukan penggunaan laba bersih
termasuk penentuan jumlah yang disisihkan

untuk dana cadangan;*’

Mengatur tata cara pengambilan deviden
yang tidak diambil setelah lima tahun dan
telah dimasukkan ke dalam cadangan

khusus;*°

Memiliki wewenang vyang tidak diberikan
kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

batas yang ditentukan dalam UUPT-2007 dan

2 Ibid., ps. 38 ayat (1).
“ Ibid., ps. 41 ayat (1) jo. ps. 44 ayat (1).
* Ibid., ps. 69 ayat (1).
* Ibid., ps. 71 ayat (1).
8 Ibid., ps. 73 ayat (2).
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2&[)'47

Menetapkan ketentuan tentang pembagian
tugas dan wewenang pengurusan di antara

anggota Direksi;?®

Mengangkat atau memberhentikan anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris;*

Menetapkan ketentuan tentang besarnya
gajli dan tunjangan anggota Direksi/Dewan

Komisaris;>®

Memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap rencana Direksi untuk
mengalihkan atau menjadikan jaminan
hutang sebagian besar kekayaan bersih

Perseroan;

Memberikan persetujuan atau penclakan
terhadap rancandgan penggabungan,
peleburan, pengambil- alihan, atau
pemisahan Perseroan vyang disusun oleh

Direksi; 2

 Ibid., ps. 75 ayat (1).

® Ibid., ps
 Ibid., ps
*® Ibid., ps
*! Ibid., ps
32 1bid., ps

. 92 ayat (5).

. 94 ayat (1} jis. ps. 105 ayat (1) jis. ps. 111 ayat (1) jis. ps. 119.
. 96 ayat {1) jis. ps. 113,

. 102 ayat (1).

. 123 ayat (3) jis. ps. 124 jis. ps. 125 ayat (4).
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® Membubarkan Perseroan;:

memenuhi kriteria khusus®':

3

{(2) Kewajiban RUPS:

® Mematuhi ketentuan UUPT-2007, AD dan

peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku, termasuk pula menaati asas
itikad baik, asas kepantasan, asas
kepatutan dan prinsip tata kelola
Persercan yang Dbaik (good  corporate
governance) dalam menjalankan

Perserocan;”’

Mengambil keputusan dengan metode
musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu,
sebelum menggunakan metode pemungutan

suara;ﬁ

Mengambril keputusan dengan kuorum dan
jumlah swara yang telah diatur dalam

UUPT-2007 dan/atau AD;>®

Khusus untuk RUPS pada Perseroan yang

-

® Menolak melakukan pengesahan apabila

% Ibid., ps. 142 ayat (1) hurufa.
54 Ibid., ps. 4 dan Penjelasannya.
55 Ibid., ps. 87 ayat (1).

% Jbid,, ps. 88 jo. ps. 89.

5" Yang dimaksud dengan “krileria khusus” adalah kriteria sechagaimana ditentukan dalam
pasal 68 ayat (1) UUPT-2007.
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laporan keuangan Persercan vyang wajib
diaudit, tidak diserahkan untuk diaudit

oleh akuntan publik;®®

2) Direksi

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UUPT-2007,

Direksi didefinisikan sebagai berikut:

Direksi adalah Organ Perseroan vyang bertanggung
jawab penuh atas pengurusan Persercan untuk
kepentingan Perserocan sesuai dengan maksud dan
tujuan Persercan serta mewakili Perseroan, baik
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

ketentuan AD.

Suatu Perserocan diharuskan memiliki Direksi,
yang tugasnya untuk melakukan pengurusan Perseroan,
antara lain meliputi pengurusan kegiatan Perserocan

*® Khusus untuk Perseroan yang bidang

sehari-hari.
usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana
masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat
prengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan
terbuka, UUPT-2007 mewajibkan Perseroan semacam ini
untuk memiliki paling sedikit dua orang anggota
Direksi.®

Direksi Dberwenang mewakili Persercan baik di

*¥ Indonesia, op. cit., ps. 68 ayat (2).
* Ibid., ps. 92 ayat (1).
% Ibid., ps. 92 ayat (4).
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dalam maupun di luar pengadilan.®' Dalam hal anggota
Direksi Persercan berjumlah dua orang atau lebih,
maka  kewenangan untuk mewakili Perseroan ini
dimiliki oleh setiap anggota Direksi, dengan
pengecualian bila ditentukan lain dalam AD. % Namun,
di dalam kewenangan ini dibebankan juga suatu
tanggung Jjawab, dimana setiap anggota Direksi
diharuskan untuk bertanggung Jjawab penuh secara
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau
lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan
usaha Perseroan.® Dan apabila karena kesalahan dan
kelalaian anggota Direksi ini, mengakibatkan
kerugian pada Perseroan, maka Pemegang  Sazham
Sepersepuluh, untuk dan atas nama Perseroan, dapat
mengajukan gugatan ke PN yang berwenang terhadap
anggota Direksi tersebut.®

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka
waktu tertentu dengan kemungkinan untuk diangkat
kembali. * Melalui  ketentuwan ini,  UUPT-2007
menegaskan bahwa anggota Direksi diangkat tidak
untuk selama Perserocan berdiri, akan tetapi untuk

masa jabatan yang terbatas, meskipun anggota

Direksi yang bersangkutan dimungkinkan untuk

51 Jbid., ps. 98 ayar (1),
52 fbid ., ps. 98 ayat (2).
8 Ibid., ps. 97 ayat (3).
® Ibid., ps. 97 ayat (6).
5 Ibid., ps. 94 ayat (1) jo. ayat (3).
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diangkat kembali bila masa jabatannya itu berakhir.

Kewenangan untuk memberhentikan anggota Direksi
berada pada RUPS. °® Akan tetapi untuk kepentingan
Perseroan yang mendesak, Dewan Komisaris diberikan
wewenang oleh uupT-2007 untuk memberhentikan
anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan

alasannya.?’

Selanjutnya, tugas atau wewenang dan kewajiban
atau tanggung-jawab Direksi atau setiap anggota
Direksi, sebagaimana yang secara tegas diatur dalam

UUPT-2007, antara lain sebagai berikut:

(1) Tugas/Wewenang Direksi:

® Mengajukan permchonan persetujuan
perubahan AD dan/atau memberitahukan
perubahan AD kepada Menhukham dengan tata
cara dan dalam kurun waktu vyang telah

ditentukan;®®

® Menyusun rencana kerja tahunan dalam
waktu yang telah ditentukan untuk
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris

atau RUPS;®®

® Menyusun laporan tahunan dalam kurun

% Ibid., ps. 105 ayat (1).
8 Ihid., ps. 106 ayat (1),
® Ibid., ps. 21 jo. ps. 22.
% Ibid., ps. 63 jo. ps. 64.
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waktu yang telah ditentukan untuk

mempercleh persetujuan RUPS;’°

Menyisihkan jumlah tertentu dari laba
bersih setiap tahun Dbuku sebagai dana

.
cadangan Perseroan; 't

Melakukan pemanggilan/penyelenggarakan

RUOPS-T dalam kurun waktu vyang telah

ditentukan dan/atau
pemanggilan/penyelenggarakan RUPS-LB
untuk kepentingan Perseroan dengan

prosedur dan tata cara yang telah

ditentukan;’?

Melakukan kepengurusan Perserocan dalam
batas yang ditentukan UUPT-2007 dan/atau
AD: 73

Mewakili Perseroan baik di dalam maupun

di luar pengadilan;’*

Memberi izin kepada pemegang saham untuk
memeriksa daftar pemegang saham, daftar
khusus, risalah RUPS, risalah rapat

Direksi, dokumen keuangan Perseroan,

™0 bid., ps. 66.

™ Ibid., ps. 70 ayat {1).

2 Ibid., ps. 79 (1) jo. ps. 81 ayat (1).
3 Ibid., ps. 92 ayat (1) jo. ayat (2).
™ Ibid., ps. 98 ayat (1).
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dan/atau untuk memperoleh salinan risalah

RUPS dan laporan tahunan;’®

Memberi kuasa tertulis kepada satu atau
beberapa orang karyawan Perseroan atau
crang lain, untuk dan atas nama Perserocan

melakukan perbuatan hukum tertentu;’®

Mengajukan permohonan ke PN yang
berwenang agar Perserocan dinyatakan

pailit berdasarkan keputusan RUPS;’’

Menyusun rancangan penggabungan,
peleburan, pengamkil-alihan, atau
pemisahan, bilamana Perserocan bermaksud

mengadakan aksi tersebut;’

Mengajukan usul pembubaran Perseroan
kepada RUPS atau permohonan pembubaran

Perseroan kepada PN yang berwenang; '

Khusus untuk Direksi pada Persercan dengan

kriteria tertentu:

® Melaksanakan tanggung Jjawab scsial dan

lingkungan;®°

¥ Ibid., ps. 100 ayat (3).

™ Ibid., ps.
. 104 ayat (1),
. 123 ayat (1) jis. ps. 125 ayat (6) jis. ayat (4) jis. ayat (5).

7 Ibid., ps
™ Ibid., ps

" Ibid., ps. 144 ayat (1) jo. 146 ayat (1) hurufb.

% Ibid., ps

. 74 ayat (1).
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¢ Menyampaikan laporan keuangan yang wajib

diaudit kepada Menhukham;®

Khusus untuk setiap anggota Direksi:

® Mewakili Perseroan baik di dalam maupun
di luar pengadilan, kecuali ditentukan

lain dalam AD;?%?

(2) Kewajiban/Tanggung-jawab Direksi:

® Mematuhi ketentuan UUPT-2007, AD dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku, termasuk pula menaati asas
itikad baik, asas kepantasan, asas
kepatutan dan prinsip tata kelola
Persercan vyang baik {good <corporate

governance)dalam menjalankan Perseroan;®’

® Bertanggung jawab secara tangung renteng
atas kerugian yang diderita pemegang
saham yang beritikad bkaik, yang timbul
akibat batal demi hukum transaksi
pembelian kembali saham vyang dimiliki

pemegang saham tersebut oleh Perserocan;®

® Memberitahukan keputusan RUPS tentang

8 Ibid., ps. 66 ayat (4).
%2 1bid., ps. 98 ayat (2).
8 1bid., ps. 4 dan Penjelasannya.
¥ Ibid., ps. 37 ayat (3).
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pengurangan modal Perserocan, kepada semua
kreditor dengan mengumumkannya pada satu
atau lebih surat kabar dalam kurun waktu

yang telah ditentukan;®”

® Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang
saham dan daftar khusus di tempat

kedudukan Perseroan;®®

® Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan
pemindahan hak atas saham di dalam daftar
pemegang saham dan/fatau daftar khusus,
dan memberitahukan tentang perubahan
susunan pemegang saham tersebut kepada
Menhukham untuk didaftarkan dalam daftar
Persergoan dalam kurun waktu vyang telah

ditentukan;m

® Mencatat hal-hal vyang berkaitan dengan
gadai saham atau Jjaminan fidusia atas
saham di dalam daftar pemegang saham

dan/atau daftar khusus;®®

® Melakukan pemanggilan/penyelenggarakan
RUPS-T dan/atau RUPS-LB atas permintaan
Pemegang Saham Sepersepuluh atau Dewan

Komisaris dalam kurun waktu yang telah

% Ibid., ps. 44 ayat (2).
8 Ibid,, ps. 50.

® Ibid., ps. 56 ayat (3).
% Ibid,, ps. 60 ayat (3).
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ditentukan;®

Memberitahukan adanya pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian anggota
Direksi, kepada Menhukham untuk dicatat
dalam daftar Perserocan dalam kurun waktu

yang telah ditentukan;®°

Bertanggung jawab atas pengurusan

Perseroan;?

Bertanggung jawab penuh secara pribadi
dan tanggung renteng, apabila bersalah
atau lalai menjalankan tugasnya dalam

pengurusan Persercan:; y

Membuat daftar pemegang saham, daftar
khusus, risalah RUPS, risalah rapat
Direksi, laporan tahunan dan dokumen
keuangan Persercan, serta memelihara dan
menyimpan dokumen-dokumen tersebut di

tempat kedudukan Perseroan; >

Meminta persetujuan RUPS untuk

mengalihkan atau menjadikan jaminan utang

Y fbid , ps. 719 (2).

® Ibid., ps. 94 ayat (7).

M Ibid., ps. 97 ayat (1).

% Ibid., ps. 97 ayat (3) jo. ayat (4).
%3 Ibid., ps. 100 ayat (1) jo. ayat (2).
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sebagian besar kekayaan Perserocan;>’

® Bertanggung Jjawab secara tangung renteng
atas kerugian vyang tidak cukup ditutup
dengan kekayaan Perseroan vyang pailit
akibat kesalahan atau kelalaian

Direksi;?®

® Mengumumkan dalam satu atau lebih surat
kabar dan memberitahukan secara tertulis
kepada karyawan Persercan terkait tentang
rencana penggabungan, peleburan,
pengambil-alihan, atau pemisahan
Persercan dalam kurun waktu vyang telah
ditentukan, sebelum melakukan pemanggilan

RUPS tentang rencana tersebut;>
Khusus untuk Direksi pada Perseroan dengan

kriteria tertentu:

® Menyerahkan laporan keuvangan Perseroan
yang wajib diaudit kepada akuntan publik

untuk diaundit;?’

Khusus untuk setiap anggota Direksi:

® Menandatangani laporan  tahunan, atau

apabila ada anggota Direksi yang tidak

¥ Ibid., ps. 102 ayat (1).
% Ibid., ps. 104 ayat (2).
% Ibid., ps. 127 ayat (2).
% Ibid., ps. 68 ayat (1).
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menandatangani laporan tersebut, yang
bersangkutan diwajibkan untuk memberikan

alasannya secara tertulis;®®

Dengan itikad baik dan penuh tanggung

jawab menjalankan pengurusan Perseroan; >’

Melaporkan kepada Perserocan mengenai
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya
baik yang ada dalam Perserocan maupun yang
ada dalam Perseroan lain untuk dicatat di

dalam daftar khusus;*®®

Bersama-sama anggota Dewan Komisaris,
bertanggung jawab secara tangung renteng
terhadap pihak yang dirugikan, bila
laporan keuangan yang dibuat ternyata

tidak benar dan/atan menyesatkan;'®!

Memberikan segala keterangan vang
diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan
Persercan berdasarkan penetapan

Pengadilan; 1%

3) Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UUPT,

B id., ps. 67 ayat (1).
% Ibid., ps. 97 ayat (2).
109 1bid,, ps. 101 ayat (1)
191 1bid,, ps. 69 ayal (3).
192 bid., ps. 139 ayat (6).
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Komisaris didefinisikan sebagai berikut:

Komisaris adalah Organ Persercan vyang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus
sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan

nasihat kepada Direksi.

Seperti halnya Direksi, suatu Perserocan
diharuskan memiliki Dewan Komisaris, vyang bertugas
melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya
pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, baik
mengenali Perseroan maupun usaha Perserocan, serta

103 Khusus untuk

memberi nasihat kepada Direksi.
Perservan vyang bkidang usahanya berkaitan dengan
menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat,
Persercan yang menerbitkan surat pengakuan utang
kepada masyarakat, atau Perseroan terbuka, UUPT-
2007 mewajibkan Perseroan semacam  ini untuk
memiliki paling sedikit dua orang anggota Dewan
Komisaris. '® Hal ini diatur secara tegas dalam
UUPT-2007 dengan pertimbangan terhadap Perseroan
semacam ini diperlukan pengawasan yang lebih besar
karena menyangkut kepentingan masyarakt.!®®

Berbeda dengan Direksi, dalam hal anggota Dewan

Komisaris Persercan berjumlah lebih dari satu orang,

maka mereka merupakan sebuah majelis, dimana setiap

1 Ibid., ps. 108 ayat (1),
" 1bid., ps. 108 ayat (5).
105 bid., Penjelasan, ps. 108 ayat (5).
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anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
sendiri-sendiri, kecuali ditentukan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris.!®®

Anggota Dewan Komisaris Jjuga diwajibkan untuk
beritikad baik dan  bertanggung jawab dalam
menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.!?’
Dan setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung
jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan yang
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam menjalankan

108 Dalam  hal ini, Pemegang Saham

tugasnya.
Sepersepuluh, untuk dan atas nama Perseroan, dapat
pula mengajukan gugatan terhadap anggota Dewan
Komisaris ke PN yang berwenang, sehubungan dengan
kerugian Perseroan vang diakibatkan oleh kesalahan
atau kelalaian anggota Dewan Komisaris.'®®

Seperti halnya anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris diangkat oleh RUPS untuk djangka waktu
tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. *°
Melalui ketentuan ini juga ditegaskan, bahwa
anggota Komisaris juga diangkat tidak untuk selama

Persercan berdiri, akan tetapi untuk masa Jjabatan

yang terbatas dan dimungkinkan untuk diangkat

1% 1bid., ps. 108 ayat (4).
197 id., ps. 114 ayat (2).
198 1bid , ps. 114 ayat (3).
199 Ibid., ps. 114 ayat (6).
10 1bid., ps. 111 ayat (1) jo. ayat (3).
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kembali bila masa jabatan tersebut berakhir.
Disamping itu, RUPS juga berwenang untuk

memberhentikan anggota Dewan Kemisaris sewaktu-

waktu. !
Selanjutnya, tugas/wewenang dan
kewajiban/tanggung-jawab Dewan Komisaris atau

setiap anggota Dewan Komisaris, sebagaimana yang
secara tegas diatur dalam DUUPT-2007, antara lain

sebagai berikut:

(1) Tugas/Wewenang Pewan Komisaris:

® pMeminta penyelenggaraan RUPS kepada

Direksi;?

® Dalam hal-hal tertentu, melakukan
pemanggilan kepada pemegang saham dalam
rangka penyelenggaraan RUPS sesual dengan
prosedur dan tata cara yang telah

ditentukan; 't?

® pMemberhentikan anggota Direksi untuk

sementara dengan menyebutkan alasannya;''?

® Melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan dan jalannya Persercan pada

umumnya, serta memberli nasihat kepada

" hid., ps. 119.

Y2 1bid., ps. 79 ayat (2).
3 Ibid., ps. 79 ayat (6).

U4 mhid., ps. 106 ayat (1).
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Direksi;'®

Memberikan persetujuan atau bantuan
kepada Direksi dalam melakukan perbuatan
hukum tertentu vyang ditetapkan dalam
AD; e

Melakukan tindakan pengurusan Perseroan
dalam keadaan tertentu dan untuk jangka
waktu tertentu berdasarkan AD atau

keputusan RUPS; 7

Mengajukan usul pembubaran Perseroan
kepada RUPS atau permohonan pembubaran

Perseroan kepada PN yang berwenang;''®

(2) Kewajiban/Tanggung-jawab Dewan Komisaris:

® Mematuhi ketentuwan UUPT-2007, AD dan

peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku, termasuk pula menaati asas
itikad baik, asas kepantasan, asas
kepatutan dan prinsip tata kelola
Perseroan yvang baik (good corporate

governance)dalam menijalankan Perseroan;:*®

® Melakukan pemanggilan RUPS atas

5 tbid., ps. 108 ayat (1).
"8 1bid., ps. 117 ayat (1).
"7 1bid., ps. 100 ayat (2).
V18 1bid., ps. 144 ayat (1) jo. 146 ayat (1) huruf b.

1% 1bid., ps. 4 dan Penjelasannya.
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permintaan Pemegang Saham Sepersepuluh;*??

Bertanggung jawab atas pengawasan

Perseroan;121

Bertanggung Jjawab penuh secara pribadi
dan tanggung renteng bersama sama anggota
Dewan Komisaris yangd lain, apabila
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

dalam pengawasan Perseroan; %

Membuat dan menyimpan risalah rapat Dewan
Komisaris dan memberikan laporan tugas

pengawasan kepada RUPS;'??

Memberikan segala keterangan yang

diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan

Perseroan berdasarkan penetapan
Pengadilan; %4
Khusus untuk setiap anggota Dewan
Komisaris:

® Menandatangani laporan tahunan, atau

apabila ada anggota Dewan Komisaris yang
tidak menandatangani lapeoran tersebut,

yang bersangkutan diwajibkan untuk

20 mid., ps. 79 ayat (6).

2l Ibid., ps. 114 ayat (1).

122 1bid., ps. 114 ayat (3) jo. ayat (4).
123 Ibid., ps. 116 huruf a jo. b..

23 bid. ps. 139 ayat (6).
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E.

memberikan alasannya secara tertulis;?®

® Dengan itikad baik, berhati-hati dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugas
pengawasan Perseroan dan pemberian

nasihat kepada Direksi;?®

® Melaporkan kepada Persercan mengenai
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya
baik yang ada dalam Perserocan maupun yang

ada dalam Perseroan lain;?’

® Bersama-sama anggota Direksi, bertanggung
jawab secara tangung renteng terhadap
pihak yvang dirugikan, bila laporan
kenangan yang dibuat ternyata tidak benar

dan/atau menyesatkan;!'®®

HAK/KEWAJIBAN INDIVIDU PEMEGANG SAHAM DALAM
PERSEROAN

Ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT-2007 menyebutkan,
“Perseroan Terbatas yvang selanjutnya disebut
Perseroan adalah .. medal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham ..”, dan pasal 24 angka (1)

OUPT-2007 menyebutkan, “Modal dasar Perseroan

1% Ibid , ps- 67 ayat (1).
126 1bid., ps. 114 ayal (2).
127 1bid., ps. 116 huruf c.
'8 Ibid., ps. 69 ayat (3).
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terdiri atas seluruh nilai nominal saham”.

Keduva ketentuan di atas memberi pengertian
bahwa modal dasar Persercan terbentuk dari beberapa
atau sejumlah saham, dan penjumlahan dari seluruh
nilai nominal saham-saham tersebut merupakan jumlah
modal dasar. Hal ini memberikan arti bahwa dengan
jumlah modal dasar tertentu, semakin rendah nilai
nominal saham suatu Perserocan, maka semakin banyak
jumlah saham yang dapat dikeluarkan oleh Persercan
tersebut.

Pemilik satu atau lebih saham suatu Perseroan
disebut pemegang saham. Atau dengan kata lain,
pemegang saham dapat didefinisikan sebagai crang
perseorangan atau badan hukum yang memiliki saham
yang telah dikeluarkan Perseroan, melalui
penyetoran penuh atas saham tersebut ke dalam
Perseroan baik secara langsung  maupun tidak
langsung.?®

Pemilikan saham dalam suatu Perseroan,
memberikan konsekwensi hukum, timbulnya hak dan
kewajiban vyang terkalt dengan Perseroan tersebut
bagi pemiliknya {pemegang saham yang bersangkutan).
Beberapa hak dan kewajiban pemegang saham
sebagaimana vyang diatur dalam UUPT-2007, antara

lain sebagai berikut:

' Yang dimaksud dengan “secara tidak langsung” adalab pemegang saham yang
bersangkutan memperoleh saham Perseroan dar pemegang saham sebelumnya.
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1) Hak-hak Pemegang Saham:

Tidak bertanggung jawab secara pribadli atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan
tidak bertanggung jawab atas kerugian
Persercan melebihi nilai saham yang telah
diambil atau dimiliki oleh pemegang saham

yang bersangkutan;?°

Melakukan penyetoran atas modal saham dalam
bentuk wuwang dan/atau dalam bentuk selain

131
uang;*?

Memperoleh penawaran terlebih dahulu terhadap
sejumlah saham baru vyang akan dikeluarkan
Perseroan dalam rangka penambahan modal;*??

Memperoleh bukti kepemilikan saham;!'*?

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS,
menerima pembayvaran deviden dan sisa kekayaan
hasil likuidasi, serta menjalankan hak

lainnya berdasarkan UyuPT-2007; 13

Mempercleh hak yang sama dengan pemegang

saham lain yang memiliki saham dalam

120

Indonesia, op. cit., ps. 3 ayat (1).

B bid., ps. 34 ayat (1).
132 Ibid., ps. 43 ayat (1).
133 1bid., ps.51.

134 bid, ps. 52 ayat (1),
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klasifikasi yang sama;®®

Mengagunkan saham yang dimiliki tanpa
kehilangan hak suara atas saham yang
diagunkan, sepanjang tidak ditentukan lain

dalam AD;!3®

Mengajukan gugatan terhadap Persercan ke PN
yang berwenang apabila dirugikan karena
tindakan Perseroan sebagail akibat keputusan

RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;®®’

Meminta kepada Perseroan agar saham vyang

dimiliki dibeli dengan harga yang wajar;'*®

Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan
Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan

Komisaris di dalam forum RUPS;139

Menghadirl RUPS baik sendiri maupun diwakili
dengan surat kuasa, dan menggunakan hak suara

yang terdapat dalam saham yang dimiliki;™?

Memperoleh bahan atau materi agenda RUPS

secara cuma-cuma, sebelum RUPS diadakan; !

15 Ibid., ps. 53 ayat (2).

B8 1bid., ps. 60 ayat (2) jo. ayat (4).
7 Ibid., ps. 61.

38 rbid., ps. 62.

19 1bid , ps. 75 ayat (2).

M0 1bid., ps. 85 ayat (1),

4 Ibid., ps. 82 ayat (3) jo ayat (4).
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Khusus bagi Pemegang Saham Sepersepuluh:

® pMeminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi

atau Dewan Komisaris;?!%?

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas izin

Ketua PN yang berwenang;143

Mewakili Persercan mengajukan gugatan ke PN
yang Dberwenang terhadap anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris yang karena
kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan

kerugian pada Perseroan; Y .

Mengajukan permchonan pemeriksaan terhadap

Perseroan kepada PN yang berwenang; %

Mengajukan usul pembubaran Perserocan kepada
RUPS atau permohonan pembubaran Perserocan

kepada PN yang berwenang;'®®

2) Kewajiban Pemegang Saham:

® Mematuhi ketentuan UUPT-2007, AD Perseroan

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku, termasuk pula menaati asas itikad

baik, asas kepantasan, asas kepatutan dan

Y2 Ibid, ps. 79 ayat (2) jo. ayat (6).

"3 Ibid., ps. 8O.

4 Ibid., ps. 97 ayat {6) jo. ps. 114 ayat (6).

145 Ibid., ps. 138 ayat (3) huruf a.

"6 1bid., ps. 144 ayat (1) jo. 146 ayat (1) huruf b.
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prinsip tata kelola Perserocan yang baik (geood
corporate governance)dalam menjalankan

Perseroan;147

Mengalihkan sebagian saham vyang dimiliki
kepada orang lain dalam kurun waktu tertentuy,
apabila jumlah pemegang saham dalam Persercan
menjadi kurang dari dua orang dan Perseroan
tidak mengeluarkan saham baru kepada orang

lain;s®

Bertanggung jawab secara pribadi atas segala
perikatan dan kerugian Perserocan, apabila
dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak
mengalihkan sebagian saham vyang dimiliki
kepada orang lain, meskipun pemegang saham
dalam Perseroan telah menjadi kurang dari dua

orang;*

Menyampaikan akta pemindahan hak atas saham
atau salinannya secara tertulis kepada
Perseroan, bilamana melakukan pemindahan

tersebut;°°

Dalam forum RUPS, tidak memberikan lebih dari

satu orang kuasa untuk sebagian dari jumlah

147

Ibid., ps. 4 dan Penjelasannya.

"8 1bid., ps. 7 ayat (5).
M3 Ibid., ps. 7 ayat (6).
130 tbid., ps. 56 ayat (2).
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saham yang dimiliki dengan suara berbeda;'*!

F. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

1) Anggaran Dasar Sebagai Suatu Aturan Dasar

Perseroan

Semua perusahaan baik yang berbentuk Firma, CV,
Perserocan, maupun BUMN harus mempunyai AD. Anggaran
dasar tidak lebih dari sebuah aturan permainan
perusahaan yang sengaja dibuat dan sifatnya mengikat
secara interen. Semua organ perusahaan harus tunduk
kepada peraturan dasar ini.

Dalam UUPT-2007 AD merupakan bagian dari akta
pendirian. Seperti ditetapkan dalam pasal 8 angka (1)
UUPT-2007 bahwa akta pendirian terdiri dari AD dan
keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian
Perseroan. Sehinga karena AD merupakan suatu kesatuan
dengan dengan akta pendirian, maka dengan disahkannya
akta pendirian dalam rangka memperoleh status badan
hukum Perseroan, termasuk pula didalamnya terjadi

pengesahan terhadap AD Perseroan tersebut.

2) Isi AD

Isi AD pada garis  besarnya  berisi tentang
identitas Perseroan, tujuan, Jjangka waktu berdirinya,
persconil yang duduk didalam organ Perseroan, serta

masalah laba Perseroan. Dalam UUPT-2007 hanya ada dua

131 1bid., ps. 85 ayat (3).
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hal isinya, yaitu tentang hal-hal yang harus dimuat di
dalamnya dan hal-hal vyang tidak boleh dimuat di

dalamnya.

(1) Hal-hal vyang harus dimuat di dalamnya, sesuail
ketentuan pasal 15 angka {1) UUPT-2007 AD
Perseroan sekurang-kurangnya memuat hal-hal

sebagai berikut:
® Nama dan tempat kedudukan Perseroan
® Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Persercan
® Jangka waktu berdirinya Persercan

® Besarnya Jjumlah modal dasar, modal ditempatkan,

dan modal disetor

® Jumlah  saham, klasifikasi saham apabila ada
berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-
hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai

nominal setiap saham

® Nama Jjabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan

Komisaris

® Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan

RUPS

® Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian

anggota Direksi dan Dewan Komisaris

® Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden
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aab II TINJAUAN YURIDIS DRLUWARSR GUGATRN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAMAM DALAM PERSERORN TERBATAS

Dalam ketentuan pasal 15 angka {1} tersebut merupakan

ketentuan minimal, jika Perserocan menghendaki hal-hal

lain selain diatas, tetep diperbolehkan dan dapat

ditambahkan dalam AD asal tidak bertentangan dengan

UUPT-2007.

{2) Sedangkan hal-hal vyang tidak bcleh dimuat dalam AD
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15 angka (3)
UUPT-2007 adalah:

® Ketentuan tentang penerimaan bungga tetap atas

saham dan

® Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada

pendiri atau pihak lain.

3) Perubahan AD
(1) Sifat AD
Seperti telah disebutkan diatas bahwa AD itu
adalah aturan dasar Perseroan vyang wajib dipatuhi
oleh semua organ Perserocan (RUPS, Direksi, Dewan
Komisaris) . Anggaran dasar merupakan bagian dari akta
pendirian Persercan yang disahkan oleh Menteri Hukum
dan HAM. Meskipun demikian, ketentuan yang termuat
dalam AD sifatnya tidak kaku, isinya dapat dilakukan
perubahan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan
perkembangan jaman. ©Oleh karena itu AD Perserocan
dapat dirubah sewaktu-waktu sepanjang memenuhi

ketentuan dalam UUPT-2007.

{2) Perubahan AD dengan keputusan RUPS
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B II TINJAUAW YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAW KEFUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEZGANG SAMAM DALAM PERSEROAM TERBATAS

Dalam Perserocan perubahan AD berawal dari adanya
suatu permasalahan. Permasalahan vyang ada dalam
Persercan ini diselesaikan dengan jalan merubah AD.
Perubahan AD dilakukan melalui RUPS yang dilakukan
oleh para pemegang saham dalam Perseroan tersebut,
karena pemegang saham merupakan penyandang modal
Persercan yang merupakan pemilik Perseroan, adalah
wajar yang membuat kebijaksanaan dalam Perseroan

adalah para pemegang sahamnya.

(3) Perubahan AD dinyatakan dalam akta notaris

(4)

Setelah RUPS mengambil keputusan untuk merubah
AD, maka djika perubahan AD itu tidak dimuat dalam
berita acara rapat yang dibuat oleh notaris, dalam
tempo paling lambat 30 hari Direksi harus menghadap
ke notaris untuk membuat akta perubahan anggaran
dasar. Keterlambatan membuat akta notaris tersebut
karena telah lewat waktu 30 hari, diancam oleh Pasal
21 angka (6) UUPT-2007 vyang melarang perubahan AD
seperti itu dituangkan kedalam akta notaris.
Perubahan AD vyang dibuat di bawah tangan tidak ada
nilainvya, kalaupun dipaksakan untuk  mengajukan
permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM
jelas akan ditolak, karena tidak memenuhi syarat yang

ditetapkan UUPT-2007.

Perubahan AD di perlukan persetujuan Menteri
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B II TINJRUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAEN FPEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGARG SAHAM (RUPS) QLEH PEMEGRNG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAHS

(3}

Jika terjadi perubahan AD tertentu sebagaimana
vang ditetapkan dalam pasal 21 angka (2) UUPT-2007

mengenai perubahan:

® Nama Perseroan dan atau tempat kedudukan

Perseroan

® maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Persercan
® “Jangka waktu berdirinya Perseroan
® besarnya modal dasar
® pengurangan modal ditempatkan dan disetor

® status Persercan yang tertutup menjadi
terbuka
Diperlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM.
Perubahan AD diajukan permchonan kepada Menteri,
dengan waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal akta

notaris yang memuat perubahan AD.

Perubahan AD vyang cukup diberitahukan kepada
Menteri, wuntuk perubahan AD yang sifatnya tidak
tertentu atau diluar ketentuan pasal 21 angka
(2)UUPT-2007 menurut pasal 21 angka (3) UUPT-2007
cukup diberitahukan kepada Menteri. Dalam
peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.01-HT.01-10
tahun 2007 perubahan AD di luar ketentuan pasal 21
angka (2) UUPT-2007 meliputi hal-hal sebagail
berikut:
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BA&AE

II

TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMOUM
PEMEGANG SAWAM (RUES) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSERCAN TERBATAS

Perubahan nama pemegang saham dan jumlah

saham yang dimilikinya

Perubahan nama anggeota Direksi dan Dewan

Komisaris
Perubahan alamat lengkap Persercan
Pembubaran Perseroan

Berakhirnya status badan hukum akibat

penggabungan, peleburan, pemisahan murni dan

Telah berkhirnya proses likuidasi.

Pemberitahuan tentang perubahan AD ini diajukan kepada

Menteri Hukum dan HAM paling lambat 30 hari sejak

tanggal akta notaris dibuat.

1)

TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMRGANG SAHAM (RUPS) OLEH
PEMEGANG SAHAM DATLAM PERSEROAN TERBATAS

Alas Pijak Perseroan Terbatas

Alas pijak Persercan inl ditinjau dari pasal-pasal

yang terdapat dalam UUPT-2007 yaitu:

Pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa Perseroan
adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
perjanijian.

Pasal 7 angka {1} ditentukan bahwa Persercan

didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta
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BEAE II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UHUI
PEMEGARNG SAHAM (RUPS}) OLEH PEMEGENG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

pendirian yang dibuat dihadapan notaris.

® Pasal 7 angka (2) ditentukan bahwa para

pendiri harus menjadi pemegang saham

® Pasal 8 angka (1) ditentukan bahwa akta

pendirian memuat AD.

Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat disimpulan
bahwa Perseroan adalah badan hukum vyang didirikan
berdasarkan perjanjian berupa akta pendirian vyang
memuat AD oleh 2 orang atau lebih pendiri yang menjadi
pemegang saham. Sehingga alas pijak seluruh aktivitas
Persercan adalah suatu perjanjian vyang telah disepakati

oleh pemegang saham.

2} Keputusan RUPS Adalah Suatu Perjanijian
Berdasarkan pasal-pasal vyang ditetapkan dalam

UUPT-2007 dan anggaran dasar ditentukan:

® Pasal 1 angka (2) UUPT-2007 ditentukan bahwa

RUPS merupakan organ Perseroan.

® Pasal 1 angka (4) UUPT-2007 ditentukan bahwa
RUPS adalah organ Perseroan yang memiliki
kewenangan vang tidak dimiliki oleh Direksi
atau Dewan Komisaris dalam batas yang

ditentukan oleh UUPT-2207 dan AD.

® Pasal 75-83 UupT-2007 diatur tata cara

penyelenggaraan RUPS.
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BEADR II TINJARUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEFPUTUSAN RRPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS5) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROARN TERBATAS

® Pasal 84-8% UUPT-2007 diatur tentang korum

dan tata cara pengambilan keputusan RUPS.

® Pasal 87 UUPT-2007 ditentukan bahwa pada
dasarnya putusan RUPS dapat diambil
berdasarkan musyawarah mufakat yang dilakukan
oleh pemegang saham dalam hal musyawarah
mufakat tidak tercapai pemegang saham
diperbolehkan melakukan pengambilan

keputusan melalui pemungutan suara.

® Anggaran dasar menentukan mengenai pimpinan
rapat, suara blanko dan suara kosong hal ini

tidak diatur dalam UUPT-2007

Tata cara dan pengambilan keputusan RUPS diatur
dalam UUPT-2007 BAB VI dan AD. Sehingga berdasarkan
ketentuan-ketentuan diatas RUPS adalah suatu organ
Persercan yang melakukan sebagian aktifitas Perseroan
dengan kewenangan vyang tidak dimiliki oleh organ
Perserocan lainnya dalam batasan yang telah ditetapkan
dalam UUPT-2007 dan AD dengan cara pengambilan
keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat,
bila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat maka
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan
suara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan RUPS
meruvpakan suatu persetujuan para pemegang saham yang

diambil berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam
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BAa B II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATRLAN XEPUTUSAM RAPAT UIMUM
PEMEGANG SAHRM {RUPS) COLEH PEMEGBNG SAHAEM DALAM PERSERORN TERBATAS

UUPT-2007 dan AD. Hal ini berarti pula keputusan RUPS
merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh
pemegang saham berdasarkan perjanjian vyang telah

disepakati sebelumnya.

3) Hak Pemegang Saham Untuk Melakukan Gugatan
Terhadap Suatu Keputusan RUPS

Dalam pasal 61 (1) UUPT-2007 ditentukan bahwa

pemegang saham berhak melakukan gugatan terhadap
Perseroan berkenazazn dengan suatu keputusan RUPS.
Ketentuan ini memberikan arti bahwa pemegang saham
berhak mengajukan gugatan untuk menghentikan
pelaksanaan keputusan RUPS atau dengan kata lain

pembatalan keputusan RUPS.

4) Daluwarsa Gugatan Pembatalan Keputusan RUPS
Keputusan RUPS merupakan suatu perjanjian
sehingga daluwarsa gugatan pembatalan suatu. keputusan
RUPS sama dengan gugatan pembatalan suatu perjanjian
yvaitu 30 tahun seperti yang ditentukan didalam pasal

1967 KUHPer.
3) Ketidakpastian Hukum Yang Diakibatkan Oleh
Penerapan Daluwarsa Gugatan Pembatalan Suatu

Keputusan RUPS Berdasarkan Pasal 1967 KUHPer.

(1) Keputusan RUPS diperlukan untuk:

® Melakukan perubahan AD.
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BAB II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAZN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHARM (RUPS) OLER PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

® Melakukan berbagal tindakan seperti
mengangkat anggota Direksi dan atau Dewan
Komisaris yang dilakukan oleh Perseroan.

® Menyetujui penjualan asset Perseroan yandg

pelaksanaannya dilakukan oleh Direksi.

® dan lain-lain kewenangan yang dimiliki oleh

Direksi dan Komisaris.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa suatu keputuan RUPS merupakan suatu keputusan
yang sangat mendasar dan penting bagi aktifitas
Persercan.

Permasalahan berpotensi timbul dalam hal
suatu keputusan RUPS vyang telah dilaksanakan diajukan
pembatalan oleh pemegang sahamnya dan permasalahan
ini akan semakin rumit apabila keputusan RUPS itu
menyangkut pula kepentingan pihak ketiga. Contoh
Persercan melakukan transaksi penjualan asset
berdasarkan suatu keputusan RUPS di kemudian hari
satu atau lebih pemegang saham mengajukan gugatan
pemkatalan terhadap keputuan RUPS tersebut sebelum
masa daluwarsa pengajuan gugatannya berakhir. Hal ini
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga
yvang betitikad baik yang telah melakukan pembelian
aset Persercan tersebut. Contch 1lain dalam hal
pemegang saham melakukan gugatan pembatalan keputusan

RUPS yang telah berlaku efektif tentang pengangkatan
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BAB II TINJAUAM YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN WEPUTUSAN FAFAT UNUM
PEMEGANG SAHAM [RUFS} OLEH PEMEGANG SRHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

Direksi. Akibatnya segala perbuatan hukum vyang
menyangkut pihak ketiga yang telah dilakukan oleh
Direksi tersebut dalam kapasitas mewakili Perseroan

berpotensi dibatalkan akibat suatu putusan pengadilan.

6)  KASUS PT X

(1) Tentang PT X

PT X, adalah Perseoran vang berkedudukan di
Bandung, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970
mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri serta dengan
Akta Pendirian No.11l tanggal 13 Oktober 1970 dibuat
dihadapan Notaris Widyanto Pramaniharda, S$.H. dan AD
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia, tanggal 25 Juli 1972 Nomor 69 Tambahan
Nomor 270/1972.

Selanjutnya, AD PT X telah mengalami beberapa
kali perubahan, terakhir dengan Akte Notaris Masri
Husen, S$.H. Nec.19 tanggal 23 Agustus 1999.Berdasarkan
Laporan Tahunan Tahun Buku 1998 vyang disusun oleh
Direksi PT X, modal disetor PT X adalah
Rp.100.000.000, - {seratus juta rupiah) yang terbagi
menjadi 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal rp.
500.000,- (seratus ribu rupiah) per saham, sedangkan
komposisi kepemilikan para pemegang saham PT X adalah

sebagaimana vang ditunjukkan pada Tabel-1.
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BAB II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEHMBATALAN KEPUTUSAM RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALARM PERSEROAM TERBATAS

Tabel-1

Komposisi Kepemilikan Para Pemegang Saham PT X
Pemegang Saham Jumlah Saham | Persentase
CK 108 54%
DA 50 25%
SW 32 16%
TT 6 3%
DB 4 2%
TOTAL 200 1003

Sumber: 1) Laporan Tahunan Direksi PT X Tahun Buku 19598

2) Akta Notaris Masri Husen, S.H. No.19 tgl. 23
Agustus 1989

Berdasarkan &D PT X No.ll tanggal 13 Qktober
1970 dibuat dihadapan Notaris Widyante Pramaniharda,
S.H.disebutkan bahwa didalam rapat secrang pemilik
saham untuk dirinya sendiri tidak boleh mengeluarkan
lebih dari enam suara dan untuk dirinya sendiri atau
bersama-sama dengan seorang atau lebih pemilik saham
lain yang diwakilinya tidak boleh mengeluarkan lebih
dari dua belas suara. Dapat disimpulkan didalam rapat
seorang pemegang saham berhak mengeluarkan sebanyak-
banyaknya enam suara dan sekurang-kurang sejumlah
saham vyang dimilikinya. Sehingga komposisi pemegang
saham berdasakan hak suara yang dimilikinya adalah

sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel-2.
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BEAE II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAMN PEMBATALAN KEPUTUSAN RARPAT UNUM
PEHEGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGAWG SAHAM DALAY PERSEROAN TERBATAS

Tabel 2

Komposisi Kepemilikan Para Pemegang Saham PT X
Berdasarkan Hak Suara

Pemegang Saham g:ii:h Hak Suara
CK 108 6

DH 50 6

SW 32 6

TT - P

DB : 1

TOTAL a8 .

Sumber: 1) Akta Notaris Widyanto Pramaniharda S.H. Neo. 11 tgl.
13 Oktecber 1970

2) Akta Notaris Masri Husen, S.H. No.19 +tgl. 23
Agustus 1999

(2) Kasus Posisi

Anggota Dewan Keomisaris PT X  vyaitu YN,
menyelenggarakan RUPS-LB PT X berdasarkan Penetapan
Ketua PN Bandung Nomor 92/FDT/EKS/1993/PN.BDG tanggal
3 Juni 1999 dimana ditetapkan bahwa YN sebagai
Anggota Dewan Komisaris berwenang untuk mengadakan
Rapat Umum Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPS-LB"”}
PT X Undangan mana telah dikirimkan kepada seluruh
para pemegang saham {lihat Tabel-1), dengan surat
undangan tercatat dan undangan dalam iklan surat
kabar harian Pikiran Rakyat tanggal 9 agustus 1999
untuk menghadiri RUPS-LB PT X vyang diselenggarakan
pada tanggal 23 Agustus 1999 bertempat di Ruang Rapat

Hotel Savoy Homan yang beralamat di J1. Asia Afrika
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BAB II TIRJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEVBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGRNG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHARM DALAM PERSERCAN TERBATAS

Bandung dengan agenda perubahan anggota Direksi/Dewan
Kemisaris PT X.

Penyelenggaraan RUPS-LB PT X tanggal 23 Agustus
1999 dipimpin oleh YN sebagai Ketua Rapat, para
pemegang saham yang hadir adalah DB, SW, RR sebagai
kuasa dari TT sedangkan para pemegang saham lainnya
yvaitu CK tidak hadir dalam rapat dan tidak
memberitahukan alasan ketidakhadirannya sedangkan DH
tidak hadir dalam rapat tetapi ia mengirimkan surat
pemberitahuaan atas ketidakhadirannya.

RUPS~LB PT X ini dihadiri oleh para pemegang
saham yang mewakili 57% dari jumlah seluruh saham PT
X dengan hak suara yang sah. RUPS-LB ini dilaksanakan
karena telah memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan
dalam pasal 73 ayat (5) UUPT-19295 dan dapat mengambil
keputusan yang mengikat, sehingga rapat dangan segera
memutuskan untuk memberhentikan anggota Direksi/Dewan
Komisaris vyang lama (DH,CK dan YN} dan mengangkat
anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru (DB,HH,AK
dan TTD). Risalah RUPS-LB ini dituangkan dalam Akta
Notaris Masri Husen, S5.H. No. 19 tanggal 23 Agustus
1999.

Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang baru mulai
melaksanakan tugasnya di PT X efektif sejak rapat
ditutup. Akan tetapi, pada tanggal 15 Januari 2000,
DH dan CK (para pemengang saham PT ¥ selanjutnya
disebut  “Penggugat”) mengajukan gugatan tuntutan

provisi vyang ditujukan kepada PN Bandung terhadap
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BABR II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAW PEMBATALAW KEPUTUSEN BAPAT UMUN
PEMEGANG SAHRM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAW TERBATAS

hasil keputusan RUPS-LB tanggal 23 Agustus 19859

tersebut.

(3) Materi Gugatan dan Putusan Pengadilan

Dari duduk perkara di atas, para pemegang saham
PT X wvyaitu DH dan CK mengajukan gugatan tentang
keabsahan RUPS-LB PT X vyang tertuang dalam Akta
Notaris Masri Husen, S.H. No.19 tanggal 5 23 Agustus
1999 ke PN Bandung yang terdaftar sebagai perkara
No.10/Pdt/G/2000/PN.Bdg.

Para penggugat dan tergugat dalam perkara ini

adalah sebagai berikut:

Penggugat I DH
Penggugat II CK

Melawan

Tergugat I YN
Tergugat II TT
Tergugat 111 DB
Tergugat IV SW
Tergugat V AK
Tergugat VI HK

Turut Tergugat Masri Husen S.H

Petitum vang dimchon oleh para Penggugat

adalah sebagai berikut:

Y. Dalam Provisi:

® Menghukum para Tergugat I-VI untuk tidak

manggunakan hasil RUPS-LB yang dituangkan
dalam Akta Notaris Masri Husen S8.H. (Turut
Tergugat) No.19 Tanggal 23 Agustus 1939
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BAB II TINJAUAM YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAFAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS) CLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBRTAS

Dalam Pokok Perkara:

® Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

® Menyatakan bahwa para Tergugat I-VI telah

melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat
merugikan Penggugat I,II

® Menyatakan bahwa Akta No. 19 tanggal 23

Agustus 1998 Notaris Masri Husen S.H. (Turut
Tergugat) ftentang RUPS-LB PT X adalah tidak
sah dan batal demi hukum berikut segala
akibat hukumnya.

® Menyatakan RUPS-LB PT X yang diselenggarakan

para Tergugat I s/d VI pada tanggal 23
Agustus 1999 adalah tidak sah dan oleh
karenanya batal demi hukum.

® Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan
kegiatan apapun sebagai Komisaris PT X

® Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan
taat pada isi putusan.

® Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat

dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan,
banding ataupun kasasli.

® Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos

perkara;

Subsidair:

® Mohon putusan seadil-adilnya.

Gugatan provisi dalam perkara ini, walaupun
dikabulkan melalui Putusan Sela PN Bandung No.10
Pdt/G/2000/PN.Bdg. tanggal 24 Pebruari 2000, tidak

dapat dilaksanakan, karena tidak mempercoleh izin dari
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BAB TII TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGRNG SAHAM DALAM PERSEROAN TEREATAS

Ketua Pengadilan Tinggi (selanjutnya disebut “PT")
Bandung dengan pertimbangan Putusan Sela tersebut
telah dibatalkan oleh putusan PT Bandung.

Putusan pengadilan di masing-masing tingkat
peradilan untuk perkara ini adalah sebagaimana

tercantum pada Tabel-3

Tabel-3
Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Kepengurusan PT X
Tingkat Dimenangkan
Peradilan Putusan No. Tanggal oleh
Sela o 10/Pdt/G/2000/PN.Bdg 24/02/00 Pihak
_(Provisi) LY ¥ Penggugat =
Pertama 10/Pdt/G/2000/PN.Bdg | 29/06/00 | SiRak
i Terggugat
. Pihak
Banding 545/pPdt/2000/PT.Bdg. |28/11/00 Terggugat
Kasasi 1498 K/Pdt /2002 27/02/03 | E1hak
Terggugat

Sedangkan amar putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sebagaimana
tercantum pada putusan Mahkamah Agung R.I.
(selanjutnya disebut ™MARI”) No. 1498 K/Pdt/2002

tanggal 27 Pebruari 2003, adalah sebagai berikut:

“.. MENGADILT:

® Menclak permochonan kasasli dari para pemcohon
kasasi yaitu DH dan CK

® Menghukum Para Pemchon Kasasi untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat peradilan ini
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BAB II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAW RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

ditetapkan sejumlah Rp. 200.000,- {dua ratus
ribu rupiah). ..”

{4) Analisa Kasus PT X

Keputusan RUPS suatu Persercan pada umumnya
merupakan suatu keputusan yang sangat penting dan
menentukan arah kebijakan Persercan. Karena hanva
berdasarkan keputusan inilah, Perserocan dapat
melakukan perbuatan-perbuatan hukum penting termasuk
hal-hal yang telah diatur dalam UUPT-2007, seperti
melakukan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan
Komisaris Perseroan, melakukan penambahan atau
pengurangan modal Perseroan, mengalihkan atau
menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar
kekayaan Perseroan, melakukan penggabungan, peleburan,
atau pengambil-alihan Perseroan, dan lain-lain.
Berdasarkan UUPT-2007 pasal 102 ditentukan untuk
mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan
hutang terhadap kekayaan Perseroan, Direksi wajib
meminta persetujuan RUPS, perbuatan hukum ini tanpa
persetujuan RUPS fetap mengikat Persercoan sepanjang
pihak lain dalam perbuatan hukum ini beritikad baik.
Dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan pasal 102
UupPT-2007 tersebut diatas untuk perbuatan hukum
Persercan yang dilakukan o©leh Direksi mengenai

pengalihan kekayaan Persercan atau menjadikan jaminan

84

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH Ul, 2010.



BABR II TINJAUAN YURIDIS DALUWRRSA GUGATAN PEMBATRLAN HEZPUTUSAN RAPAT UMUM
PEHEGENG SAAAM [RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TEREATAS

hutang terhadap kekayaan Persercan berdasarkan suatu
keputusan RUPS, walaupun suatu saat terhadap keputusan
RUPS tersebut dibatalkan o¢leh pengadilan melalui
gugatan pembatalan yang diajukan oleh pemegang saham
Perserocan maka demi hukum para pihak yang beritikad
baik vyang telah melakukan perbuatan hukum dengan
Perseroan dilindungi oe¢leh undang-undang. Akan tetapil
perbuatan hukum lain yang dilakukan Persercan diluar
ketentuan vyang diatur dalam pasal 102 UUPT-2007
(melakukan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan
Komisaris Perseroan, melakukan penggabungan, peleburan,
atau pengambil-alihan Persercan)berdasarkan suatu
keputusan RUPS berpotensi dibatalkan oleh pengadilan
berdasarkan gugatan yang diajukan cleh pemegang saham.
Sehingga, apabila berdasarkan suatu keputusan RUPS,
Persercan telah melakukan perbuatan-perbuatan hukum
penting, kemudian keputusan RUPS tersebut dibatalkan
oleh pengadilan, maka hal ini berpotensi merugikan
pihak ketiga vyang beritikad baik. Disamping itu,
apabila perbuatan hukum tersebut sudah berlangsung
cukup lama, kalaupun ada suatu putusan pengadilan yang
membatalkan keputusan RUPS vyang mendasari perbuatan
hukum itu, maka putusan itu pun akan sulit

dilaksanakan dengan efektif.!®

132 Kasus yang pernah terjadi adalah gugatan anak perusahaan PT. Matahari Putra Prima Tbk,
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BAaB II TINJAUAM YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAFAT UMUM
PEMEGANRG SARHAM (RUPS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS

Ketentuan vyang ada dalam UUPT-2007 belum
mengatur secara khusus jangka waktu daluwarsa
pengajuan gugatan pembatalan suatu keputusan RUPS
Persercan. Konsekwensinya, ketentuan hukum yang dapat
diaplikasikan untuk daluwarsa gugatan adalah
sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata. Berdasarkan
ketentuan ini, daluwarsa pengajuan suatu gugatan
pembatalan suatu keputusan RUPS adalah 30 tahun. °°
Jangka waktu daluwarsa ini merupakan waktu vang
relatif cukup panjang apabila diterapkan untuk
keputusan RUPS Perseroan.

Akibatnya, perbuatan-perbuatan hukum Persercan
yang didasarkan pada suatu keputusan RUPS zkan selalu
berpotensi untuk dibatalkan selama masa daluwarsa
pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS tersebut
belum herakhir. Hal 1ini tentu menimbulkan ketidak-
pastian hukum bagi Perserocan dan pihak-pihak yang akan
melakukan atau telah melakukan suatu perikatan dengan
Perseroan, khususnya apabila perikatan tersebut

didasarkan pada keputusan RUPS Perseroan tersebut.

15} Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek, Cet. VIII, {Jakarta: Mandar Maju, 1997}, hal, 206.
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BAB II TINJBRUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATAN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM (RUPS5) OLEH PEMEGANG SAHEM DALAM PERSERCAN TERBATAS

H. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PERSEROAN UNTUK
MEMBATASI DALUWARSA GUGATAAAN PEMBATALAN SUATU
EKEPUTUSAN RUPS OLEH PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan identifikasi dan analisa
permasalahan di atas, dalam rangka realisasi keputusan
RUPS secara efisien dan efektif ! dan untuk 1lebih

memberikan kepastian hukum bagi para pemangku-

kepentingan dalam Perserocan !°° , beberapa solusi

alternatif vyang patut dipertimbangkan adalah sebagai
berikut:

1) Perlu adanya ketentuvan khusus dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan,
untuk mengatur masa daluwarsa pengaljuan gugatan
pembatalan keputusan RUPS Perseroan, sehingga
dapat meminimalisasi potensi timbulnya ketidak-
pastian hukum bagi Persercan dan pihak-pihak yang
melakukan hubungan hukum dan/atau perikatan dengan
Perseroan.

2) Selama ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada
butir 1 di atas belum diatur dalam peraturan
perundang-undangan, para pendiri atau pemegang
saham Perseroan, dapat pula menempatkan ketentuan

khusus dimaksud dalam AD sebagai langkah

15¢ Khususnya keputusan RUPS tentang perubahan susunan anggota
Direksi/Dewan Komisaris.

133 Khususnya dalam antisipasi konflik-konflik yang berpotensi
timbul dalam Perserocan.
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BAB II TINJAUAN YURIDIS DALUWARSA GUGATEN PEMBATALAN KEPUTUSAN RAPAT UMUL
PEMEGRNG SAHAM (RUFS) OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSZROAN TERBATAS

antisipasi.
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BABIITPENUTUP

BAB ITII

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa permasalahan
sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai
pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk
membatalkan keputusan RUPS terkait, dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1) Apabila pemegang saham melakukan gugatan terhadap
keputusan RUPS vyang telah berlaku efektif vyang diatasi
dengan gugatan perdata biasa berdasarkan ketentuan Hukum
Perdata, maka proses pemeriksaan di pengadilan akan
berlangsung relatif cukup lama, karena dimungkinkan
adanya banding dan kasasi serta peninjauan kembali,
sehingga sangat beresiko terhadap kesehatan finansial dan
kelangsungan hidup Persercan itu sendiri. Disamping itu,
UUPT-2007 juga belum mengatur masa daluwarsa khusus untuk
pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS Perseroan.

Sehingga, masa daluwarsa yang dapat diterapkan adalah
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BABIITPENUTUTP

2)

masa daluwarsa berdasarkan ketentuan Hukum Perdata vyaitu
selama 30 tahun. Akibatnya, selama masa daluwarsa ini
belum berakhir, setiap keputusan RUPS Persercoan dan atau
seluruh perbuatan hukum Persercan yang didasarkan oleh
suatu keputusan  RUPS, dimungkinkan dibatalkan oleh
putusan hakim. Kedua permasalahan di atas, berpotensi
besar menimbulkan ketidak-pastian hukum, khususnya dalam
mengadakan perubahan susunan anggota Direksi/Dewan
Komisaris, baik bagi pemegang saham Persercan, maupun
bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan

Perseroan.

Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perseroan
untuk membatasi daluwarsa gugatan pembatalan suatu
keputusan RUPS oleh pemegang sahamnya untwvk sementara ini
masih belum ada. Maka diperlukan adanya pengaturan khusus
mengenail hal ini yang ditetapkan didalam AD Perseroan
dengan menambahkan beberapa ketentuan yang tegas tentang
masa daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan RUPS, dan
lain-lain, vang tidak bertentangan dengan UUPT-2007,
ketentuan-ketentuan ini dapat bermanfaat sebagai alat

preventif atau alat antisipasi.
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B.

SARAN-SARAN

Dari beberapa hambatan yang telah diuraikan di atas,

beberapa saran vang dapat diberikan adalah sekagai berikut:

1)

2)

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan keputusan RUPS, keabsahan tentang suatu
keputusan RUPS disarankan diatur khusus dalam peraturan
perundang-undangan untuk tidak diuji melalui perkara
perdata biasa, tetapi cukup melalui permohonan penetapan

dari PN yang berwenang.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan Xkepastian hukum
bagi dunia usaha, khususnya Persercan, masa daluwarsa
pengajuan gugatan pembatalan keputusan RUPS Perserocan
disarankan tidak didasarkan pada Hukum Perdata vyang
berlaku, melainkan diatur dengan suatu ketentuan khusus
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
keberadaan dan Jjalannya Perseroan, dengan Jjangka waktu
paling lama 90 (sembilan puluh} hari terhitung sejak
keputusan RUPS tersebut berlaku efektif. Atau adanya
kalusula tambahan mengenai pengaturan daluwarsa pengajuan
gugatan terhadap keputusan suatu RUPS didalam AD

Persercan.
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en, -

MASRI HUSEN S.H.
- Nolerig Bandung

e TIPSR

PAT ASA
PT, "N o .

hNomor: 19, -
B

mn‘m; tanggal duapuluh tiga Agustus tahun seribuy —=—--
sembilanratus sembilanpuluh sembilan (23-8-1999), jam 09.00 (sembilan
tapat} waktu Indonesia bagian 8arat.

Saya, MASRI HUSEH_Sarjana Hukum, Notaris-di Bandung, dengan dihadiri

para saksi yang saya, notaris, kenal yang akan disebutkan

ey g

dibawah ini.

Atas parmintaan Tuan YAN APUL, Sarjana Hukum, Pengacara, becrtempat- -

tinggal di Jakarta, Jalan H. Agus Salim Nomor 67 (~ pada saat ini -—

Agustus tahun seribu sembilanratus sambfilanpuluh sembilan (9-8-1999)
Nomor G366/YAR/NVIII/ 99, untuk- dan atas nama k]iennya Nyonya YURNL --
ini:-berdasarkan Penat,apan Ketua Pengadilan Négsri Bandung Nomor —
92/PDT/EKS/1999/PN. BDG. jo. Namor 32/PDT/G/19598/PN.BDG tanggal tiga -
Juni tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (3-6-1999), —
berwenang untuk meényeleénggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

{RUPSLB) PT. "Nikkatsu ETectric Works™, berkedudukan di Bandung

yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesiz Nomor & -

Tahup 1968 (seribu sembilanratus enampuluh delapan) juncto Undang- —

penanaman mogdal dalam negeri (- selanjutnya disebut "PERSEROAN™) ==—-

dan Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Barita Negara Republik —

tujuhpuluh dua (25-7-1972) Nomor 69 - Tambahan Nomor 27071972, ~e———

Undangan mana talah dikirimkan kepada para pemegang saham, dengan —--

P

.
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berada di Bandung), permintaan mana dengan suratnya tanggal sembitan- -

ANITA, Komisaris perseroan terbaras yang akan disebutkan di bawah —— ;

Undang Nomor 12 Tahun 197Q (seribu sembilanratus tujuhpuluh) mengenai

Indonesia, tanggal duapuluh 1ima Juli tahun seribu sembilanratus —— |

Surat Ungangan Tercatat dan undangan dalam 1klan Surat Kabar Marian - -

berbahasa Indonesia “Pikiran Rakyat", Edisi Senin, tanggal sembilan - |



IRTEE

-| Halaman -2: {dua).

Agustus tahun seribu sambilanratus sembilanpuluh sembilan (9-8-1993)

Undangan-undangan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: —

| A._SURAT UNUANGAN TERCATAT:
o I"Kepada Yth.:

1. Sdr. DJONI BENARMAN AUNING;

2. Sdr. TOLIP TANAGA:

3. Sdr. SINTARTO WIJATMAN,

4. Sdr. DICKY HIDAYAT;

5. Sdr. CORRY DJUWANTA; -

Para pemegang sanam PT. Nikkatsu Electric Works ——=—-—===ae-

Dsngan hormat, -

UNDANGAN

Saya, Yunni Anita, Komisaris PT. Nikkatsu Electric ¥orks, -
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung —-—
No. 92/PDT/EKS/1999/PN.BDG. jo. No. 32/PDT/G/1998/PH.BDG.,
tgl. 3-6-199%, berwenang untuk menyelenggarakan RUPSLB ---
PT. Nikkatsu Elactric Work dengan acara pemberhentian —-—

pengurus lama dan pengangkatan pengurus baru, sbb: —-—-~—-

1. Mengundang para pemegang saham PT. Nikkatsu Electric --
 Works untuk menghadiri RUPSLB PT. Nikkatsu Electric ~—--
Works yang akan diadakan di Rvuang Rapat Hotel Savoy -—-

Homan, yang beraiamat di J1. Asta Afrika, Bandung, pada

- Hari/tgl. : Senin, 23 Agustus 1999;
~Jam : 09.00 WIB;
~ Acara . Pemberhentian pengurus lama dan ~==--

pengangkatan pengurus bary; ——e~ee—=
'2. Anggaran Dasar yang dipakai adalah No. 11/1970 yang —
Idibuat dihadapan Notaris Widyanto Pranamihardja, SH.; -

'3. Undangan ini disampaikan melalui Harian Pikiran Rakyat
h .
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. 3. Undangan ini disampaikan melalui Harian Pikiran Rakyat --

AT

4 - R |dan surat tercatat.

s

|4. Rapat dimulai tepat waktu, mohon hadir 13 menit sebelum
ldimulai.

T

Fates psrhatian yang diberikan, diucapkan terima kasih, ~-—

A

Bandung, 9 Agustus 1999, ———-

meER AT

e

Hormat kami,

t.t.d. YUNNT ANITA
Komisaris PT. Nlkkatsu Electric #Works,~

TR

Bahwa karena tenggang waktu antira undangan dengan penyelenggaraan —

rapat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka saya, notaris, =

pleg N A e

berkesimpulan bahwa undangan yang dikirimkan itu adatah sah, sehingga

penye1enggarain rapat dapat diadakan sesuai jadwal vang ditetapkan. -

LA O ETT ]

Rapat dipimpin langsung oleh Nyonya YUNNI ANITA dengan didampingy --—-
Pengacara/Penasehat Hukum PERSEROAN, vaitu Tuan YAN APUL, Sarjana -

Hukum tersebut.

RIET Ao Rah b R ML

Ketua rapat yang itelah dikenal ¢oleh saya, notaris, membuka rapat -—

tepat pada jam 09.00 (sembilan tepat) Waktu Indonesia Barat, namun —-

A L

setelah rapat dibuka ternya ada undangan yang belum datang, sehingga-

T

ketua rapat menskorsnya selama 15 {1imabelas fenit) untuk menunggu --
kehadiran undangzn lainnyz dan ternyata setelah ditunggu dalam ===-——
waktu tersebut undangan yang ditunggu itu datang, mzka Ketua Rapat --

membuka kembali rapat dan meianjutkan acaranya dengan mengrangkan -—

BTF-FRALF AT LE T S il

terlebih dahulu:

1) ~ bahwa oleh PERSERDAN telah dikeluarkan sebanyak 200 (duaratus) -

Isaham; : —

ki T LI R 1]

. [2) - bahwa semua pemegang sahem telab diundang sebagaimana mestinya,-
kaik dengan undangan tercatat mauvpun melalui iklan vang dimyat ---

dalam herian tmum "Pikiran Rakyat™, yang kedua undangan tersebut -~

=TT R,

telah disebutkan di atas; ¥
%—“_‘_

T e
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f 3) - bahwa Dpara pemegang saham yang hadir dalam rapat, yaity: -~-———-
MASRJ HUSEN S.H ’

Notaris Bandung |9) 1. Tuan DJONI BENARMAN AUNING, Tahir df Tanjung Balai, pada —-
satu Maret tahun seribu sembilanratus empatpuluh tiga, =-~—
wiraswasta, bertempat-tinggal di Medan, Jalan Brigjen, —~---

Katamso Nomor 43-G (~ pada saat rapat diadakan berada di —-—

Bandung);

= menuryt Keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri -
seadiri sebagai pemegang 4 (empat} saham dalam PERSEROAN,-
berhak untuk mengeleuarkan sebanyak empat suara; —-~-——=-—
[3) 2. Tuan SINTARTO WIJATMAN, lahir di Bandung, bada tanggal tiga-
betas Juli tahun seribu szembilanratus limapuluh tiga, ———-—

wiraswasta, bertempat-tinggal di Bandung, Jalan Cikutra Bary

PTar e e - g T

Raya Nomor &, Xecamatan Cibeunying Kaler;

= menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk girf -

sendiri cebagai pemegang 32 (tigapuluh dua) saham dalam =--:

T T o

PERSEROAN berhak untuk mengeleuarkan sebanyak gnam ———=—

H

T

suara; dan —— :
3 3. Tuzn RAHMAN RARIM SALAM, lahir g% Jakarta, pada delapan ~—-
Haret tahun seribu éemb11anratus enampuluh tuiuh, wiraswasta

bertempzt~tinggal di Jakarta, Jalan Kramat 3awah III/E-25, -

Kecamatan Seaen - Jakarta Pusat (- pada saat rapat diadakan

el e b o ST

berada di Bandung);

= menurut Xeterangannya dalam hal ini bertindak herdasarkan

T

g

syrat kuasa yang Qibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,-

tertanggal sembilan Juni tahun seribu sembilanratus —-——-——

et Al TLL Pl L

sembilanptluh sembilan (9-6-1298), sebagai, kuasa dari- --

AP RN

dan selaku demikian untuk~ dan atas riama:

(L

- Tuan Yglip Tanaga, wiraswasia, bertempat-tinggal di --——

e

Jakarta, Jalan Daan Mogot - Kompleks Rasa Sayang Blok A

[ L)
.

INomor 1; = yang diwakili ssbzgai pemegang 6 (enam) saham

I
=

P kiR A ———
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ldalam PERBEROAN, berhak untuk mengeleuarkan sebanyak ~

anam suafa;

{~ sehingga rapat dihadiri olen sebanyak 16 (enambelas) saham

dengan hak suara yaﬁg-qah;

14) - bahwa para pemegang saham lainnya, yaitu:

ld) 1. Nyenya Corry Djuwanta, pemegang sebanyak 108 {seratus -
delapan)} saham, dengan hak suara yans s&h berhzk menge
Tuarkan enam suara %$idak hadir dalam rapat dan tidak -

membaritahukan alasannya atas ketidakhadirannya;

|4) 2. Tuan Dicky Hidaya®, pemegang sebanyak 50 {limapuluh) -
saham, dengan hak suara yang sah berhak mengeluarkan —
enzm suara tidak hadir dalam rapat. akan tetapi ia ——

mengirimkan surat pemberitahuan atag ketidakhadirénnya

surat pemberitahuan mena selengkapnya berbunyi: ——=——

“No. o D821 1/DH-NEW/99;
Lamp., : -
Hal — : RUPSLB Tidak Sah.

Bandung, 21 Agustus 1359.

Kepada

th. : Ibu YUNRI ANITA

kompleks Rasa Sayang

Blok A Ho. 1 J1. Daan Mogo:t -~

Jaka :)

Dengan hormat, : -

Bahwa dengan ini kaml selaku Pemegang 0 (1ima —
puluh) surat saham PT. Nikkatsu Electric Works --—-
menyatakan RUPSLB yang Ibu selengsarakan adalah -—
tidak sah karena berdasarkan Hasil RUPSLB tanggal -

18 Pebruari 1998 di Hotel Prianger bahwa kedudukan

Ibu bukan lagi sebagai Komisaris dan sampai saat --
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e e

Tini belum ada putusan yang mempunyai kekuvatan hukum

yang tetap terhadap perkara Nc. 32/PDT/G/1998/8N. BDG
dimana putusan-sela yang dijadikan dacar hukum —-~=--
oleh Ibu dalam menyslenggarakan RUPSLE ini materinya

ssma dengan pokok perkara yang masih diprosgs ---—-

ditingkat kasasi Mahkamah Agung RI.
Bahué dengan ini kami menolak menghadiri RUPSLE yang

Ibu selenggarakan tersebut.

pemikian surat ini dan atas perhatiannya kami -———0

ucapkan %erimakasih. -

Hormat kami, tertanda —— : _DICKY HIDAYAT ——
Pemegang 59 saham —-~-—

Tembusan: —

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI. 41 Jakarta ——=——-=
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandun:

3. Yth. Ketua Pengadtlan Negeri Bandung di Bandung -

4. Yth. Komisaris Perse;oan

§. Yth. Direksi Persercan

4.7Yth. Pemecang Saham”

[demikian bunyl surat penolakan yang telah dibacakan tersebut: -——

ls) - bahwa selain dihadiri oleh para pemeggﬁbrﬁﬁﬁgﬁgaya, notaris, —---

nama-namanya

lﬁ) - bahwa oleh

“imengikat.

minuta akta ini:

sebutkan tadi, rapat juga dihadiri oleh para undangan yang

disebutkan dalam Daftar hadir dan dilekaikan pada —-

karena rapat dihadiri oleh sebanyak 57 % (1imapulub -

persen) darj ssharr dengan hak suara yang sah dalam rapat, ~——-—

maka rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang -

ISe1anJutnya Ketua Rapat menanyakan kepada eaya, notaris "apakah rapat

ldapat diteruskan dan dapat mengambil keputusan-keputuszn 27, —==m——-

e,
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Partanyaan mana dijawab oleh sayas, notaris "bahwa sesuai dengan pasg&

16 ayat 2 {dua} Anggaran Dasar PERSEROAN, rapat dapat diteruskan ~-
dan dapat- mengambil keputusan-keputusan sebagaimana mestinya”™. —=-
0leh karena Ketua telah mendapat jawaban dari saya, notaris, maka -

rapat dengan segera memutuskan:

1. MEMBERHENTIKAN Pengurus (Direksi dan Dewan Kem{saris) Lama; —-

|- saty~ dan lain terhitung sejak tanggal rapat ini ditutup. --
11. MENGANGKAT Pengurus {Direksi dan Dewan Komisaris) baru. —-—==-
Dalam pengangkatan mana tarlebih para pemegang saham mengajuka
calion~calon yang zkan menduduki jabatan-jabatan bary itu, --—

1 yaitu nama-nama calon yang diajukan sebagai berikut: ~—————=-

4. DHreksi:

a.1 Direktur Utama.

~ Tuan Dicky Hidayat;

- Tuan Djoni Benarman Auning.

5 |a.2 Direktur.

l» Tuan Sintarto Wijatman;
-4~ Tyan Hernan Kamdani.

| b, pevan Komisaris.

[b.f Komisaris Utama.

- Tuan ngtorandus Sicepeno Handono;

~ Tuan .Adjie Kasherman:

{62 xemisaris.-

- Nyonya Yunni Anita;

~ Tuan Talip Tanaga.

Untuk memilih pengurus baru, baik yang akan menduduki jabatan -
Direktur Utama,:Dinektur, Komisaris Utama méupun Komisaris, —-—
Katua Rapaﬁ telah membagikan kertas suara untuk menentukan --—

-} pilthannya.

tetelah para pemegang saham mepentukan pilihannya, maka surat -~
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suara jtu dikembalikan kepada Ketua Rapat dalam keadaan tertutup
sehingga tidak. ada crang lain yang dapat melihatnya, kemudian --
oleh Ketua Rapat dibuka satu persatu dan ternyata dari undian —

yang diselenggarakan ity pilthan jatuh untuk:

1. Direktur Utama jatuh pada Tuan DJONI BENAPMAN AUNING, dengan-

| mendapat 12 (duatelas) suera;

lz. Direktur jatuh pada Tuan HERNAN KAMDAMI, dengarn mandapat 16 -

|(enambe1as) suara;

'3. Komisaris Utama jatuh pada Tuan ADJIE KASHERMAN, dengan ~—-——

[ mendapat 16 (enambelas) suara; dan

: |4.'Kpmisaris jatuh pada Tuan TOLIP TANAGA, dengan mendapat 16 ~—

I(enambelas) tuara;

parlu dijelaskan bahwa:

a. sebanyak empat suara memilih Tuan Herpan Kamdani, sebagai ——-

| Direktur Utama; dan

|b. sebanyak empat suara memilin Tuan Djoni Bernarman Auning, —=-

[sebagai Direktur;

padahal nama-namanya tersebut 2i atas tidak dicalonkan untuk —
menduduki jabatan Direktur Utama dan Direktur, sehingga suara —
yang diberikan kepada mereka ¢len Rapat dinyatakan hangus. ---—-—-
Hasil dari pemungutan tersebut, maka Rapat MEMUTUSKAN serta -——

MENETAPKAN pengurus (Direksi dan Dewan Kemisaris) Baru PERSERODAN

sebagai berikut:

A. 1. Direktur Utama ~- : Tuan DJORI BENARMAN AUNING; ——===————-

2. Direktur ——————~ : Tuan HERNAN KAMDANI;

B. 1. Komrisaris Utama - : Tuan ADJIE KASHERMAN:

2. ¥Komisaris —=-—-=-- : Tuan TOQLIP TANAGA.
Oleh karena tidak ada lagi hal-hz1 yang akan dibicarakan dan dibahas
makae Ketua Rapat menutup rapat pada jam 10,45 (sepuiuh lewat empat—-

puluh tima menit) Wakiv Indonesia Barat.
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TDEMIKIAN AKTA-RISALAM RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR SIASA It
Diselesaikan di Bandung, -pada hari, tanggal, jam dan tempat tarset
‘di atas, dihadiri oleh Tuan Hemen Soeryamihardja dan Tuan Irwzn —
Suryawan, keduva-duanya pegawal Kahtor Notaris tersebut dan bertemg

| tinggal d1 Bandung, scbagai saksi-saksi.

Setelah saya, notaris, bacakan akta ini kepada para saksi, maka =--
para penghadap menaurdurkan diri pada saat akta ini sedang disele:
kan, sedangkan para saksi dan saya, notaris, menandatanganinya. --

Dibuat dengan tidak memakai renvooi, batlk coretan, tambahan maupur

coratan serta gantiannya.

= Hinuta akta ini telah ditandatangani depgan sempurna. --—---—=---—-

--[Eiberiknn sebagai: "T_ U | —— _—

TOTAL P.B9
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PENGADILAN NEGERI BANDUNG

JLN. LAKS. (L) R.E. MARTADINATA NO. 74 - 80

TELP. No. 431827
BANDUNG

TURUNAN RESMI KEPUTUSAN

PERKARA PERDATA

TANGGAL Mfﬁbr%a’”m

PENGGUGAT - ZICKY HIPATZAT, C5
TERGUGAT . AN . Y UNMNL AL TA, 6

PEMOHON s U

TERGHAGAT. 1V

Diberikan kepada

Pada tangéal ?MSTULSMOO

~ Surat kuasa tanggal DO s oAU _
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FENGADILAN NEGERI KLS.I BANDUNG
JALAN L.L.R.E.MARTADINATA No.74
BANDUNG

-
=== === 1 ——1 =

PUTUSAN-SELA
Nomor : 10/PDT/G/2000/PN.Bdg
DEMI KEADJLAN BERDASARKAN KETUHAMAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wls.I Bandung vang memeriksa dan
mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah men
jatuhkan Putusan Sela terhadap .tuntutan provisi sebagai ber
ikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. DICKY HIDAYAT, beralamat tempat tinggal di Jalan Simpang
Fahlawan III MNomor.1l8 Randung, bertindak
selaku :

a. diri sendiri sebagai pemegang dan pemi
. Iik atas 50 (lima puluh) lembar saham
di F.T.NIKKATSU ELECTRIC WRRKS ;-

Al T . b. Direktur Utama dari P.T.NIKKATSU ELEC
oL TRIC WORKS vyang berkedudukanr di ERan

{0 A . dung 35—

; f .féé;E.ﬁ?FRY DIJUWANTA, bertempat tinggal di Jalan Buntur Madu
s T No.10 Randung. =Sebagai pemegang dan pemi
WO aegt 1ik atas 108 ( seratus delapan ) lembar
IR saham di P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS ae

dalam hal ini keduanya telah memilih tem
pat kediaman hukum di Kantor Kuaasanya
A. KADHARUSMAN, SH, Advokat dan Fengacara
di Jdalan Naripan No.94 Bandung, berdasar
kan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Janu
ari 2000, untuk selanjutnya disebut PENG
GUGAT I dan FENGGUGAT II ;-

.

1. Ny.YUNNI ANITA, bertempat tinggal di Komplek Rasa Sayang
A-1 Daan Mogot, Jakarta ERarat, untuk
selanjutnya disebut TERGUGAT I ;-

2. TOLIP TAMAGA, bertempat tinggal di Komplek Rasa Sayang \
A—1 Daan Mogot, Jakarta BRarat, umtuk :
selanjutnya disebut TERGUGAT II ;-

DJONI BENARMAN AUNING, bertempat timggal di Jalan Brig -
jend -Katamso Nomor.43 6 Medan, untuk
selanjutnya disebut TERGUGAT II1I ;-

[

4, SINTARTO WIJATHMAN, bertempat tinggal di Jalan Cikutra
Baru No.S53 Bandung; untuk selanjutnya di
sebut TERGUBAT IV ;- s

et
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3. ADJIE KASHERMAN, bertempat tinggal di Kembang Agung
. Utara RT.01, RW.053 Kecamatan Kembang,
Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut

TERGUGAT V ;- '

&. HERNAN KAMDANI, bertempat tinggal di Kompleks Sunter
' Agung Fodomaro B-37, Bunter, Jakarta
Utara, untuk selanjutnya disebut TERGU

GAT VI ;-

7. MASRI HUSEN, SH, Notaris di Bandung, beralamat Kantar

di Jalan Otto Iskandardinata No.472 BRan
dung, untuk selanjutnya disebut TURUT
TERGUGAT ;-

tenimbang, bahwa FPenggugat dalam Surat Gugatannya
tertanggal 13 Januari 2000 dan Perbaikan Surat Bugatannvya
tertanggal 11 Pebruari 2000 telabh mengajukan tuntutan pro
visi yang pada pokaoknya memohon

— Menghukum Fara Tergugat I-II-III-IV-V-VI untuk tidak
menggunakan hasil rapat umum pemegang sabham luar biasa,
baik yafng dibawabh tangan maupun yang dituangkan dalam

“is Akte No.19 tanggal 23 Agustus 1999 Notaris Masri Husen
.'l"ﬁSH, (= Turut Tergugat) tentang Rapat Umum Femegang Saham

{ﬁguar Biasa P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS, sampai puitusan
erkara ini mempunyai kekuatan bukum tetap -

v
T
'

X
&

¥
K

“;}3 ~ Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi tezrsebut

selain diurailkan dalam Surat Gugatannya, Fenggugat telah
mengajukan Surat Permohonan tersendiri tertanggal 01 Febru
ari 2000 No.04/KN/I-2000 dan untuk mencuatkan tentang tun
tutan provisinya tersebut, Penggugat telah pula mengajukan
bukti-bukti permulaan, berupa :

1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Huku 19946 tang
gal 0% Juni 1997 ;-

2. Nkta No.ldé tanggal 20 Juni 1997 Notaris Lely Iulkarnain
SH ;-

7]

Surat dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia ter
tanggal 25 September 1997 No.CZ.HT-01-04-2013%9 ;-

4. Akta No.9 tanghal 1& Oktober 1997 Notaris Lely Zulkar
nain, 5H "3-

n

Surat kKeputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No
C2-11866 HT.01.04.Th.97 tanggal 14 Nopember 1997 ;-

b. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.NIKKATSU
ELECTRIC WORKS tanggal 18 Februari 1998 -

7. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. NIKKATSU

ELECTRIC WORKS tanmggal 23 Agustus 1997 Nomor.l? Notaris
Masri Husen, 8SH ;-
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Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh
Fenggugat dalam permohonan mengenai tuntutan provisinya,
Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai
berikut :

~ Bahwa, Pendgugat I, I dan Tergugat II, III, IV adalah
Para Pemegang Saham P.T.NIKKATSU ELEETRIC WORKS 35—

-~ Bahwa, dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No
1 Tahun 1995 khususnya pasal 125 (3) maka pada tanggal
092 Juni 1997 telah mengadakan Rapat Umum FPemegang Saham-
dan dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham, Direksi dan
Komisaris P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS ;-

~ PBahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham telah disepakati
antara lain tentang penyesuaian Anggaran Dasar P.7T.NIK
KAaTSU ELECTRIC WORKSdengan Undang—undang No.l Tahunm 1935
dan telah dituwangkan dalam Akta Notaris serta dilaporkan
ke Departemen Kehakiman Republik Ipdonesia, selanjutnya
telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Departe
men Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan
Menteri Kehakiman R.I Nomor.C2-11B&66 HT.01.04~-Th.97 tang
gal 14 Nopember 1997 ;-

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 1?98 telah diadakan rapat
umum pemegang saham luar biasa oleh F.T.NIKKATSU ELEC
TRIC WORKS dengan acara membentuk susunan pengurus baru,
dan hasil pembentukan susunan pengurus baru tersebut Ter
gugat T sudah bukan sebagai Komisaris P.T.NIKKATSU ELEC
TRIC WORKS lagi ;-

Héhwa pada tanggal 23 Agustus 1999 Tergugat I telah meng
- undang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Fenggugat
‘I2dan Fenggugat II dalam rangka rapat -umum pemegang
.-saham luar biasa F.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS., bertempat

“.;;k/di Ruang Rapat Hotel Savoy Homan Bandung dengan dihadiri

oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat 11, Tergugat II1 dan Ter
gugat, dimara hasil rapat umum pemegang saham luar biasa
tersebut dituangkan dalam Akta Mo.1? Notaris Masri Husen

- BRahwa hasil rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal
23 Agustus 1999 tersebut masih dipertentangkan oleh
Fihak Fenggugat I dan Il dengan Tergugat I s/d VI :—

Menimbang, bahwa untuk mencegabh tindakkan penyalah
gunaan wewenang dari  para pengurus F.T.NIKKATSU ELECTRIC
WORKS yang baru, yang dibentuk berdasarkan rapat umum peme;
gang saham Iuar biasa tanggal 23 Agustus 1999 dan dituang
kan dalam Akta No.19 tanggal 2= Agustus 1999 bMNotaris Masri
Husen, SH karena tindakkan penyalahgunaan wewenang dari
para pengurus baru tersebut dapat menimbulkan kerugian ter
harlap P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS, maka Majelis Hakim meman
dang perlu untuk mencegahnya dengan menghukum Para Tergugat
I, Ir, 111, IV, Vv, dan VI untuk tidak menggunakan hasil
rapat umum pemegang saham luar biasa tersabur, sampai putus
an’ perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap -

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta—takta
3 i | =\ 1 = (= i 1. i
hukum terﬁﬁ%ﬁ%n%ﬁ@%?fﬁwnaEHngst%ﬂﬂfHFzﬂ%W‘t Majelis Hakim



- Q4 -

bahwa permohonan Femohon dalam tuntutan provisinya cukup,
beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demi
kian dapat dikabulkan j;-

Menimbang, bahwa oleh karena FPermohonan Femohon ten
tang tuntutan provisi tersebut dikabulkan, maka mengenai

biaya perkara akan diperbitungkan dalam pokok perkaranya ;-

Memperhatikan pasal-pasal dari Umdang—undang dan per
aturan—-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-

MENGADTILTI =

\

— Mengabulkan permohonan Pemohon/Penggugat dalam tuntutan
provisi lersebut ;- :

— Mengbukum Para Tergugat I-I1-I17-IV-V-V¥I uantuk tidak
menggunakan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa,
baik yang dibawah tangan maupun vyang dituwangkan dalam
Akte No.19? tanggal 23 Agustus 1992 Notaris Masri Husen A
SH, (= Turut Tergugat) temntang Rapat Umum FPemegang Saham :
Luar Hiasa P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS, sampai putusan
perkara ihi mempunyai kKekuatan hukoum tetap i-

§
- Menetapkan mengenai biaya yang timbul dalam putusan pro

wvisi, akan diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam
putusan perkara pokoknya ;-

Demikianlah diputus di Bandung dalam permusyawaratagﬂ\
Majelis Hakim, pada hari : K A M I S, TANGGAL 24 PEBRUARI !}
2000 vyang terdiri : EFFENDI SUMINTAPURA, SH sebagai Hakim
Ketua MAKMUR SIMBUNG, SH dan NY.RATNAWATI ROOSMADEWI, SH .
masing-masing sebagai Hakim Anngota, berdasarkan Penetapan .
Ketua Pengadilan Negeri Kls.I Bandung tertanggal 192 Januari
- 2000 Nomor.10/Pdt/G/2000 tentang penunjukkan Majielis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dimuka persidangan
yvang terbuka untuk Umum « dengan dihadiri oleh Hakim-hakim
An--uta dan dibanty oleh DURACHMAM Panitera pengganti serta
i oleh Kuasa Penggugat I dan II serta Kuasa Para Ter
Kuasa Turut Tergugat ;-

HAKIM KETUA,

WITERA FPENGGANTI,
Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, EH UI, 2




DICATAT DISINI = baik Kuasa Penggugat I dan II maupun
Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut
Tergugat, dalam tenggang waktu yang
ditentukan Undang—undang telah tidak
mempergunakan haknya untuk mengsiju
kan atau menyatakan banding terhadap
putusan sela tersebut diatas, dengan .
demikian Putusan Sela dalam perkara RN
perdata Nomor. 10/Pdt/G/2000/FN.Rdg 1
telah berkekuatan hukum vang tetap.-— E

Randung, 13 Maret Z0QQ !

PANITERA KEFALA
PENGADILAN NEGERI KLS.I BANDUNG

Nip = 040435648
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PENGADILAN NEGERI KLS.I BANDUNG
JALAN L.L.R.E.MARTADINATA No.74
BANDLUENG

=

_—— 14— =]

PUTUSAN
Nomor : 10/PDT/G/2000/PN.Bdg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANB MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Randung vyang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama
telah menjatubkan putusan sebagai berikut dibawah ini
dalam perkara antara

1. DICKY HIDAYAT, beralamat tempat tinggal di Jalan
Simpang Fahlawan III Nomor.lB Ban
dung, bertindak selaku

a. diri sendiri yang sebagai peme
gang dan pemilik atas SQ (lima
puluh) lembar saham di P.T Nik
katsu Electric Works ;-

b. Direktur Utama dari ®P.T. Nik
katsu Electric Works vyang ber
kedudukan di Bandung ;-

bertempat tinggal di Jalan Guntur
Madu No.l0 Bandung, sebagai peme
gang dan pemilik atas 108 lembar
saham di P.T.Nikkalsu Electric
Works ;- -

dalam hal ini kesemuanya telah me
milih tempat kediaman hukum di
kantor kuasanya A.KADHARUSMAM, SH
Advakat dan Fengacara, Jalan Mari
pan Nomor.?4 Bandung, b=rdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 04
Januari 2000, untuk selanjutnya
disebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT
1T ;- '

1. Nyonya YUNNI ANITA, bertempat tinggal di ¥Komplek Rasa
Sayang A-1 Daan Mogot, Jakarta
Barat, wuntuk selanjutnya disebut
TERGUBAT I ;-

2. TOLIP TANAGA, bertempat tinggal di Komplek Rasa
Sayang A~1 Daan Mogot, Jakarta
Barat, untuk selanjutnya disebut
TERGUGAT II ;-

3. DJONI BENARMAN AUNING, bertempat tinggal di Jalan Brig
Jjend Katamsn_Nn.43_G Medan, untuk
selanjutnya disebut TERGUGAT I1I1I

4. SUNTARTD ...... -».hal.oz
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Gb. SINTARTD WIJATMAN, bertempat tinggal di Jalan Clkutra
Earu Np.S53 Bandung, untuk selanjut
nya disebut TERGUGAT IV Hia

3. ADJIE KASHERMAN, bertempat tinggal di Kembang Agung

Utara RT.1 RW.5 Kecamatan Kembang
Jakarta Barat, untuk selanjutnya

disebut TERGUGAT V¥ 1=

&. HERNAN KAMDANI, bertempat tinggal! di Kompleks Sun
. ter Agung Podomoro B - 37, Sunter
Jakarta Utara, untuk selanjutnya

disebut TERGUGAT VI i—

7. MASRI HUSEN, SH, Notaris di Bandung, beralamat kan
tor di Jalan Otto Iskandardinata

No.472 Bandung, untuk selanjutnya
disebut TURUT TERGUGAT 5—

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca surat—surat dalam perkara ini ;-

t

Setelah mendengar keterangan dari Pihak—pihak yang

berperkara ;- -
-

Ty

5%#

. n® TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

=n

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Fenggugat I dan II
sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tertanggal 13
danwari 2000 vyang diterima di Kepaniteraan Pepgadilan

Negeri Kls.I Bandupg pada tanggal 17 Januari 2000 dan ter-

daftar dalam register perkara Nomor.1iO0/PDT/G/2000/PN.Bdg.
serta perbaikamn gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2000
adalah sebagai berikut :

~ Bahwa Tergugat II, Tergugat I¥I, Tergugat IV, dan Para
Penggugat I-I1 adalah merupakan para pemsgang saham di
P.T.NIKKATSU ELECTRIC WORKS, vyakni ‘masing—masing : '

- Penggugat I - sebagai pemsgang 390 saham ;-
- Pernggugat 11 sebagai pemegang 108 saham 3~
- Tergugat II sebagai pemegang & saham ;-
= Tergugat III sebagai pemegang 4 'zaham
- Tergugat IV sebagai pemegang 32 saham ;-

— Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan dalam pasal 125
syat (3) Undang-undang No.l tabun 1295 tentang Persero
an Terbatas yang mengatakan .

"(3F). Dalam waktu 2 (dua) tabun terhitung sejak Undang
undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didiri
kan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang—undang
Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel Staatsblad 1847 :
23), harus telah disesuaikan dengan ketentuan Undang
undang ini.” )

maka pada -.-+....,.hal.03
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maka pada tanggal 9 Juni 1997 telah diadakan rapat

umum pemegang saham PT.Nikkatsu Electric Works yang di

hadiri oleh seluruh pemegang saham serta Direksi dan
Komisaris P.T.Nikkatsu Electric Works, dimana dalam
rapat umum pemegang saham tersebut telah disepakati

antara lain tentang penyesuaian Anggaran Dasar P.T.Nik

katsu Electric Works dengan Undang-undang No-1 tabun
1993, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Risalah-
Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 199246 tanggal 09
Juni 1997 yang ditanda-tangani oleh :

- Penggugat I sebagai Ketua Rapat damn Direktur Utama
F.T.Nikkatsu Electric Works ;-

- Penggugat I1 sebagai pemegang 108 saham P.T Nikkatsu
Electric Works ;-

— Drs.Soepeno Handono, sebagai Komisaris I P.T.Nikkatsu
Electric Works ;- L

~ My.¥Yupni Anita (= Tergugat 1) seﬁagai Komisaris IT
P.T.Nikkatsu Electric Works :—

— Kiyoshi Dzaki sebagai kuasa dari Dicky Hidayat (=
Penggugat 1) selaku pemegang S0 saham P.T.Nikkatsu
Electric Works ;-

.~ Ny.Lanawati Soekarta sebagai kuasa dari Dioni Benar
+#, man Auning (= Tergugat III) selaku pemegang 4 saham
i) P.T.Mikkatsu Electric Works ;-

1;?;- Sunny L.Effendi sebagai kuasa Tolip Tanaga (= Tergu

gat II) selaku pemegan 6 saham P.T.Nikkatsu Elec
tric Works ;- :

~- Tafsirin Soekarta sebagai kuasa Sintarto Wijatman (=

Tergugat IV) selaku pemegang 32 saham P.T. Nikkatsu
Electric Works ;- .

.~ Sintarto Wijatman (= Tergugat IV) sebagai Direktur
P.T.Nikkatsu Electric Works ;-

Bahwa kemudian sesuai dengan hasil keputusan rapat
umum pemegang saham tanggal 9 Juni 1997 vyang memberi
kan kuasa kepada Dicky Hidayat (= Penggugat I) untuk
menuangkan hasil rapat umum pemegang saham tersebut ke
dalam akta notaris, maka pada tanggal 20 Juni 1997
Penggugat I selaku penerima kuasa dari rapat umum peme
gang saham tanggal 2 Juni 1997 telah datang menghadap
Notaris Lely Zulkarnain, SH untuk menyatakan keputusan
keputusan yang telah diambil dalam rapat umum pemegang
- saham tanggal 2 Juni 1997 itu dalam suatu akta netaris
maka berdasarkan data yang ada dan telah diserahkan
oleh Dicky Hidayat datam kedudukannya seperti tersebut
diatas (= Penggugat I} kepada Notaris bLely Zulkarpain,
SH, maka dibuatlah Akta No.1é tanggal 20 Juni 1997 ten
tang Keterangan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham
FT.Nikkatsu Electric Works yang isinya antara lain ada
lah mengubab Anggaran Dasar PT.Nikkatsu Electric Work::
* sesuai dengan Undang—undang No.) tahun 1995 ;-

- Bahwa .v.......hal.04
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. &6 HT.01.08-Th.97 tanggal 14 November 1997 ;-

Bahwa pada waktu Akta No.lé tanggal- 20 Juni 1997 Mota
ris Lely Zulkarnain, SH tersebut akan didaftarkan ke
Departemen Kehdkiman R.I untuk mendapatkan persetujuan
ternyata Departemen Kehakiman R.I. melalui Suratnya
tanggal 25 September 1997 MNo.C2.HT-01-04-20139 memberi
kan pertimbangan—pertimbangan untuk mengubah Anggaran
Dasar P.T.Nikkatsu Electric Works sesuai dengan Undang
undang No.l tahun 1995 tentang Perseroran Terbatas,
maka berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang
saham tanggal 2 Juni 1997 sebagaimana ternyata dari
Akta No.1s tanggal 20 Juni 1997 -jis. Risalah Rapat
Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1994 tanggal 09
Juni 1997 yang telah menerima secara bulat guna melaku
kan penyesuaian Anggaran Dasar P.T. Nikkatsu Electric
Works dengan Undang—undang Na.l tahun 1995 dan ketentu
an pasal 125 ayat (3) serta pasdl 129 Undang~undang No
1 tahun 1995, maka Anggaran Dasar PT.Nikkatsu Electric
Works harus diubah sesuai dengan Undang—undang No
1 tahun 19923, Penggugat I dalam kedudukannya seperti
tersebut diatas telah memenuhi pertimbangan—pertimbang
an dari Departemen Kehakiman R.I. itu dengan cara meng
ubah Anggaran Dasar PT. Nikkatsu Electric Works pada
pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 146 dan pasal 28 untuk
disesuaikan dengan Undang—undang No.l tahun 1995 atau
dengan kata laim perubahan beberapa pasal Anggaran
Dasar P.T.Nikkatsu Electric MWorks sudabh dilakukan se

" suai dengan Undang-undang No.l1 tahun 19935, sehingga di
: buatlah Akta No.? tanggal 1& Okitaber 1997 Notaris Lely

lkarnain, SH tentang Perbaikan Keterangan Rapat Umum
hunan Para Pemegang Saham PT.Nikkatsu Electric Works
tuk kemudian Akta No.9 tanggal 1& Uktober 1927 dan
kta No.1é tanggal 20 Juni 1997 tersebut telah dilapor
kan ke Departemen Kehakiman R.I. dan telah mendapat
persetuinan dan pengesahan dari Departemen Kehakiman
R.I. melalui Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.C2Z-118

L]

Bahwa dengan telah diubahnya Anggaran Dasar P.T.Nik

katsu Electric Works vyang lama vyang terdapat dalam
Akta No.1l1 tanggal 13 Oktober 1970 dengan Akta No.lé
tanggal 20 Juni 1997 jo. Akta No.? tanggal 1& Oktober
1297, maka Anggaran Dasar P.T.Mikkatsu Electric Works
yang berlaku adalah Anggaran Dasar yang terdapat dalam
Akta No.14& tanggal 20 Juni 1997 jo. Akta No.? tanggal
16 Oktober 1997 di mana dalam kedua akta tersebut

sesuai dengan kesepakatan para pemegang saham telah
mengangkat : :

~ Dicky Hidayat (= Fenggugat I} sebagai Direktur Utama
P.T.Nikkatsu Electric Works 3-

- Tergugat IV sebagai Direktur P.T.Nikkatsu Electric
Works ;~ :

- Drs.Soepeno Handono sebagai Komisaris I P.T.Nikkatsu
Electric Works ;-

— Tergugat I sebagai Komisaris II PT.Nikkatsu Electric
Works ;-

= Bahwa ...c.c¢..- hal .05
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Hahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 1998 telah di
adakan rapat umum pemegang saham luar biasa oleh F.T
Mikkatsu Electric Works dengan acara membentuk susunan
pengurus baru P.T.Nikkatsu Electric Works serta untuk
memberikan kesempatan kepada Tergugat IV untuak membela
diri sehubungan dengan kesalahan vyang telah dilakukan
oleh Tergugat IV terhadap P.T.Nikkatsu Electric Works,
di mana dalam- rapat umum pemegang saham luar biasa ter
sebut telah dihasilkan susunan pengurus baru P.T.Nik
katsu Electric Works, yakni

- Komisaris Utama Brigien TNI (Purn) YOYD KUSNADI ;-

— Komisaris Ny . NURWAHABIAH ;-

- Komisaris : Ir.RMH.GEMBONG PRIATMO AH. -

- Direktur Utama : DICKY HIDAYAT (= Pengogugat I) ;-
- Direktur : Drs.SOEPENDO HANDONO ;- .
— Direktur : DR.HERRY KUSRIANTO ;-

= Direktur : PAULUS WIBDWO ;-

artinya Tergugat I sudah bukan lagi sebagai Komisaris
P.T.Mikkatgu Electric Werks ;-

Bahwa

- ternyata Tergugat I ( yang notabene sudah bukan se

- bagai Komisaris P.T.Nikkatsu Electric MWorks dan juga
bukan pemegang saham P.T.Nikkatsu Electric Works }
telah mengundang vaitu @

Sdr.Dijoni Benarman Auning (= Tergugat III} ;-
Sdr.Tolip Tanaga (= Tergugat II) e
Sdr.Sintarto Wijatman (= Tergugat IV) o=
Sdr.Dicky Hidayat (= Penggugat 1) ;-
Sdri.Corry Djuwanta (= Penggugat II) ;-
dalam rangka rapat umum pemegang saham luar biasa PT
Nikkatsu Electric Warks pada tanggal 23 Agustus 1999
bertempat di Ruang Rapat Hotel Savoy Homan, Jalan
Asia Afrika — Bandung ;- -

- rapat umum pemegang saham luar biasa P.T. Nikkatsu
Electric Works yang diadakan pada tanmggal 23 Agustus
1999 tersebut, dihadiri oleh :

1. Tuan DJONI BENARMAN AUNING (= Tergugat III) ;-
2. Tuan SINTARTD WIJATMAN (= Tergugat IV} ;-
3. Tuan RAHMAN RAHIM SALAM selaku kuasa dari Tuan
) TOLIP TANAGA (= Tergugat II1) ;-
4. Nyonya YUNNI ANITA (= Tergugat I) dengan didam
pingi oleh Sdr.YAN APUL, SH ;-

— adapun hasil rapat umum pemegang saham luar biasa PT
Nikkatsu Electric Works vyang diadakan pada tanggsal
23 Agustus 1999 tersebut adalah sebagai berikut

I. MEMBERHENTIKAN Fengurus {Direksi dan Komisaris)
Lama j;— -

= satw dan lain terhitung sejak tanggal rapat
ini ditutup ;-

II. MENGANGKAT Pengurus (Direksi dan Dewan Komisa
ris) baru ;-

Dalam ....,....hal.0&
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Dalam pengangkatan mana terlebih para pemegang saham
mengajukan calon-calon yang akan menduduki jabatan
jabatan baru itu,yaitu nama—nama calon yang diajukan
sebagai berikut =

a. Direksi :

a.l. Direktur Utama :

— Tuan Dicky Hidayat ;-
— Tuan Djoni Benarman Auping ;-

a.2, Direktur :

- Tuan Sintarteo Wijatman .3-
-~ Tuan Hernan Kamdani ;-

b. Dewan Komisaris H
b.l. Komisaris Utama

— Tuan Doktorandus Sospeno Handono -
- Tuan Adjie Kasherman ;-

b.2. Komisaris :

— Nyonya Yunni Anita ;-
= Tuan Tolip Tanaga ;-

ntuk memilih pengurus baru, baik vyang akan men
}? uduki jabatan Direktur Utama, Direktur, Komisaris
3 tama -maupun Komisaris, Ketua Rapat telah membagikan
fj/; krertas suara untuk menentukan pilihannya 33—

'{:

-

(L }

.Setelah para pemegang saham menentukan pilihannya,
‘maka surat suara itu dikembalikan-kepada Ketua Rapat
dalam keadaan tertutup sehingga tidak ada orang lain
vang dapat melihatnya, kemudian oleh Ketua Rapat di
buka satu persatue dan ternvyata dari undian vyang di
selenggarakan itu pilihan jatuh untuk @

1. Direktur Utama Jatuh kepada Tuan DJONI BENARMAN
AUNING, dengan mendapat 12 (dua belas) suara ;-

2

2. Direktur jJjatuh pada Tuan HERMAN KAMDANI, dengan

mendapat 16 (enam belas) suara ;-

3. Komisaris Utama Jjatuh pada Tuan ADJIE KASHERMAN,
derngan mendapat 16 (enam belas) suara ;— dan

4. Komisaris jatuh pada Tuan TOLIP TANAGA, dengan

mendapat 16 (enam belas) suara .-

perlu dijelaskan bahwa : .

a. sebanyak empat suara memilih Tuan Herman Kamdani,
sebagai Direktur Utama ;-

b. sebanyak empat suara memilih Tuan Dioni Benarman

Auning, sebagal Direktur ;-

padahal ...........hal.07
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padahal mama—namanya tersebut di atas tidak dicalon
kan untuk menduduki jabatan Direktur Utama dan Direk
tur, sehingga suara vyang diberikan kepada mereka
oleh Rapat dinyatakan hangus ;- |

Hasil dari pemungutan tersebut, maka Rapat MEMUTUS
KAN serta MENETAPKAN pengurus ( Direksi dan Dewan
Komisaris ) Baru PERSEROAN sebagai berikut :

A. 1. Direktur Utama : Tuan DJONI BENARMAN AUNING
2. Direktur : Tuan HERNAN KAMDANI ;-

R. 1, Komisaris Utama ! Tuwan  ADJIE KASHERMAN ;-
2. Komisaris : Tuan TOLIP TANABA ;-

dimana hasil rapat umum pemegang saham luar biasa
tersebut dituangkan dalam Akta Rapat Umum Femegang
Saham Luar Biasa P.T.Nikkatsu Electric Works tanggal
23 Agustus 1999 Nomar : 19, Notaris Masri Husemn, SH
(= Turut Tergugat} j3-—

Bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 23
Agustus 1992 itu adalah tidak sah, sebab :

— rapat umum pemegang saham luar biasa tamggal 23 Agus
tus 19292 itu diselenggarakan berdasarkan Anggaran
Dasar P.T.NMlkkatsu Electric Works dalam Akta No.1l
tanggal 13 Oktober 1970, sedangkan Anggaran Dasar PT

'-Nikkatsu Electric Works yang terdapat dalam Akta No

ﬂfﬂ tanggal 13 Oktober 1970 sudah diubah dengan Akta

ﬁ;éa.lb tanggal 20 Juni 1997 Jjo. Akta No.% tanggal 1é&

. 5/ 0ktober 1997 di mana perubahan tersebut sudah men

' dapat persetujuan dam pengesahan dari Departemen
Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman R.I No
C~2-118456 HT.0QL.04-Th.27 tanggal 14 November 1997,
jadi Anggaran Dasar PT.Nikkatsu Electric Works dalam
Akta No.11 tanggal 13 Oktober 1997 sudah tidak ber
laku dan tidak boleh dipergunakan lagi ;-

— berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa
tanggal 1B Februari 1998 vyang diadakan berdasarkan
Anggaran Dasar baru vyang sudah disahkan dan di
setujui oleh Departemen Kehakiman R.I., yakni dalam
Akta No.lé tanggal 20 Juni 1997 jo Akta No.9 tanggal
16 Oktober 1997 ternyata bahwa Tergugat I sudah
bukan sebagai Komisaris F.T. Nikkatsu Electric Works
dan juga bukan pemegang saham P.T. Nikkatsu Elsctric
Works, maka jelas Tergugat I sudah tidak mempunyai
hubungan dan hak apapun lagi dengan PT.Nikkatsu Elec
tric Works, Jjadi Tergugat I sama sekali tidak mem
punyai hak untuk mengundang dan menyelenggarakan
rapat umum pemegang saham maupun rapat umum pemegang
saham luar.biasa di P7.Nikkatsu Electric Works, deng
an demikian tindakan Tergugat I vyang secara melawan
hukum masih menganggap dirinya sebagai Komisaris P.T
Nikkatsu Electric Works untuk kemudian mengqundang
para pemegang saham P.T.Nikkatsu Electric Works guna
menyelengarakan rapat umum pemegang saham luar biasa
pada tanggal 23 Agustus 1999 itu adalah salah, maka
jelas hasil rapat umum pemegang saham luar biasa

YANg sesvsannnss hal .08
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vang dibuat di kantor Turut Tergugat dan dituangkan
dalam Akta No.1? tanggal 23 Agustus 1999 tentang
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. "Nikkatsu
Electric Works" itu adalah tidak sah dan -batal demi
hukum Ho -

— selain itu tidak sahnya rapat.umum pemegarg saham
luar biasa tanggal 23 Agustus 1999 Jjuga terbukti
dari jumlah saham vyang hadir dalam rapat umam
pemegang saham luar biasa tersebut, yakni hanya : 42
saham, - sedangkan sesuail dengan Anggaran Dasar PT.Nik
katsu Electric Works dalam Akta Ne.lé tanggal 20
Juni 1997 jo. Akta No.9 tanggal 16 Dktober 1997 yang
sudah disetujui dan disahkan oleh Departemen Kehakim
an R.I. ditentukan bahwa satu saham mewakili satu
suara (= one share one vote), maka jelas rapat umum
pemegang saham luar biasa tanggal 23 Agustus 1999
itu hanya dihadiri oleh 42 suara, artinya rapat umum
pemegang saham luar biasa tersebut sama sekali tidak
memenuhi korum, yakni 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, jadi
putusan yang diambil -dalam rapat umum pemegang saham
luar biasa tanggal 23 Agustus 1999 tersebut adalah
tidak sah ;-

— Bahwa selaip itu tirndakan Para Tergugat II, 1II, IV
yang sengaja tetap menghadiri rapat umum pemegang
- saham luar biasa vyang diselenggarakan oleh Tergugat I
. . tkﬁﬁi Kantor Turut Tergugat, sedangkan Para Tergugat II,
b i} cﬁ&l, IV sudah tahu bahwa Tergugat I sudah bukan menja
o it sebagai Komisaris P.T.Nikkatsu Electric Works ( se
5 v gai informasi tambaban disampaikan bahwa Tergugat Il
alah suami Tergugat I atau dengan kata lain Tergugat
dan Tergugat II adalah suami isteri) dan oleh karena
nya tidak mempunyai hak untuk mengundang dan menyeleng
garakan rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut
*.adalah tindakan vyang melawan bukum Jjuga, sehingga
rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan
pada tanggal 23 Agustus 1999 di Kantor Turut Tergugat
adalah tidak sah dan batal demi hukum, artinya susunan
pengurus baru P.T.Nikkatsu Electric Works yang dihasil
kan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa itu
juga tidak sah, demgan demikian susunan pengurus P.T
Nikkatsu Electric Works vyang sah adalah susunan pengu
rus yang dihasilkan dalam rapat umum pemegang saham
luar biasa tanggal 1B Februari 1998 ;-

= Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat I, 11 didasar
kan pada bukti-bukti yang otentik dan Jjuga untuk mer-
cegah tindakan penyalahgunaan wewenang dari para pengu
rus baru yang tidak sah di P.T.Nikkatsu Electric Works
vang dibentuk berdasarkan rapat umum pemegang saham
luar biasa tanggal 23 Agustus 1999 yang dapat menimbul
kan kerugian terhadap PT.Mikkatsu Electric Works, maka
dapatlah kiranya perkara ini diputus dengan putusan
vang dapat dijalankan lebih dahulu, walavpun ada ban
tahan, banding maupun kasasi ;-

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut di

atas, maka Para Penggugat I, II mohon agar Bapak Ketua

Pengadilan Negeril Kls.I A Bandung berkenan untuk menutus
kan :
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DALAM PROVISI :

- Menghukum Fara Tergugat I, I1I, III, IV, VvV, VI untuk
* tidak menggunakan hasil rapat umum pemegang saham luar
biasa, baik yang dibawah targan maupun yang dituangkan
dalam Akta No.1? tanggal 23 Agustus 1997 Notaris Masri
Husen, SH (= Turut Tergugat) tentang Rapat Umum Feme
gang Saham Luar Biasa PT."Nikkatsu Electric Works" sam
pai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan guéatan Para fFenggugat I, II seluruhnya ;-

" 2. Menyatakan bahwa Para Tergugat I s/d VI telah melaku
kan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Fara
Penggugat I, II ;-

3. Menyatakan bahwa Akta No.1%9 tanggal 23 Agustus 1999
Notaris Masri Husen, S.H (= Tarut Tergugat) tentang
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT."Nikkatsu Elnrc
tric Works" adalah tidak sah dan batal demi hukum ber

- ikut segala akibat hukumnya ;-

4. Menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa
PT.Nikkatsu Electric Works vyang diselenggarakan oleh
jﬂﬁra Tergugat I s/d VI pada tanggal 23 Agustus 1997
%Eﬁlah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum

ghukum Tergugat I wuntuk tidak melakukan kegiatan
apun sebagail Komisaris P.T.Nikkatsu Electric Works
arena Tergugat I sudah bukan Komisaris F.T. Nikkatsu
Electric Works sejak tanggal 18 Februari 1998 ;-

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada
isi putusan ini ;- T

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan
lebih dahuly walaupun ada bantahan, banding maupun
kasasi j3— ;

B. Menghukum Para Tergugat I s/d VI uantuk membayar biaya
perkara ini ;- ;

SUBSIDIAIR =

Mohon putusan yvang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang vyang ditentukan
Fenggugat I dam II datang menghadap Para Kuasanya yang
bernama ANTONIUS KADHARUSMAN, S.H, SUSANA INDRIATI, S.H
dan ADRIANUS KADHARUSMAN, S.H ketiganya' Advokat dan Penga
cara dari Kantor ADVOKAT A. KADHARUSMAN, S.H beralamat di
Jalan Naripan No.94 Bandung, berdasarkKan Surat Kuasa Khu
sugs tertanggal 04 Januari 2000, sedangkan untuk kepenting
an Tergugat I, II, II1, IV, V, VI dan Turut Tergugat
datang menghadap Para Kuasanya yang bernama YAN APUL, SH

Tinjauan yuridis..., Elvira Emilia Salam, FH,UIl, 2010.
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dan SAHARI BANONG, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter
tanggal 7 Februari 2000 dan tertanggal 21 Pebruari 2000
serta AGUSTINUS HARIMURTI, SH berdasarkan Surat Kuasa Sub
stitusi tertanggal 14 Mare: 2000, hketiganya Advokat dan
Pengacara dari Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM YAN APUL
dan REKAN, berkantor di Jalan H. Agus Salim 97 Jakarta ;-

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat I dan
II tersebut di atas, Pihak Tergugat I, 1I, IIX, IV, V, VI
dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnvya
tertanggal 1 Maret 2000, sebagai berikut :

JAWABAN DARI TERGUGAT 1 s/d VI dan TURUT TERGUGAT =
Dalam Provisi

Tergugat—tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan
Sela tanggal 24 Pebruari 2000, melarang Fergugat I s/d VI
menggunakan Akite ND.12 tanggal 23 Agustus 1999, yang di
buat oleh MNotaris Masri Husen, SH ;-

Alasan keberatan adalah :

a. Tujuan larangan itu adalah untuk menghsalangi tergugat

F;_ tergugat memasuki pabrik PT.Nikkatsu Electric Works

? { PT.NEW ) dan menguasai manajemen perseroan tersebut
" dengan menggantikan pengurus lema, yaitu Dicky Hidayat

£3 ’

ﬁa Putusan sela mengannulir Putusan Mahkamah Agung R.I No
2741 K/PDT/199%9, tentang pernyataan palsunya Akte No.

146 dan 9/19%97, karena Dicky Hidayat dan Notaris Lely

Ivlkarnain, SH melakukan perbuatan melawan hukum { ter

. lampir bukti T.T,I11,III,IV,V,YU-1 )} Akte No.l1l6 dan

271997 inilah yang merupakan dasar ‘'dari RUFSLE tanggal
18 Pebruari 1998 yvang mengangkat pengurus lama ( Dicky
Hidayat, Cs )} ;-

£. Putusan sela juga bertentangan demgan Putusan Mahkamah
Agung R.I. No.178 K/PID/1929 (terlampir bukti T.I, II,
ITI,IV,V,VI-2 ) tentang menghukum Dicky Hidayat karena
bersalah memalsu dan memberi keterangan palsu pada
Notaris vyang membuat Akte Anggaran Dasar (ADY PT.NEW
No.l4& dan 271997, Akte No.lé dan 9 tersebut  sudah mut
lak tidak berlaku lagi, karena putusan perdata -“dan
pidana berkenaan dengan akte tersebut sudah mempunyai
kekuatan hukum pasti, dan lagi pula Dicky Hidayat sen
diri sudah menerima putusan pidana dengan menvatakan
grasi kepada Presiden R.I, sebagatmana terlihat dari
memori grasinya tanggal 14 Agustus 1999 (| terlampir
bukti T,I,II,TII,IV,V,VI-3 ) ;-

Permohonan
Eerdasar hal-hal tersebut diatas, mohon agar putusan sela

tanggal 24 Pebruari 2000 diangkat sebelum putusan akhir

untuk menghindarkan tersumbatnya penegakan hukum -~

Dalam Eksepsi :

1. Tidak mempunyai kapasitas

Bahwa-...r.. varsvahal. 1l
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Bahwa Dicky Hidayat tidak mempunyai kapasltas sebagai
Dlrektur Utama PT.NEW, karena :

a. Dicky Hidayat diangkat dalam RUPSLE tanggal 18
Pebruari 1998, vang dlselenggarakan berdasarkan AD
Mo.1l& dan 9/1997 35—

b. AD No.16 dan 9 tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I
dan Dicky Hidayat sendiri sudah menerima putusan
itu, seperti terlihat dari bukti-bukti T.I,II,III,
Iv,v,VI-1 s/d 3 diatas ;- ;

c. Seandainya Dicky Hidavat masih menjabat sebagai

Direktur Utama, maka berdasar . pasal 84 ayat 1 (a)

UJ No.1/1995, yaitu bila ada perkara di depan Penga

dilan antara perseroan dengan anggota direksi ber

sangkutan, i.c.AD PT.NEW dipalsu oleh Picky Hidayat

dan menjadi perkara No.2741 K/PDT/1%992 dan No.1l78 K

/PID/1992, maka dilaranglah Dicky Hidayat mewakili

PT.NEW. Selanjutnya Dicky Hidayat melanggar pula

avat vang sama sub (b)-nya, yaitu bahwa Dicky

Hidayat sebagai pengurus mempunyali pertentangan ke

pentingan dengan kepentingan perseroan, karena

- pemalsuan AD tersebut tujuannya adalah untuk menda

patkan suara mayoritas dalam PT.NEW, vyaitu dengan

membuat AD itu mengatur " satu saham satu suara,

sedang aslinya adalab satu pemegang saham maksimum
& suara " -

Bahwa perkara ini adalah tentang tidek sahnya RUPSLE
tanggal 23 Agustus 1999, dalam perkara lain No-331/FDT

. /G/71999/FN.BDG  diputus tanggal B Pebruari 2000 ( ter
lampir T.I,ILI,IXI,IV,V,VI-4 ), Penggugat Dicky Hidayat
melakukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadi
lan Negeri No.22/PDT/Eks/1999/FN.BEDG jo No.32/Pdt/G/
i998/PN.Bdg, yang memerintabhkan Ny.Yunni Anita untuk
menyelenggarakan RUPSLB, Penstapan tersebut dilaksana
kan pada tanggal 23 Agustus 1999, dan aktenya diberi
No.1? oleh Notaris Masri Husen, SH ( T.I,II,III,IV,V,
VI~-5 ) ;-

Jadi, perkara ini adalah sama objeknya dengan perkara
No.331 tersebut yaitu tentang RUPSLE yang dilaksanakan
berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Randung No.
?2/PBT/Eks/1999/PN.Bdg, dan dilaksanakan pada tanggal
23 Agustus 1999. Hila perkara ini diteruskan maka bisa
terjadi dua Putusan Pengadilan yang berbeda satu sama
lain tentang hal yang sama ;-

Permohonan <
Atas dasar itu, mohon dinyatakan bahwa hal vang sama

dalam perkara ini sedang diperiksa dalam perkara lain,
dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterims 3;-

L]

Dalam Pokok Perkara :

Tergugat I s/d VI dan Turut Tergugat
1. SanoKalan «aeesss hal.12
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Sangkalan

Bahwa Fara Tergugat dan Turut Tergugat menyangkal
seluruh gugat penggugat-penggugat, kecuali yang tegas
tegas diakui -

a4

Tergugat I s/d VI )

2.

Hubungan Hukum

Bahwa Fenggugat-penggugat tidak mempunyai hubungan
hukum dengan Tergugat-tergugat, kecuali 4 saham saja
dari Penggugat, yaitu =

a. Dicky Hidayat

Fenggugat I mengaku memiliki 50 saham pada FPT.NEW,
adalah tidak benar sepenuhnya, karena 44 saham yang
"dimilikinvya" sekarang adalah milik Merbabu Corpora
tion atas dasar Putusan Mahkamah Agung R.I No.870 K
/PDT/1999 dan No.B70 K/FDT/1972 masing-masing tang
gal 2 September 19299, karena itu kepentingan hukum
Penggugat I dalam perkara ini sebagai pribadi ada
lah karena memiliki 4 saham pada FT.NEW ;-

b. Corry Djuwantz

~ Bama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum dalam
i PT.NEW, karena I10B sabam vyang diakuinya sebagai
2 "miliknya" bukanlah miliknya satu saham pun, karena
sudah ada putusan vyang mempunyai kekuatan hukum

dan 872 K/PDT/1999, - masing—masing tanggal 2 Sepiem
ber 1992, yang menyatakan babwa seluruh saham terse
but adalah milik Merbabu Corporation ;-

Daftar pemegang sabham PT.NEW

Daftar ini sudah tidak benar lagi, karena alasan
seperti tersebut pada jawaban butir 3 di atas. Walau
Dicky Hidayat dan Corry Djuwanta secara notariel nama
nya masin tercantum dalam akta, tetapi secara formil
berdasar Putusan Mahkamah Agung R.I. dan secara mate
riel bahwa saham—saham tersebut sudah disita oleh
Folda Jabar, dan sekarang ada dalam berkas perkara
pidana No.330/Pid/B/1992/PN.Bdg proses pemindahan nama
dari Dicky Hidayat dan Corry Dijuwanta ke Merbabu Corpo
ration adalah masalah waktu saja ;-

Tentang Akte No.lsé dan /1997

Hahwa FPenggugat-penggugat menjelaskan tentang terjadi
nya Akta No.l6 dan 9/1997 adalab untuk menjielaskan
pada Majelis Hakim, bahwa kedua akta tersebut adalah
sah, tetapi.ini tidak perlu diperhatikan lagi, karena
dengan cerita apapun sudah tidak mungkin diupayakan
untuk menghidupkan kembali Akte No.l1és dan 2/1997 terse
but, atas dasar bukti T.I s/d VI-1, 2 dan 3, vyaitu
atas dasar putusan perdata dan putusan pidana vyang me
nyatakan bahwa Akta No.lé dan 9/1997 adalah tidak sah
dan dinyatakan palsu, dan pelakunya sendiri, yvaitu
Dicky Hidayat sudah mengaku bersalah telah memalsn
akta—-akta tersebut ;-

Atas . v seeravas.nal. 1l
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Atas dasar ini, maka seluruh produk vyang dihasilkan
berdasar Akte No.lé dan ?2/1997 demi hukum tidak sah ;-

Pengurus PT.NEW vang diangkat berdasar RUFSLE tangoal
18 Pebruari 1998

Fenggugat I dan pengurus—-pengurus lain vyang diangkast
dalam RUPSLEB tanggal 1B Pebruari 1998, adalah berdasar
kan AD No.1lé dan 2/1997, vang demi hukum sudah tidak
sah, dan RUPSLE ini adalah salah satu produk dari akta
vang tidak sah, karena itu pengurus vyang diangkat
dalam RUPSLE tersebut menurut hukum harus dianggap
tidak sab pula ;-

Tentang RUPSLE tanggal 23 Agustus 1992 dan Akte No.l19/
1999 T

a. RUPSLE tanggal 23 Agustus 1999 dilaksanakan atas
dasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.
?2/Pdt/Eks/1999/PN.Bdg tanggal 3 Juni 1999 jo putus
an sela Ne.32/Pdt/G/1998/FN.Bdg tanmggal 1& Pebruari
1998 jo putusan No.32/Pdt/G/199B/PN.Bdg tanggal 2
Juni 1998 jo. Ne.43Q/FDT/1998/PT.RDG jo. No.2741 K/
FDT/19%99 ( terlampir T7.I1,II,1II,IV,V,VI-4 s/d 9 dan
lihat No.l1 } ;-

b. Penetapan Ketua PN.Bandung 92/Pdt/Eks/1999/FN. EDG
tanggal 3 Juni 1999 dikeluarkan atas dasar surat
Ketuva Mahkamah Agung R.I No.KMA/412/V/199%2 tanggal
20 Mei 1999 (terlempir T.I,II1,III,IV,V,VI-10} vang
dianggap sebagai izin dari Mahkamah Agung R.I 3-

¢/ Tentang sah tidaknya Akte No.19 ini, sudah diper

karakan oleh Dicky Hidayat dan PT.NEW dalam perkara
No.331/PDT/G/1299/PN.BDG, dan sudah diputus pada
tanggal 8 Februari 2000, menyatakan perlawanan pela
wan ditolak 3;—

Atas dasar hal tersebut diatas,” maka tidak ada alasan
Fenggugat—penggugat untuk menyatakan RUPSLE dan Akte
Np.19 tidak sah ;- ’

Tentang kedudukan My.Yunni Anita sebagai Komisaris

Ny.Yunni Anita sebagsi Komisaris diakui oleh Penggugat
penggugat berakhir pada tanggal 18 Pebruari 1998 atas
dasar RUPSLB yang didasarkan pada AD palsu, karena itu
RUPSLEB dan produknya vyang didasarkan pada anggaran
dasar palsu tidak sah menurut bukum. Sehingga keduduk
an Ny.Yunni Anita sebagai Komisaris tidak pernah hapus
apalagi Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum pasti menyatakan memerintanhkan pada Ny.Yunni
Anita untuk menyelenggarakan RUPSLE. Dengan demikian
maka tidak ada keraguamn tentang kedudukan Ny.Yunni
Anitta menuryt hukum -

Tidak ada dualisme dalam kepengurusan PT.MNEW

Pengurus vyang diangkat berdasar RUPSILE tanggal 18
Pebruari 1998 tidak sah menurut hukum, dan pengurus
yang diangkat berdasar putusan sela Pengadilan Negeri
Baridung adalah sah, karena itu vang sah hanya ada satu
yang tidak sah keluar dan yang sah masuk ;-
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?. Para_ Terqugat melakukan perbuatan melawan hulum

Dalil Penggugat—-penggugat tentang Tergugat-~tergugat me
lakukan perbuatan melwan hukum tidak terbukti, karena
semua perbustan Tergugat—tergugat, didasarkan pade
putusan Fengadilan, justru Tergugat—-tergugat melakukan
perbuatan hukum dengan 'beritikad baik ;-

10. Tentang bukti oltentik

Bukti otentik vyang diajukan oleh Fenggugat-penggugat
adalah palsu, karena itu tidak ada akta otentik, dan
konsekwensinya permohonan putusan uit voerbaar bij voo
rraad tidak mempunyai dasar ;-

Turut Tergugat H

Turut Tergugat menjalankan profesi sebagai Notaris adalah
sebagai pejabat umum, karena diangkat berdasar Undang
undang dan disumpah. Sedang Akta MNo.1l%? tanggal 23 Agustus
1999, dibuat oleh Notaris atas dasar pengalaman sendiri
dalam mengikuti RUPSLE FT.NEW. Yang Turul Tergugat periksa
adalah syarat-syarat formil darli penyelenggaraan RUFSLE,
apakab sudah memenuhi AD, dan karena surat panggilan dan
korum sudah memenuhi syarat AD maka Notaris tidak bertang
gung jawab tentang apa yamng dibicarakan dalam RUFS. Yang
Turut Tergugat 1lakukan adalah mencatat jalannya RUPS,
karena itu akta tersebut adalah akta notariel vang mem
punyai nilai otentik dan materiel ;-

] Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat I
II, LII, IV, V, VI dan Turut Tergugat tersebut; Pihak Feng
gugat I dam II telah mengajukan Replik tertulisnya ter
tanggal 09 Maret 2000 ;-

[

Menimbang, bahwa atas Replik dari Fihak Penggugat I
dan II tersebut, Pihak YTergugat I, IT, III, IV, V, VI dan
Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulisnya tertang
gal 1B Maret 2000 ;-

Menimbang, bahwa Pihak Fenggugat I dan II untuk men
dukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya tersebut, telah
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat
surat yang telah memenuhi biava materai secukupnya, diberi
tanda P - 1 s/d P - 17 wvyaitu :

F -1 : Tambahan Berita Megara R.I tanggal 28.7.1972 No
29 mengenai Akta No.ll tanggal 13 Oktober 1970
Notaris Widyanto Pranamodhardia, SH ;-

r -2z : Risalah Rapat Umum Femegang Saham P.T. Mikkatsu
Electric Works Tahun Buku 19%6 tanggal 09 Juni
1997 berikut lampiran Laporan TYahunam Direksi
Tahun 1994, Neraca dan Laba Rugi Tahun Bubu 1994
Motaris Widyanto Franamodhardia, SH -

P -3 : Akta Keterangan Rapat Umum Tahunan FPara Pemegang

Saham P.T.Nikkatsu Electric Works No.1& tanggal
20 Juni 1997 Notaris Lely Zulkarnain, SH ;-

F - 4 : Akta.......hal.15
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P -5
F -6
P -7
F -8
P -9
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P - 17
VI dan

Akta Perbaikan Keterangan Rapat Umum Pemegang
Sabham P.T.Nikkatsu Electric Works No.9 tanggal
156 Oktober 1997 Notariz Lely Zulkarnain, SH -

Data Akta Ferubahan Anggaran Dasar Perseroan
(Pasal 15 ayat (2) UU No.1/1925) tanggal 31 Oktao
ber 1997 ;-

Data- Akta Perubahan ﬁnggarﬁn Dasar Perserocan
(Pasal 15 ayat (3) UU No.1/1995) tanggal 31 Okto
ber 1997 ;- ..

Surat dari Departemen Kehakiman Republik Indone
sia Direktorat Jendral Hakum Dan Perundang
Undangan Nomor.C2-HT.01.04.A-25B48 tanggal 14
Nopember 1997 ;-

Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.C2-1184
&—HT.01.04-Th.97 tanggal 14 Nopember 1997 ;-

Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor
27 .1.00035601 tanggal 19 Nopember 1297 dengan
Nomor.TDP.10111300140 ;-

Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T.
Nikkatsu Electric Works tanggal 23 Agustus 1999
Nomor.l? Notaris Masri Husen, SH ;-

Risalah Rapat : Rapat Umum Femegang S5aham Luar
Biasa P.T.Nikkatsu Electric Works tanggal 18
Februari 1998 ;- ’

Putusan Sela Pengadilan NMegeri Kls.IA Bandung No
32/Pdt/G/1998/FN.Bdg tanggal 1& Pebruari 1998 ;-

Putusan Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung No.32/
Fdt/G/199B/PN.Bdg tanggal 2 Juni 19%8 ;-
Putusan Pengadilaﬁ Tinggi Bandung Nomor.430/FPdt/
1998/PT.Bdg tanggal 26 Agustus 1998 ;-

Putusan Mahkamah Agung R.I Neomor.2741 K/FRdt/1999
tanggal 30 Mopember 1999 i-

Fermohonan Peninjauan Kembali atas Futusan Mah
kamah Agung R.I dalam tingkat kasasi No.2741 K/
Pdt/199? tanggal 30 Nopember 1292 jo Putusan
FPengadilan Tinggi Bandung Nomor.430/Pdt/199B/FT
Bdg tanggal 26 Agustus 1998 jo Putusan Pengadi

‘lan Negeri Kls.IA Bandung MNomor.32/Pdt/G/1998/PN

Bdg tanggal 2 Juni 1998, vang telah didaftarkan
di Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung pada tanggal
6 Maret 2000 dengan nomor register Q4/FDT/PKE/
2000APN.EDG ;-

Putusan FPengadilan Negeri Kls.IA Bandung No.3I3G/
Pdt/B/1999/FN.Bdg tanggal 1 Maret 2000 ;-

L

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I, II, III, IV, V
Turut Tergugat untuk mendukung sangkalan dalam

Suorat s irecnaans onallls
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Surat Jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis
berupa foto copy surat-surat yang t=lah memenuhi biaya
materai secukupnya, diberi tanda T.I s/d VI-1 s/d T-1I s/d
VI-13 vyaitu

T.1 s/d VI—-1

Futusan Mahkamah fAgung No.2741 K/Pdt/1999
tanggal 30 NMopember 1999 ;-

T.1 s/d VI-2 : Putusan Mahkamah Agung No.l17B K/Pid/1999
tanggal 28 Mei 199% ;- -

T.1 s/d VI-3 : Permoheonan Brasi kepada Presiden R.I atas
nama @ Dicky Hidayat tanggal 14 figustus
1999 ;-

T.I s/d VI-4

Putusan Fengadilan Negeri Bandung No.331/
Pdt/G/199%/PN.Bdg tanggal B8 Pebruari 2000

T.I s/d VI-5 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa
FT.Nikkatsu Electric Work No.1? oleh Nota
ris Masri Husen, 5H 23 Agustus 1929 ;-

T.I s/d VI-6&6

Fenetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
R2/Pdt/Eks/199%/FN.Bdg jo Nomor.32/Pdt/G/
1998/PN.Bdg 3 Juni 1999 ;-

T.I s/d VI-7 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung No
22/Pdt/G/1998/PN.Bdg, 14 Pebruari 1998 ;-

»1 s/4d ¥YI-B : Putusan Fengadilan Negeri Bandung No.3Z2/
: Pdt/G/1998/FN.Bdg, 2 Juni 1998 ;-

I s/d VI-9 1 Futusan Fengadilan Tinggi Bandung No.430/
Pdt/1998/PT.Bdg, 26 Agustus 1298 ;-

T.1 s/d VI-10 = Surat Mahkamah Agung’' No.KMA/419/V/1999
* tgl 20 Mei 1999 ;- )

T.I s/d ¥YI—-11 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal
14 Napember 1997, No.C2-HT.01.04_A-25868

T.I s/d V1-12 : Data Akta Perubahan Anggaran Dasar fer
seroan tgl.31 Oktobker 1997 vang dibuat
oleh Notaris Lely Zulkarmain, SH ;-

T.I s/d VI-13 : Laporan Data Akta Ferubahan Anggaran
Dasar Perseroan tgl.31 Oktober 1927 vyang"
dibuat oleh Lely Zulkarnain, SH ;-

Menimbang, bahwa baik Pihak FPenggugat I danm I1 mau
pun Pihak Tergugat I[,II, III, IV, ¥V, VYI dan Turut Tergugath
atas kesempatan vyang diberikan oleh Majelis Hakim telah
mengajukan Kesimpulan tertulisnya masing—-masing tertanggal
OB Juni 2000 ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan
maka perhatikanlah segala sesuatu yang terjadi dipersidang
an, Sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan
yang selaniutnya dianggap sebagai telah termuat seluruhovya
karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan
turut dipertimbangkan dalam mengambil Futusan perkara ini

TENTANG . . asvvnnnn. hal.17
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak
Fenggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;—

Menimbang, bahwa pihak Tergugal pada prinsipnya
telah menyangkal isi gugatan pihak Fenggugat dengan mem
beri keterangan sebagaimana vyang terurai dalam Jawaban
pihak Tergugat tanggal 1 Maret 2000 ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik,
duplik dari kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana
yvang terurai dalam replik tanggal 9 Maret 2000 dan duplik
tanggal 18 Maret 2000 ;-

DALAM FROVISI :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan
tuntutan provisi agar Majelis memberikan putusan yang amar
nya i

- HMenghukum para Tergugat I, 1II, III, "IV, V¥, VI untuk
tidak menggunakan hasil rapat umum pemegang saham luar
biasa baik vang dibawah tapngan maupun yvang diterangkarn
dalam Akta Np.1Z? tanggal 23 Agustus 1799, Notaris Masri

iHusen, 8H ( = Turut Tergugat } tentang rapat umum peme

;ﬁﬁng saham Iuar biasa PT.Nikkatsu Electric Work sampai

;?utusaﬁ perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap j3-

Menimbang, bahwa atas permohonamn pravisi ini Maje
lis*telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 24 Febru
ari 2000 vyang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-~ Menghukum Para Tergugat T, II, III, IV, V¥, VI untuk
tidak menggunakan hasil rapat umum pemegang saham luar
biasa, baik yang dibawah tangan maupun yang dituangkan
dalam Akta No.l1? tanggal 23 Agustus 1997 Notaris Masri
Husen, SH (= Turut Tergugat) tentang- Rapat Umum Peme
gang Sabam Luar Biasa PT."Nikkatsu Electric Works" sam
pai putusan perkara ini mempunyai kekuoatan hukum tetap

~ Menangguhkan biaya perkara ini ;-

DALAM EKSEPSI -

Menimbarng, bahwa pibak Tergigat dalam Jawabannyé
telah mengajukan eksepsi yang berbunyi sebagai berikut

1. Tidak mempunyai kapasitas

Babwa Dicky Hidayat tidak mempunyai kapasitas sebagai
Direktur Utama PT.Nlkkatgsu Electric Works, kKarena =

a. Dicky.iiaonoaea..-hal. 18
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a. Dicky Hidayat diangkat dalam Rapat Umum Pemegang
Saham bLuar Biasa tanggal 18 Pebruari 1998, yang di
selenggarakan berdasarkan AD Na.lé dam 2/1997 ;-

b. AD No.lé dan 2 tersebut tidak' mempunyai kekuatan
hukum lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I
dan Dicky Hidayat sendiri sudah "menerima putusan
itu, seperti terlihat dari bukti-bukti T.I,II,III,
IV,V,VI-t s/d 3 ;-

€. Seandainya Dicky Hidayat ~masih wmenjabat sebagai
Direktur Utama, maka berdasar pasal 84 ayat 1 (al
WU MNo.1/1995, yaitu bila ada perkara di depan Fenga
dilan antara perseroan dengan anggota direksi ber
sangkutan i.c.AD PT.Nikkatsu Electric Works dipalsu
oleh Dicky Hidayat dan menjadi perkara No.2741 K/
FOT/1999 dan Ne.178 K/PID/1999, ' maka dilaranglah
Dicky Hidayat mewakili PT.Nikkatsu Electric Works
Selanjutnya Dicky Hidayat melanggar pula ayat yang
sama sub (b)-nya, yaitu bahwa Dicky Hidayat sebagai
pengurus mempunyail pertentangan kepentipgan dengan
kepentingan persercan, karena pemalsuan AD terssbut
tujuarnya adalah untuk mendapatkan suara mayoritas
dalam PT.Nikkatsu Electric bWorks, yailitu dengan mem
buat AD itu mengatur "satu saham satu suara, sedang
aslinya adalah satu pemegang saham maksimum &
suara" -

2. Perkara yang sama sedang diperiksa’'di Pengadilan lain

Bahwa perkara ini adalah tentang tidak sahnya Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Agustus 1999,
dalam perkara lain Nomor .331/FDT/G/199%/PN.BDG diputus:
tanggal 8 Pebruari 2000 ( terlampir T.I,II,TII,IV,V,
Vi-4 ), Penggugat Dicky Hidayat melakukan perlawanan
terhadap Penetapan Ketwa Pengadilan Negeri @ No.?2/FPDT/
Eks/1999/PN.BDE  jo Np.32/Pdt/G/199B/FN.Bdg. yang meme
rintahkan Ny.Yunni Anita untuk menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa,  Fenetapan tersebut di
laksamakan pada tanggal 23 Agustus 1999, dan aktenya di
beri No.19 oleh Notaris Masri Husen, SH ( T.I,II,IIT,
IV,V,VI-5 ) ;- :

Jadi, perkara ini adalah sama objieknya dengan perkara
Np.331 tersebut yaitu tentang Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Riasa yang dilaksanakan berdasar PFPenetapan Ketua
Pengadilan Megeri Bandung No.92/PDT/Eks/1999/PN.Edg dan
dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1999. Bila perkara
ini diteruskan maka bisa terjadi dua. Futusan Pengadilan

yang berbeda satu sama lain tentanp hal yang sama ;-

Menimbang, ' bahwa atas eksepsi pihak Tergugat ter
sebult di atas., pihak Penggugat telah menvyangkalnya dengan
memberi tanggapan sebagaimana terurai dalam Replik pihak
Penggugat tanggal ? Maret 2000 ;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tetap pada eksepsi
nya sebagaimana diuraikan dalam Dupliknya %ertanggal 18
Maret 2000 ;- )

Menimbang,.eerenvmnnas hal.l1l®
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Menimbang, bahwa kemudian Majelis mengambil alih
seplta: yang terural dalam berita acara persidangan yang ber
kaitan dengan eksepsi tersebut ;-

Mepimbang, bahwa setelah Mejelis-meneliti eksepsi
pihak Tergugat tersebut, Maielis berpzndapat bahwa semua
materi vang disampaikan oleh pihak Tergugat dalam ekseps:
nya lebih banyak mengarah kepada pokok perkara vyang memer
lukan pembuktian lebih lanjut dan oleh karenanya akan di
pertimbangkan bersama-sama dengan.pokok perkara j3—

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan—-alasan hukum
tersebut maka eksepsi pihak Tergugat baruslah ditolak ;-

DALAM POKOK PERKARA =

Menimbang, bahwa gugatxn pihak Penggugat sebagei
mana diuraikan di atas, vang pada pokoknya mendalilkan
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Agus
tus 1999 vang dituangkan dalam Akta No.l1l? tidak sah dan
batal demi hukum ;- -

Menimbang, bahwa pertama—tama Majelis akan memper
timbangkan apakah besnar pihak Tergugat telah mengadakan
. ﬁ{/?i; i Rapat Umum Pemegang Sabam Luar Biasa PT.Nikkatsu Electric
3 . Works ;-

- T, Menimbang, bahwa dari hasil penslitian atas surat
- J%gﬁéurat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat yaitu surat

2 bukti F-1 s/d P-17, maupun vyang diajukan oleh Tergugat
) yaitu surat bukti T.I s/d VI — 1 s/d 13, maka Majelis men
dapatkan surat bukti P-1i0 vyaitu Akta Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT. Nikkatsu Electric Works - tanggal 23
Agustus 1999 Mp.l19 Notaris Masri Husen, 5H dan surat bukti
T.I s/d VI-5 yvaitu Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT.Nikkatsu Electric WHaorks No.19? oleh Notaris Masri
Husen, SH tanggal 23 Agustus 1999 ;-

Laed
s,

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-10 dan surat
bukti T.I s/d VI-3 terbukti bahwa pihak Tergugat pada tang
gal 23 Agustus 1999 telah mengadakan Rapat Umum Femegang
Saham Luar Bjasa PT.Nikkatsu Electric Waorks ;-

Menimbang, bahwa selanjutnys Majelis akan memper
timbangkan apakah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Riasa FPT
Nikkatsu Electric Works tanggal 23 Agustus 1992 tersebut
sah menurut hukum atau tidak ;-

Menimbang, bahwa menurut sangkalan pihak Tergugat
dalam Jawabannya mengemukakan bahwa Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Riasa tanggal 23 Agustus 1999 dilaksanakan atas
dasar Fenetapan Ketua Pengadilan Megeri Bandung No.92/Pdt/

Eks/199%9/PN.Rdg..... e anal 20
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Eks/19929/PN.Bdg tanggal 23 Juni 1999 jo Putusan Sela No.32
/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 1& Pebruari 1298 jo Putusan No
32/Pdt/G/199B8/FPN.Bdg tanggal 2 Juni 1998 Jjo No.430/Pdt/G/
PT.Rdg jo No.2741 K/Pdt/1999 -dan Penetapan Ketua Fengadil
an Negeri Bandung No.92/Pdt/Eks/1999/PN.Bdg tanggal 3 Juni
1999 dikeluarkan atas dasar Surat Ketua Mahkamab fAgung No
KMA/4192/V/199% tanggal 20 Mei 19992 serta tentang sah tidak

nya Akta No.19 ini

sudah diperkarakan ocleh Bicky Hidayat

dan PT.Nikkatsu Electric Works dalam perkara No,331/Pdt/G/
1999/PN.Bdg dan sudah diputuskan pada tanggal B Februari

2000,

menyatakan perlawanan pelawan difolak ;-

Menimbang, bahwa

pihak Tergugat untuk mendukung

sangkalannya tersebut diatas, teelah mengajukan surat-surat
bukti T.I s/d VI~-&4 s/d 9 dan T.I s/d VI-10 ;-

/1999

[T

hw
"Penetapan

A F

},'

Menimbang, bahwa selanjuinya Majelis akan memper
timbangkan Aapakah
Eiasa tanggal 23 Agustus 1999 dilaksanakan atas dasar Pene
tapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.?2/Pdt/Eks/199%2/
PN.Bdg jo Putusan Sela No.32/Pdt/G/199B8/PN.Bdg tanggal 14
Februari 1998 jo Putusan No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal
2 Juni 1998 jo No.4X0/Pdt/1998/PT.Bdg . jo No.2741 K/FPdt

benar Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Memimbang, bahwa pihak Tergugat wuntuk mendukung
- .dalil-dalil sangkalannya tersebut di atas telah mengajukan
¢ surat?surat bukti 7.I s/d VI-6 s/d 10 ;-

Menlmbang, bahwa surat bukti T.I s/d VI-& adalah

Ketua Fengadilan Negeri Bandung No.92/Fdt/Eks/

1999/FPN.Bdg jo No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 3 Juni 1999
isinya adalah :

Memerintahkan

kepada

Jurusita/Jurusita Pengganti pada

Fengadilan Negeri Kls.I A Handung untuk memanggil ter
hadap )

1.

2.

7|

Dicky Ridayat,

bertempat tinggal di Jalan Simpang
Pahlawan III No.18 Bandung, selaku
Direktur Utama -FT. NIKKATSL} ELLEC
TRIC WORKS dan selaku Pribadi se
lanjutnya disebut, TERMOHDN EKSE
KUSI I ( TERGUGAY I )} 11—

MNotaris Lely Zulkarnaen, SH. berkantor di Jalan L.L

R.E.Martadinata No.i23 Pav Bandung
selanjutnya disebut TERMOHON ENKSE
KUSI IT { TERGUGAT II ) i—

FT. NIFKQTSU ELECTRIC WORKS, berkantor di Jalan Cimun

Corry Dijuwanta,

Tinjauan yuridis...,

cang No. 70 EBandung, selanjutnya di
sebut TERMOHON EKSEKUSI III { TER
BUBAT III ) ;-

bertempat tinggal di Jalan Buntur
Madu No.l0 Bandung, selanjutnya di
sebut TERMOHOM EKSEKUSI IV ( TERSU
GAT IV Y -

SUPAYR creowenawana hal.Z21

Elvira Emilia Salam, FH UI, 2010.



-

supaya mereka datang menghadap Kami, Ketua Pengadilan
Negeri ¥ls.I Bandung terletak di Jalan Laks.Laut.R.E
Martadipata No.74 Bandung pada hari Senin tanggal 14
Juni 1999, Jam 09.00 untuk ditegur 'agar di dalam teng
gang waktu B (delapan) hari setelah ditegur segera
memenuhi/melaksanakan PFPutusan Sela Pengadilan Negeri
* Bandung tertanggal l1l& Februari 1998 . No.32/Pdt/G/1998/
FN.Bdg jo fPutusan akhir Pengadilan Megeri Bandung tang
gal 2 Juni 1998 No.Z2/Pdt/G/1998/PN.Rdg jo Putusan
Fengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Agustus 1998 No
480/Pdt/1998/FPT.Bdg ;- .

Menimbang, babwa surat bukti T.I s/d VI-7 adalah
Futusan Sela Pengadilan Negeri BRandung tanggal 14 Pebruari
1998 No.32/Pdt/G/1998/PN.Bdg vang amarnya berbunyi

DALAM FPROVISI :

- Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat untuk
seluruhnya ik

1. Memerintahkan pada Komisaris I dan II PT.Nikkatsu
Electric Works vyaitu DBrs.Soepeno Handono dan atau
Komisaris II' Ny.Yunni Anita, secara bersama—-sama
ataun sendiri-sendiri menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham lLuar Biasa dengan acara pemilihan
pengurus baru dan memberhantikan pengurus  lama
dalam waktu sesingkat—-singkatnya ;-

Menggunakan anggaran dasar perseroan yang sah yaitu
Akta Fendirian PT.Nikkatsu Electric Works HMNo.lt
tanggal 13 Oktaober 1270 dibuat dimuka Notaris
Widyanto Franamiharoja, SH dan diumumkan dalam tam
bahan Berita MNegara No.3% tanggal 23 Juli 1292 ;-

-\ Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;-

Menpimbang, bahwa surat bukti T.I s/d Y-8 adalah

Putlsan perkara perdata No. 3“/Pdt/E/1998/PN Bdg tanggal 2

Juni 1998 yang amarnya berbunyi

PALAM KONPENSI s
DALAM PROVISI ¢

- Menyatakan bahwa Futusanm Provisi sebagaimana tercantum
dalam Putusan Sela tanggal 14 Pebruarfri 1998 No.32/Pdt/
G/19%8/FN.Rdg adalah sah dan berharga ;-

DALAM EIKSEPSI =
- Menolak eksepsi dari Tergugat I damn Tergugat III  ter

sebut di atas -

DALAM FDXDK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan FPenggugat untuk sebagian ;-

2. Menyatakan ........ hal .22
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2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Térgugat IT telah
melakukan perbuatan hukum terbadap: Penggugat-penggugat

A

Menyatakan bahwa Akta No.l6 tanggal 20 Juni 1997 dan
Akta No.7 tanggal 16 Oktober 1997, vyang kedua—duanya
' dibuat dihadapan Notaris Lelly Zulkarnaen, SH tidak
mempunyai kekuatan hukum ;-

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada
Fenggugat—penggugat sebesar Rp.150.000.000,~ ;-

3. Henghukum'Tergugat I1Il dan Tergugat IV untuk mematwhi
putusan ini ;-

&. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-

DALAM REKONFENSI :

-~ Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat I, II, III
d.r/Tergugat 1, II, IIT d.k untuk seluruhnya ;-

DALAM KONPENST dan REKONPENST

~ " Menghukum para Tergugat d.k/Penggugat d.r untuk mem

bayar biaya perkara vyang sampai saat ini beriumlah Rp

. 178.000,—- ( seratus tuiuh puluh delapan ribu rupiah )
A secara tanggung renteng ;-

P Menimbang, bahwa surat bukti T.I s/d VI-9 adalah
- Puthisan Pengadilan Tinggi Bandung No.430/Fdi/19%8/FT.Edg
. 1“§a ggal! 25 Agustus 1998 vang amarnya amntara lain =

)
L
Y

Menerima permohonan banding dari para Pembanding I, 11,
ITI dan IV tersebut diatas ;- y

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandunﬁ Mo.32/Pdt/
B/1998/PM.Bdg tanggal 2 Juni 1998 yang dimohonkan ban
ding ;- -

3. Menghukum para Pembanding I, II, III dan IV untuk mem
bayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding ini ditetapkan berjumlah Rp.S50
000,- (lima puluh ribu rupiah} secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa surat bukti T,.I s/d VI-1 adalah
Futusan Mahkamah Agung RI  No.2741 K/Pdt/19%% tanggal 3JO
Nopember 1999, yang amarnya

- HMenolak permohonan Kasasi Dichy Hidayét, Notaris Lelly

Zulkarnaen, SH PT.Nikatsu Electric Works Corry Djuwanta

Menimbang, bahwa dari swrat—surat bukti tersebut
Majelis berpendapat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa tanggal 23 Agustus 19992 vyang dituangkan dalam Akta
No.12 oleh karena dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela

Fengadilan ...... . -hal .23
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" Pengadilan Negeri Bandung tanggal 146 Pebruari 1998 Jjo No
32/Pdt/G/1998/FN.Bdg vyang perkara pokoknya vyaitu No.32/
Pdt/G/1998B/PN.Bdg telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut
adalah sah menurut bukum ;-

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pihak Ter

' gugat telah mengajukan pula surat bukti T.1 s/d VI-4 yaitu

FPutusan Mo.331/Pdt/B/1999/FN.Bdg vaitu perlawanan yang di

ajukan aleh Dicky Hidayat dan PT.Nikkatsu Electric Works

terhadap Surat Penetapan No.?2/FPdt/Eks/1999/FN.Bdg sebagai

pelaksanaan Putusan Sela (Provisi) perkara No.32/Pdt/G/
199B8/PN.RBdg ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Putusan ter
sebut vyaitu No.331/Pdt/G/1999/PN.Bdg . telah menolak per
lawanan para pelawan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan
pertimbangan tersebut dengan telah berkekwuatan hukum tetap
putusan atas perkara perdata No.32/Pdt/G/1%9%/FN.Bdg serta
ditolaknya perlawanan para pelawan dalam perkara perlawan
an,_Np.331/Pdt/G6/1999/PN.Bdg maka Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa tfanggal 2Z3 Agustus 1999 vang dituangkan dalam
Akta Notaris Masri Husen, 5H No.l1? adalah sab menurut
hukum ;-

Menimbang, bahwa dengan sahnya Rapat Umum Femegang
Luar Biasa tanggal 23 Agustus 1299 Akta No.19 maka
Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugat
dan karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggu
gat ditolak maka Putusan Sela Mo.lO/Pdt/G/2000/PN.Rdg tang
gal 24 Februari 2000 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum 53— '

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan pihak
Penggugat maka mereka sebagai pihak yang kalah harus di
hukum untuk membayar biaya perkara seperti vyang akan di

sebutkan dalam amar putusan ;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti~bukti lainnya me
nurut  hemat Majelis tidak perlua untuk dipertimbangkan
lebih lanjut ;-

Mengingat | pasal-pasal dari Undang-undang dan Per
aturan~peraturan hukum yang bersangkutan ;-

MENGADTILTI :

CALAM PROVISI

- Menyatakan Putusan Sela No.l10/Pdt/G/2000/PN.Bdg tanggal

24 Pebruari 2000......hal.24
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24 Pebruari 2000 tidak mempunyai kekuwatan hukum ;-

; :
DALAM EKSEFSI

- HMenolak eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat ;-

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan pihak Fenggugat untuk selurubhnya ;-
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara
vang hbingga saat ini ditaksir sebasar Rp.316.000,-

{ tiga ratus enam belas ribu rupiah )} 33—

Demikian diputuskan pada hari K A M 1 S5, TANGGAL 29

JUNI 2000 oleh Kami EFFENDI SUMINTAPURA, SH selaku Hakim
Ketua, MAKMUR SIMBUNG, SH dan NY.RATNAWATI ROOSMADEWI, SH

" masing—-masing sebagal Hakim fnggota, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan dipersidangan vyang terbuka untuk
Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim
Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh DURACHMAN
Panjitera pengganti, vyang dihadiri oleh ADRIANUS KADHARUS

MAN, SH _Kuasa pihak Penggugat dam ABUSTINUS HARIMURTI, SH
g pihak Tergugat ;-

HAKIM, KETUR,

'
o
r
H

( DURACHMAN )

DICATAT DISINI

atas pihak Penggugat melalui kuasa
nya : ADRIANUS KADHARUSMAN, SH ber
daszarkan Surat Kuasa Khusus ter
tanggal 04 Juli 2000 telah menyata
kan banding di Kepaniteraan Fenga \
dilan Negeri Kelas.I Bandung pada \

bahwa terhadap putusan tersebut di ]
‘!

tanggal Ob...... hal.2s
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PERINCIAN BIAYA

tanggal 04 Juli 'Z000 dan terdaftar
dalam register banding Nomor.74/
FDT/B/2000/PN.Bdg, dengan demikian
putusan dalam nerkara perdata
Momor. 1G/FDT/G/Z000/FPN.Bdg, Dbelum
bherkekuatan bukum yang tetap ;-

Bandung, | Juli 2000
PANITERA KEPALA
PENGADILAN NEGERI KLS.I BANDUNG
RS

WBKIL PA

ERA

{ ADE USMAN, SH )

Redaksi..

Rt
Administrasi...... Rp. 30.000,- ™,
PARGGL1aN - e e oenes Rp. 275.000,— A \

........... fp 8.000,- . W
NP Rp 3.000,- j

— +
Jumiaheoeeoon, Rp. $16.000,~ /
tr b 5l FOTY 4 S G gEED ¢

ST F BAtE AT

ANITERA PE- -

A F e T BT u T |
LR Y BN

e LW 13 11}
B AU 0 5 ,!E. 1 OEFd BANDUHG' s

WAl LA

ANTEHA UL PERDATA

! ~
Y. Y. YUHIATI, SH. CHy
~ NIF, A0048454 .
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